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KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
(BKPSDM)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden
Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah perlu menunjuk dan menetapkan Tim
Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu
menetapkan  keputusan Badan  Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah
Laut tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja
(LKj) Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah
Laut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan
peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2014 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016

Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024
Nomor 13);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEMPAT

Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 142 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah
Laut;

Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 69 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor
69).

MEMUTUSKAN :

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut tentang
Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun
2024 pada Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.

Menetapkan daftar Aparatur Sipil Negara sebagaimana
tersebut dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini,
Sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024
Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tanah Laut.

Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024
sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai
tugas dan tanggung jawab Penyusun Laporan Kinerja (LKj)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 pada

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan



Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah
Laut Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pelaihari
pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kabupaten Tanah Laut,

A Pembitia Tk. I (IV/b)
1P mz@ms 199603 1 003

Tembusan Kepada Yth :
1. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari

2. Yang Bersangkutan




Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah
Laut Tahun Anggaran 2025.

KELIMA s Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pelaihari
pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kabupaten Tanah Laut,

Jabatan P‘ni

Pit Sekretaris 1
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan A /ﬁ -
e

ZAKI YAMANI, S.Pt., M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19761128 199603 1 003

Tembusan Kepada Yth :
1. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari

2. Yang Bersangkutan




Lampiran

Keputusan Kepala

BKPSDM Kab. Tanah Laut

Nomor
Tanggal

DAFTAR TIM PENYUSUN

04 Tahun 2025
02 Januari 2025

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH LAUT
; NO NAMA JABATAN SEBAGAI
Zaki Yamani, S.Pt., M.M. Penanggung
! NIP. 19761128 199603 1 003 Repaa BrTbLW Jawab
FAJAR TRI ATMAJA, SH . .

2 NIP. 19810131 200803 1 001 Plt. Sekretaris Ketua Tim
5 | ALMUNANSYAH, S.Kom ng:r"i;‘;is:g‘s" Koordinator
NIP. 19760917 200803 1 002 Bidang

Keuangan
4 NOOR HIDAYAH, A.Md Kepala Sub Bagian Umum | Koordinator
NIP.19831205 200501 2 007 dan Kepegawaian Bidang
5 FAJAR TRI ATMAJA, SH Kepala Bidang Mutasi dan | Koordinator
NIP.19810131 200803 1 001 Pengembangan Aparatur | Tekhnis
g | HENDRO CAHYOKO, SE, MAP ﬁepala E:dazgd ] Koordinator
NIP. 19730216 200604 1 003 erencanaan da Tekhnis
Pembinaan Aparatur
- ASEP SUJITO, S.AP Analis SDM Aparatur Ahli AnGocts
NIP.19800316 200501 1 008 Muda 99
8 IRFAN LUTHFI, A.Md Analis SDM Aparatur Ahli Anadota
NIP.19850203 200903 1 004 Muda 99
YUDI SUSANTO, S.M Penyusun Program
9 . Anggota
NIP.19851123 200604 1 001 Perencanaan Diklat
10 ANDRI SETIAWAN, S.Kom Analis SDM Aparatur Ahli Anagota
NIP.19850815 200903 1 005 Muda 99
IBA NURKASIHANI, SH, M.H Analis SDM Aparatur Ahli
1 | NIP.19800527 200903 2 006 Muda Ahgaoa




12 ASWATUN HASANAH, S.Kom
NIP.19791012 200903 2 006

Analis SDM Aparatur Ahli
Muda

Anggota

LILIS DAMAYANTI, S.Ak

£ NIP.19960110 201903 2 009

Penyusun Program
Anggaran dan Pelaporan

Anggota

Ditetapkan : di Pelaihari
pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Tanah Laut
2. Yang Bersangkutan

Manusia

I;l a
0 ?EG;‘«‘!‘%NM} "
B:ig??ﬁh?ﬁml SURBER

Dﬁ{hh‘l."\“‘“‘*“”

—
- —

paten Tanah Laut,

¥ MANIL,'S.Pt., M.M.
[ Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 128 199603 1 003




ASWATUN HASANAH, S.Kom

Anggaran dan Pelaporan

12 Analis SDM Aparatur Ahli Anadota
NIP.19791012 200903 2 006 Muda 99

13 LILIS DAMAYANTI, S.Ak Penyusun Program Anadota
NIP.19960110 201903 2 009 99

Ditetapkan : di Pelaihari
pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia

Kabupaten Tanah Laut,

Jabatan

Parafl

Plt. Sekretans

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

AN

-

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Tanah Laut

2. Yang Bersangkutan

e —

YAMANI, S.Pt., M.M.

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19761128 199603 1 003




KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 merupakan bentuk
akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi
publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran
dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis

pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan
penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih

berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pelaihari, Maret 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut

Jabatan Paraf
Pt Sekretaris k-
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan A

Zaki-Ya . S.Pt., M.
Pembina Tk. | (IV/b)
NIP.19761128 199603 1 003
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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 merupakan bentuk
akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi
publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran
dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis

pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan
penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih

berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pelaihari, Maret 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

LKj BKPSDM 2024 | i




Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban
atas perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari
sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun
2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi,

kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Pada tahun 2024 capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut untuk sasaran strategis indikator kinerja utama
(IKU) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Tanah Laut tahun 2024 pada sasaran strategis 1 telah memenuhi dan melampaui target
dan pada sasaran strategis 2 capaian masih berada di bawah target karena berdasarkan
LHE AKIP, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Tanah Laut masih perlu sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Pada
sasaran strategis 1 Meningkatnya Profesionalitas ASN dengan indikator indeks
profesionalitas ASN dengan target 61.50 terealisasi 78.53 dengan capaian realisasi
terhadap target 127.69%. Pada sasaran strategis 2 Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas
Kinerja BKPSDM dengan indikator Nilai AKIP BKPSDM dengan target 81.00 terealisasi
79.55 dengan capaian realisasi terhadap target 98.21%. Seluruh 2 (dua) indikator tersebut
didukung dengan 3 (tiga) program yang terdiri atas 13 (tiga belas) kegiatan dan 35 (tiga
puluh lima) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 16.146.277.808,- dan realisasi
sebesar Rp. 13.607.896.539,- atau tercapai 84,28%.

LKj BKPSDM 2024 | ii



Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini

penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut ke depan dalam perbaikan kinerja di tahun

yang akan datang.

Jabatan

Paraf

Pt Sekretaris

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pelaihari, Maret 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Tanah Laut

— D
MS.H" M.M.

Pembina Tk. | (I\V/b)
NIP.19761128 199603 1 003
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Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini
penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut ke depan dalam perbaikan kinerja di tahun

yang akan datang.

Pelaihari, Maret 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangas umber Daya Manusia
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BAB | PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Rl Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong
terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

BKPSDM wajib menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).

Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dengan maksud memenuhi kewajiban
sebagaimana tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini disusun
bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian kinerja
BKPSDM dalam satu tahun. Laporan Kinerja ini berisi hasil evaluasi berupa analisis
akuntabilitas kinerja program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan
sasaran Perangkat Daerah.

Disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024
diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

2. Mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara
baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kepegawaian dan
LKj BKPSDM 2024 | 1



Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut untuk
meningkatkan kinerjanya.

Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut di dalam
pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

C. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il
Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan
peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Intansi Pemerintah:

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Intansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Tanah Laut;
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8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 142 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah
Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114).

D. Cascading Kinerja
Cascading Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sebagai berikut:
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‘CASCATING KINER 34 BKFSDM KA, TANAN LAUT

Gambar |. 1

Cascading Kinerja
Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut
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Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Proses Bisnis berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 19 Tahun 2018
Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang
efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan
tujuan pendirian organisasi, sedangkan peta proses bisnis merupakan sekumpulan
aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai
dengan kebutuhan pengguna dan sumber daya yang tersedia. Proses bisnis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

digambarkan dengan peta proses bisnis sebagai berikut.
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Gambar I. 2
Peta Proses Bisnis
Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut

LKj BKPSDM 2024 | 7



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah
dalam Bidang Kepegawaian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 142 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tanah Laut dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM
Kelompok Jabatan Fungsional Sekretaris
Kasubbag Perencanaan Kasubbag Umum dan
dan Keuangan Kepegawaian
Kabid Perencanaan dan Kabid Mutasi dan
Pembinaan Aparatur Pengembangan dan
Aparatur
Gambar I. 3

Struktur Organisasi
Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 142 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut
sebagai pengelola kepegawaian daerah dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi
yang harus dijalankan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Tanah Laut, yakni:
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Tugas

Membantu Bupati Tanah Laut dalam melaksanakan fungsi penunjang
Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang

menjadi kewenangan daerah

Untuk membantu Bupati Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan fungsi

Penunjang Urusan Kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai Fungsi, yaitu:

a.

Penyusunan rencana kerja bidang kepegawaian dan pengembangan sumber
daya manusia;

Perumusan kebijakan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber
daya manusia;

Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan
sumber daya manusia;

Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia;

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia,

Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi—fungsi penunjang bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas yang

diemban, Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Tanah Laut didukung oleh unsur-unsur organisasi yang terdiri dari:
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Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan,

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, program dan anggaran,

administrasi  umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan. Untuk

menyelenggarakan tugas, Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu:

a.

pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di
lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran
belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan norma, standar,
dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;

penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan
barang;

penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;

pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan, dan penyusunan data,
penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas,
penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan
penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

pengoordinasiaan urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan
dinas, pendataan, dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan
fungsinya; dan

pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang

langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
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Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut
mempunyai uraian tugas, yaitu:

a. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan

penyusunan program dan rencana kegiatan dan anggaran Badan;

b. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan

penyusunan rencana strategis;

c. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan

evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;

d. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan

penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

e. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan

pengelolaan aset/Barang Milik Daerah;

f. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan

pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

g. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan

pengelolaan administrasi kepegawaian;

h. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan

pengelolaan organisasi dan tata laksana;

I. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan

kehumasan dan keprotokolan;

j.  melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat;

dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat membawabhi:

1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan bahan penyusunan rencana, program, dan
anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.
Dengan uraian tugas, antara lain:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana
kegiatan dan anggaran sesuai tupoksi sebagai dasar pelaksanaan

kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
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menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan
program Badan;

menyiapkan koordinasi dan penyusunan anggaran Badan;
menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan
kegiatan tahunan;

menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian
pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi
anggaran;

melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;

menyiapkan konsep bahan masukan kepada Sekretaris Badan
sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja
Tahunan, Rencana Kerja Anggaran, Penetapan Kinerja, dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
melaksanakan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan
Negara bukan pajak, pengujian, dan penerbitan surat perintah
membayar;

menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan gaji pegawai;
menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi keuangan;
menyiapkan bahan dan menyusun pertanggungjawaban dan
pengelolaan dokumen keuangan;

. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan
keuangan, laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ) dan laporan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil
pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan
ganti rugi;

melaksakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan Badan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan urusan umum dan kepegawaian. Dengan uraian tugas, antara

lain:

a.

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program,
rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan
pengembangan pegawai lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD);

melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat,
pemberhentian, dan pensiun pegawai lingkup Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD);

melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai,
dan evaluasi kinerja pegawai lingkup Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD);

melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja
pegawai lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen, dan informasi
kepegawaian lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD);

melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat, dan
protokol;

melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
melaksanakan telahan, penyiapan, dan penyusunan peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU)

dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
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n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi
barang;

0. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan,
penyaluran, penghapusan, dan pemindahan barang;

p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan, dan
pendokumentasian  kegiatan Sub  Bagian Umum dan
Kepegawaian; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur

Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan urusan pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian,
penilaian kinerja, dan pemberian penghargaan. Untuk menyelenggarakan tugas,
Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai
fungsi, yaitu:

a. penyusunan rencana kerja bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur;

b. perumusan kebijakan bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur;

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang

Perencanaan dan Pembinaan Aparatur;

d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur;

e. pelaksanaan kebijakan pengadaan, pemberhentian, dan informasi

kepegawaian;

f. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan aparatur;

g. pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang

Perencanaan dan Pembinaan Aparatur;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

I. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang

langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
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Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Perencanaan dan

Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai uraian tugas, yaitu:

a.

menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang Perencanaan
dan Pembinaan Aparatur;

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur,
dan kriteria bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
melaksanaan kebijakan, evaluasi, monitoring, dan penyusunan laporan di
bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur;

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data
Perencanaan dan Pembinaan Aparatur;

menyusun rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk
pelaksanaan pengadaan;

menyelenggarakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (Calon
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK));

menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi kartu pegawai, kartu
isteri/ kartu suami, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dan
Tabungan Perumahan Rakyat bagi Aparatur Sipil Negara;

menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan kesejahteraan
termasuk pemberian penghargaan, tanda jasa, izin perkawinan/
perceraian, izin menjadi anggota partai politik dan cuti pegawai;
mengoordinasikan, memverifikasi dokumen, dan pelaksanaan administrasi
pemberhentian Aparatur Sipil Negara;

mengkoordinasikan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
memverifikasi database informasi kepegawaian;

mengelola data dan informasi managemen kepegawaian;
mengoordinasikan, menyelenggarakan, melaksanakan pembinaan, dan
menindaklanjuti hasil pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara;
memfasilitasi lembaga profesi Aparatur Sipil Negara;

mengoordininasikan kegiatan penilaian kinerja;

mengevaluasi hasil penilaian kinerja;
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mengoordinasikan dan memverifikasi usulan pemberian penghargaan;
melaksanakan kajian kebijakan pengadaan, penilaian kinerja,
pemberhentian, pemberian penghargaan, pengelolaan data, dan
informasi;

melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perencanaan dan Pembinaan Aparatur; dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur

Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

urusan mutasi, promosi, kepangkatan, dan pengembangan kompetensi. Untuk

menyelenggarakan tugas, Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

mempunyai fungsi, yaitu:

a.
b.

C.

penyusunan rencana kerja bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur;
perumusan kebijakan bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur;
pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang Mutasi dan
Pengembangan Aparatur;

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur;

pelaksanaan kebijakan mutasi dan promosi;

pelaksanaan kebijakan kepangkatan dan pengembangan kompetensi;
pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perencanaan dan Pembinaan Aparatur;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang

langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Mutasi dan

Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai uraian tugas, yaitu:
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menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang Mutasi dan
Pengembangan Aparatur;

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur,
dan kriteria bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
melaksanaan kebijakan, evaluasi, monitoring, dan penyusunan laporan di
bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur;

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan perencanaan kebutuhan tugas belajar, seleksi tugas
belajar secara transparan dan akuntabel,

menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur kerja sama,
dan kemitraan dengan instansi terkait, badan hukum pendidikan, lembaga
pendidikan dan lainnya guna peningkatan kompetensi Aparatur Sipil
Negara,

menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur kerja sama,
dan kemitraan kerja sama serta kemitraan dengan pihak terkait dibidang
pengukuran dan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara;

menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur kerja sama,
dan kemitraan kerja sama serta kemitraan dengan pihak terkait dibidang
pendanaan peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural, teknis
dan fungsional,

merencanakan, operasional, mengatur penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan pegawai sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang
berlaku;

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pelaksanaan-pelaksanaan Diklat penjenjangan, dan
Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil serta Orientasi Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja;

membuat kajian kebijakan mutasi, promosi, kepangkatan, dan

pengembangan karier aparatur;
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|.  menyusun, memverifikasi, dan menyelenggarakan proses mutasi,
promosi, kepangkatan, dan pengembangan aparatur;

m. mengoordinasikan dan kerja sama pelaksanaan seleksi jabatan;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Mutasi dan
Pengembangan Aparatur; dan

0. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

IV. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas
sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok Jabatan
Fungsional, dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jumlah dan jenis
jabatan fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis,
jenjang, tugas, dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional, diatur

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isu Strategis Perangkat Daerah

Pemberian otonomi pada daerah bertujuan agar daerah yang bersangkutan
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selain itu, pemberian otonomi
daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Dalam
struktur kepegawaian bagi PNS di Indonesia yang membedakan antara PNS pusat
dengan PNS daerah menunjukkan asas desentralisasi. Dengan desentralisasi,
daerah mempunyai wewenang untuk menentukan kebutuhan dan mengatur
administrasi kepegawaiannya melalui peraturan daerah dan keputusan kepala
daerah.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang kepegawaian antara lain
berkaitan dengan penyusunan formasi, pengangkatan calon pegawai negeri sipil,
pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil, penetapan kenaikan pangkat,

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri dalam dan dari
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jabatan pimpinan tinggi pratama ke bawah dan jabatan fungsional jenjang madya ke
bawah serta pemberhentian pegawai.

Berkaitan dengan pengidentifikasian isu-isu strategis dalam hal kepegawaian,
analisis atas isu-isu strategis merupakan bagian penting dan menentukan dalam
proses penyusunan rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanah Laut untuk melengkapi tahapan-tahapan
yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanah Laut membutuhkan
informasi-informasi yang menjadi petunjuk bagi organisasi dalam melaksanakan
program dan kegiatannya. Agar mendapatkan informasi yang akurat, organisasi
melakukan identifikasi atas isu-isu strategis. Dengan mengetahui isu strategis
organisasi dapat menganalisis poin apa yang harus dimaksimalkan secara optimal,
penerapan strategi yang relevan serta menentukan arah pengembangan organisasi.
Pengidentifikasian isu-isu strategis juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam
meningkatkan kinerja organisasi.

Beberapa isu strategis / permasalahan yang mengiringi proses manajemen
kepegawaian antara lain:

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan ASN Berbasis Potensi Daerah

(Pertanian dan Pariwisata)

2. Pemetaan pegawai dengan manajemen talenta untuk mewujudkan
manajemen suksesi dalam implementasi merit sistem sesuai amanah
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk
itu diperlukan Assessment center

3. Bantuan biaya pendidikan untuk profesi tenaga kesehatan untuk
meningkatkan sumber daya manusia ASN

4. Pengisian jabatan-jabatan struktural/manajerial yang telah lama mengalami
kekososongan

5. Penataan ASN dalam mengisi peta jabatan yang kosong guna
meningkatkan kinerja SKPD

6. Pengembangan aplikasi pelayanan kepegawaian yang terintegrasi dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian yang mudah, tepat

waktu, dan akuntabel.
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Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Jumlah pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2024 sebanyak 56

Orang yang terdiri dari PNS sebanyak 32 orang, PPPK 5 orang dan Non PNS

sebanyak 19 orang, dengan rincian:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sumber Data: Perhitungan Mandiri

- NON
No Pendidikan PNS PPPK ASN
1 |S2 4 Orang - -
2 |S1/D4 14 Orang | 4 Orang 2 Orang
4 | D3 10 Orang 1 Orang 6 Orang
5 | SMA 4 Orang - 10 Orang
5 | SMA - - 1 Orang
JUMLAH 320rang | 50rang | 19 Orang
Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Sumber Data: Perhitungan Mandiri
No Golongan PNS PPPK NON
ASN
1 | Golongan IV 3 Orang - -
2 | Golongan lli 23 Orang - -
3 | Golongan Il 6 Orang - -
4 | Golongan | - - -
5 | Golongan IX - 4 Orang -
6 | Golongan VI - 1 Orang -
7 | Non ASN - - 19 Orang
JUMLAH 32 0rang | 50rang | 19 Orang
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Tabel I. 3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Sumber Data: Perhitungan Mandiri

NON

No Jabatan PNS PPPK ASN

1 | Kepala Badan 1 Orang - -

2 | Sekretaris - - -

3 | Kepala Bidang 2 Orang - -

4 | Kepala Sub 2 Orang : :
Bagian
Jabatan

5 | Fungsional 6 Orang 5 Orang -
Tertentu
Jabatan

6 | Fungsional 21 Orang - -
Umum

7 | Non ASN - - 19 Orang
JUMLAH 320rang | 50rang | 19 Orang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Tanah Laut pada tahun 2024 dalam menjalankan tugas pokok untuk mewujudkan
target kinerja didukung dengan sarana dan prasarana dengan rincian sebagai
berikut:

Tabel I. 4
Rekapitulasi Aset
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2024

Sumber Data: Perhitungan Mandiri oleh Pengurus Barang

No Keterangan Jumlah Satuan
1 | Tanah 2 Lokasi
2 | Gedung 2 Bangunan
3 | Sepeda Motor 9 Unit
4 | Lemari Besi/Metal 40 Unit
5 | Lemari Kayu 34 Unit
6 | LemariEs 2 Unit
7 | Lemari Kaca 1 Unit
8 | Pompa Air 1 Unit
9 | Brankas 2 Unit
10 | Meja Kerja Kayu 123 Unit
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11 | Meja Rapat 17 Unit
12 | Meja Podiom 1 Unit
13 | Meja Resepsionis 3 Unit
14 | Meja 1/2 Biro 40 Unit
15 | Meja Makan Besi 22 Unit
16 | Meja Komputer 62 Unit
17 | Kursi Putar 29 Unit
18 | Kursi Biasa 179 Unit
19 | Kursi Lipat 184 Unit
20 | Meubeleur Lainnya 92 Unit
21 | Mesin Hitung Elektronik/Calculator 1 Unit
22 | Mesin Fotocopy Double Folio 1 Unit
23 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Unit
24 | Mesin Pemotong Rumput 1 Unit
25 | Mesin Cuci 3 Unit
26 | Mesin Barcode 2 Unit
27 | Sound System 15 Unit
28 | Layar Film/Projector 2 Unit
29 | Genset 1 Unit
30 | Uninterupted Power Supply (UPS) 30 Unit
31 | CPU (Peralatan Mini Komputer) 1 Unit
32 | Printer (Peralatan Personal Komputer) 32 Unit
33 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) 11 Unit
34 | Sofa 7 Unit
35 | CCTV - Camera Control Television System 13 Unit
36 | Telephone (PABX) 1 Unit
37 | Pesawat Telephone 1 Unit
38 | Tangga Aluminium 2 Unit
39 | Microphone/Wireless MIC 5 Unit
40 | Faxsimile 1 Unit
41 | Exhaust Fan 1 Unit
42 | Mainframe (Komputer Jaringan) 4 Unit
43 | Termometer Standar 7 Unit
44 | Rak Besi 32 Unit
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45 | Rak Kayu 11 Unit
46 | Locker 5 Unit
47 | Alat Penyimpanan Kantor Lainnya 1 Unit
48 | Papan Visual/ Papan Nama 1 Unit
49 | Penangkal Petir 1 Unit
50 | Kasur/Spring Bed 48 Unit
51 | Partisi 2 Unit
52 | Jam Elektronik 9 Unit
53 | A.C. Window 1 Unit
54 | A.C. Split 36 Unit
55 | Kipas Angin 47 Unit
56 | Televisi 5 Unit
57 | Tangga Lipat 1 Unit
58 | Tape Recorder 1 Unit
59 | Loudspeaker 1 Unit
60 | Kaca Hias 22 Unit
61 | Dispenser 4 Unit
62 | Handy Cam 2 Unit
63 | Karpet 3 Unit
64 | DVD Player 1 Unit
65 | Jemuran 22 Unit
66 | Alat Pemadam/Portable 3 Unit
67 | Microphone/Boom Stand 2 Unit
68 | Camera Electronic 2 Unit
69 | Server 1 Unit
70 | Laptop 17 Unit
71 | Note Book 6 Unit
72 | Digitizer (Peralatan Personal Komputer) 2 Unit
73 | External/ Portable Hardisk 6 Unit
74 | Router 2 Unit
75 | Hub 4 Unit
76 | P.C Unit 83 Unit
77 | Peralatan Jaringan Lainnya 3 Unit
78 | Stabilisator 2 Unit
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79 | Alat Rumah Tangga Lain-lain 50 Unit
80 | Speaker Komputer 5 Unit
81 | Gordyn/Kray 1 Unit
82 | Peralatan Penerima Lainnya (dst) 1 Unit
83 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang kebawah ) 5 Unit
84 | Focusing Screen/Layar LCD Projector 4 Unit
85 | Peralatan Personal Komputer Lainnya 2 Unit
86 | Wireless Access Point 3 Unit
87 | Bangku Tunggu 10 Unit
88 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis 2 Unit
89 | Tangga 1 Unit
90 | Camera Webcam 1 Unit
91 | Kamera Digital 1 Unit
92 | Lensa Camera 1 Unit
93 | Modem 2 Unit
94 | Papan Pengumuman 1 Unit
95 | Alat Penghancur Kertas 1 Unit
96 | LCD Projector/Infocus 4 Unit
97 | Papan Nama Instansi 1 Unit
98 | Tempat Tidur Kayu 44 Unit
99 | Alat Pendingin Lainnya 1 Unit

Total 1518 Unit

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Tanah Laut pada tahun 2024 dalam menjalankan tugas pokok untuk mewujudkan
target kinerja didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun anggaran 2024 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut menganggarkan 3
(tiga) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan
dengan nilai keseluruhan pagu sebesar Rp.15.364.749.927,- (lima belas milyar tiga
ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus
dua puluh tujuh rupiah). Pada anggaran perubahan tahun 2024 Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut menganggarkan

3 (tiga) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan dengan 35 (tiga puluh lima) Sub
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Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 16.146.277.808,- (enam belas milyar
seratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus
delapan rupiah). Sehingga pada anggaran perubahan tahun 2024 Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut
menambah total pagu anggaran sebesar Rp. 781.527.881,- (tujuh ratus delapan
puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu

rupiah).

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun
Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, Nomor: 700.1.2.1/84-LHE/Irban 1/Ins/2024, tanggal
01 April 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut memperoleh nilai 79,55 dengan predikat “BB” (Sangat
Baik).

Dari LHE tersebut ada beberapa rekomendasi yang disampaikan untuk
ditindaklanjuti guna perbaikan laporan kinerja ke depannya. Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melakukan perbaikan-perbaikan
sesuai dengan Rekomendasi dari Tim Penilai AKIP Inspektorat Kabupaten Tanah
Laut yakni:

Tabel 1.5
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2023

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

NO REKOMENDASI TINDAK LANJUT

1 | Perencanaan Kinerja

Dalam penyusunan perencanaan
kinerja agar kedepannya indikator
kinerja harus diperbaiki dan lebih Melakukan langkah perbaikan

1) | disempurnakan lagi agar lebih SMART | dalam penyusunan perencanaan
dan dapat memberikan informasi yang | kinerja.

tepat tentang hasil dan capaian kinerja
dari kegiatan/sasaran;
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Agar dalam menentukan Target
Kinerja agar lebih menantang dengan

Mempertimbangkan capaian kinerja
tahun sebelumnya dalam

2) melihat dan mempertimbangkan menentukan target kinerja agar
capaian kinerja tahun sebelumnya. lebih menantang.
2 | Pengukuran Kinerja
Agar penyesuaian strategi, kebijakan Membahas dan
dan perubahan anggaran mendokumentasikan penyesuaian
1) | dibahas/terdokumentasi dalam laporan | strategi, kebijakan dan perubahan
monitoring evaluasi berkala anggaran dalam laporan monitoring
(pertriwulan); evaluasi berkala (pertriwulan).
gggzltkggﬁ g%?(%? ;neﬂﬁ]%;:a;gnac;tulen Melengkapi _tandatangan pimpinan
2) di , (mengetahui) pada notulen rapat
ilengkapi dengan tandatangan R
oS N pengukuran kinerja.
pimpinan (mengetahui);
Dalam menentukan rumusan
pengukuran capaian kinerja agar lebih | Memastikan apakah komponen
3) diperhatikan dan dipastikan apakah yang diukur telah tepat
komponen yang diukur telah tepat menggambarkan capaian kinerja
menggambarkan capaian kinerja atau | dan tidak
tidak.
3 | Pelaporan Kinerja
Dalam penyusunan laporan kinerja Meningkatkan keakurasian data
1) | agar lebih ditingkatkan lagi ketelitian yang ditampilkan dalam
dan akurasi data yang ditampilkan. penyusunan laporan kinerja.
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Internal
Agar segera menyusun rencana aksi
tindak lanjut dan menindaklanjuti Menyusun rencana aksi tindak lanjut
1) rekomendasi laporan hasil evaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi
internal tahun 2023, dengan laporan hasil evaluasi internal tahun
melakukan input dokumen tindak lanjut | 2023.
pada aplikasi Sakuntala;
Agar menyampaikan laporan
monitoring evaluasi pencapaian kinerja | Menyampaikan laporan monitoring
2) | pertriwulan tahun 2024 dengan evaluasi pencapaian kinerja

melakukan input dokumen laporan
hasil monev pada aplikasi Sakuntala.

pertriwulan tahun 2024.
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Sistematika Penulisan
KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF

Pendahuluan

Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Dasar Hukum

Cascading Kinerja

Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Isu Strategis Perangkat Daerah

Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya

Sistematika Penulisan

Perencanaan Kinerja

Tujuan, Sasaran Kabupaten

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Bab [Il Akuntabilitas Kinerja

DAFTAR ISI
Bab |
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
l.
Bab I
A.
B.
C.
D.
A.
1.
2.
3.
4,
B.

Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Sasaran RPD
Eselon I
Eselon llI

Eselon IV

Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

3.

Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

Bab IV Penutup

A.
B.

Kesimpulan

Strategi Peningkatan Kinerja
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BAB Il PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Tujuan, Sasaran Kabupaten

Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang akan dicapai pada akhir suatu
periode pembangunan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang
menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat
berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran
dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan.
Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan
program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan
tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya
menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara
keseluruhan. Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya,
perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala
Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menggunakan pendekatan yang
berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka
menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan
menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten
Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Tahun 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;

2. Misi RPIJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

3. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025

4. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek
yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode
selanjutnya. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan
ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata
Kelola Pemerintahan.

Aspek Pembangunan Manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan
dengan meningkatkan kualitas hidup manusia Kabupaten Tanah Laut. Aspek
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pembangunan Ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan merupakan
aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang
bernilai ekonomi serta memberikan layanan-layanan pemenuhan infrastuktur yang
berwawasan lingkungan. Sedangkan aspek pembangunan Tata Kelola
Pemerintahan adalah aspek yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah
sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak masyarakat dan menjamin akses serta
kolaborasi pembangunan yang inklusif. Ketiga aspek ini selanjutnya menjadi dasar
perumusan konsep Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian diturunkan
menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
tahun 2024-2026.

Adapun Konsep RPD Tahun 2024-2026 adalah “Tanah Laut Berdaya Saing”.
Makna dari “Berdaya saing” mengandung arti suatu kemampuan dan kemapanan
terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang memiliki
keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan
datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas,
infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif (merata) dan iklim usaha
(investasi) yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional dan bersih.
Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing aspek kemudian dielaborasikan
menjadi tujuan dengan sasaran turunannya. Adapun masing-masing sasaran
diformulasikan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang

memiliki keterkaitan antar bidang urusan (cross cutting issue).

Tabel 1I. 1
Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tanah Laut
RPD Tahun 2024-2026

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri dari Aplikasi E-SAKIP

NO TUJUAN SASARAN

1 | Meningkatnya Layanan Pendidikan yang Berkualitas

Meningkatkan | 5
Sumber Daya

Manusig yang Meningkatnya Kualitas Pembangunan yang
Berkualitas Berorientasi Kesetaraan Gender

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

4 | Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak
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5 | Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan
6 | Meningkatnya Prestasi Kepemudaan dan Olahraga
1 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan
Perikanan
5 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Industri
Olahan
3 | Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata
4 . .
dan Ekonomi Kreatif
5 | Menurunnya Pengangguran
Peningkatan
Ekonomi 6 | Menurunnya Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin
Masyarakat
yang Inklusif 7 | Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa
8 | Meningkatnya Nilai Investasi
9 | Meningkatnya Kemandirian Pangan
10 | Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas
11 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
12 | Menurunnya Resiko Bencana
1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja
2 ; ) .
Birokrasi Berkualitas
Meningkatnya 3 Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan
Tata Kelola Berbasis Elektronik
Pemerintahan
yang Baik 4 | Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah
5 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam
Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah
6 | Meningkatnya Penerapan Sistem Merit
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Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah maka Kabupaten
Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Tahun 2024-2026 karena tidak tersedianya visi misi Kepala Daerah. Konsep RPD
diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten
Tanah Laut tahun 2024-2026. Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan RPD
Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 sekaligus menerjemahkan dan mengacu
pada tujuan RPD Kabupaten Tanah Laut, yaitu Meningkatnya Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik dengan sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah; dan Meningkatnya Penerapan Sistem Merit, maka
ditetapkan tujuan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026, sebagai berikut:

Tujuan
1. Meningkatnya Penerapan Sistem Merit
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Adapun gambaran tujuan ke dalam sasaran yang lebih spesifik sekaligus

penyelarasannya dengan tujuan dan sasaran RPD sebagai berikut:

Sasaran
1. Meningkatnya Kualitas Profesionalitas ASN
2. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja
BKPSDM

Indikator Sasaran

1. Indeks Profesionalitas ASN
2. Nilai AKIP BKPSDM
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Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai

atau dihasilkan dalam kurun waktu tiga tahun adalah sebagai berikut:

Tabel II. 2
Sasaran Strategis
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Yang termuat dalam RPD (2024-2026)

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri dari Aplikasi E-SAKIP

TARGET PER TAHUN
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN
STRATEGIS KINERJA 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7
1 . . Profesionalitas Nilai 61.50 65.50 | 70.00
Profesionalitas ASN
ASN
Meningkatnya
Kinerja Nilai AKIP -
2 Akuntabilitas BKPSDM Nilai 81.00 82.00 | 83.00
Kinerja BKPSDM

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja yang berada pada
perspektif manfaat bagi stakeholder yang menunjukkan peran utama Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Tanah Laut
dalam mewujudkan reformasi birokrasi pada bidang manajemen Aparatur Sipil
Negara (ASN). Penetapan indikator dominan dilakukan dengan mempertimbangkan
tujuan dan sasaran strategis serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan
strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis
(outcome). Tujuan dari Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Untuk memperoleh
ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah
Laut ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu:

1. Indeks Profesionalitas ASN.

2. Nilai AKIP BKPSDM.
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Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Tabel Il. 3

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut

No. Sasaran Renstra

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan Rumusan

Penanggungjawab /
Sumber Data

Meningkatnya
1 | Kualitas
Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN

IP = IP1+IP2 + IP3 + IP4

IP = Indeks Profesionalitas ASN

BKPSDM

IP1 = Indeks Profesionalitas
Dimensi Kualifikasi

Bidang Mutasi dan
Pengembangan Aparatur

IP2 = Indeks Profesionalitas
Dimensi Kompetensi

Bidang Mutasi dan
Pengembangan Aparatur

IP3 = Indeks Profesionalitas
Dimensi Kinerja

Bidang Perencanaan dan
Pembinaan Aparatur

IP4 = Indeks Profesionalitas
Dimensi Disiplin

Bidang Perencanaan dan
Pembinaan Aparatur

Meningkatnya
2 | Kinerja Akuntabilitas
Kinerja BKPSDM

Nilai AKIP BKPSDM

Nilai Akuntabilitas Kinerja

BKPSDM
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Adapun indikator kinerja Eselon 3 dan 4 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Il. 4

Indikator Kinerja Utama Eselon IlI
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

ASN

NO Kinerja Utama( Sasaran Indikator Penanggung
Strategis Jawab
1 Meningkatnya Kualitas Nilai Komponen
Perencanaan Perencanaan
> Meningkatnya Kualitas Nilai Komponen
Pengukuran Pengukuran
3 Meningkatnya Kualitas Nilai Komponen Sekretariat
Pelaporan Pelaporan
Meningkatnya Kualitas Nilai Komponen
4 ) :
Evaluasi Internal Evaluasi Internal
Meningkatnya Kualitas Hasil Survei
5 | Layanan Penunjang Kinerja Pelayanan
BKPSDM Kesekretariatan
. . OPD yang memiliki
Meningkatnya kualitas i _
1 Kinerja ASN ASN .den.ga'm rata-rata Bidang
kinerja minimal Baik Perencanaan
' _ dan Pembinaan
o | Meningkatnya kualitas Indeks kepuasan ASN Aparatur
layanan kepegawaian
ASN yang
Meningkatnya kualitas pola penempatannya
1 sesuai standar
penempatan ASN K :
ompetensi
jabatannya Bidang Mutasi
ASN yang memiliki dan
sertifikat kompetensi Pengembangan
, | Meningkatnya Kompetensi manajerial Aparatur

ASN yang memiliki
sertifikat kompetensi
teknis
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Tabel II. 5

Indikator Kinerja Utama Eselon IV
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Kinerja Utama / Sasaran : Penanggung
MO Strategis Sl Jawab
Menyusun dokumen Jumlah dokumen
perencanaan kinerja dan perencanaan kinerja
1 | perencanaan keuangan dan keuangan yang
sesuai dengan ketentuan disusun sesuai dengan Sub Bagian
yang berlaku ketentuan yang berlaku Perencanaan
o dan Keuangan
L Jumlah laporan kinerja
Menyusun laporan kinerja dan k
2 | dan keuangan yang disusun an ketangan yang
. disusun sesuai dengan
sesuai ketentuan
ketentuan yang berlaku
Jumlah dokumen
1 | Menyusun bahan RB pemenuhan area
perubahan RB
Melaksanakan pelayanan ;lcjjrrgliiihsﬁassl\il Li/r?]z?n dan .
2 | administrasi umum dan Kepeaawaian terlavani Sub Bagian
kepegawaian pegawal y Umum dan
dengan baik Kepegawaian
Melakukan pemeliharaan Jumlah sarana
prasarana kantor yang
3 | sarana dan prasarana 3 ,
terpelihara dan
kantor i
dimanfaatkan

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui perjanjian kinerja,
diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,

fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

LKj BKPSDM 2024 | 35



Tujuan Perjanjian Kinerja:

e Woujud nyata komitmen, Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur

e Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi Kinerja Aparatur

e Dasar Penilaian, Penghargaan dan sanksi

e Dasar untuk melaukan monitoring, evaluasi dan supervisi

e Dasar penetapan Sasaran Kinerja Pegawali

Secara formal, pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah
Laut dengan Bupati Kabupaten Tanah Laut beserta formulir Perjanjian Kinerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya tahun 2024 yang mengacu
pada Peraturan Menteri yang mengacu pada Renstra, IKU, dan anggaran yang
mana Perjanjian Kinerja harus disusun setelah suatu Instansi pemerintah telah
menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lambat 1 (satu) Bulan
setelah Dokumen Anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja (PK) terdapat dalam

lampiran dan secara ringkas diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 1l. 6
Target Indikator Kinerja Kepala Badan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

Meningkatnya Profesionalitas

ASN Indeks Profesionalitas ASN 61,50

Meningkatnya Kinerja

Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Nilai AKIP BKPSDM 81
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Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Tabel 1l. 7

Target Indikator Kinerja Eselon Il
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Tanah Laut

Kinerja Utama / : . Penanggung
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Jawab
Meningkatnya -
: Nilai Komponen _
1 | Kualitas Perencanaan 24 Nilai
Perencanaan
Meningkatnya Nilai Komponen _
2 Kualitas Pengukuran Pengukuran 24 Nilai
3 Menl_ngkatnya Nilai Komponen 12 Nilai
Kualitas Pelaporan Pelaporan Sekretaris
Meningkatnya -
4 | Kualitas Evaluasi gs::ul;%m?:r% 20 Nilai
Internal
Menllngkatnya Hasil Survei
Kualitas Layanan _
5 . S Pelayanan 86 Nilai
Penunjang Kinerja Kesekretariatan
BKPSDM
OPD yang
Meningkatnya memiliki ASN
- 0 .
1| wualitas Kinerja ASN dengan rata-rata 80% Kepala Bidang
kinerja minimal Perencanaan
Baik dan Pembinaan
i Aparatur
Men.mgkatnya Indeks kepuasan _ P
2 | kualitas layanan 90 Nilai
‘ ASN
kepegawaian
ASN yang
Meningkatnya penempatannya
1 | kualitas pola sesuai standar 39%
penempatan ASN kompetensi
jabatannya Kepala Bidang
ASN yang memiliki Mutasi dan
sertifikat 0 Pengembangan
: 48%
_ kompetensi Aparatur
o | Meningkatnya manajerial
Kompetensi ASN .
ASN yang memiliki
sertifikat 31%
kompetensi teknis
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Tabel Il. 8

Target Indikator Kinerja Eselon IV
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Kabupaten Tanah Laut

Kinerja Utama / . Penanggung
MO Sasaran Strategis S s UENgeE: Jawab
Jumlah dokumen
Menyusun dokumen erencanaan
perencanaan kinerja E :
inerja dan
1 dan perencanaan 1 | keuanaan van 7
keuangan sesuai disusu% se)éua? Dokumen
dengan ketentuan yang
berlaky dengan ketentuan Kepala Sub
yang berlaku Bagian
Perencanaan
Jumlah laporan dan Keuangan
Menyusun laporan kinerja dan
5 kinerja dan keuangan 5 keuangan yang 5
yang disusun sesuai disusun sesuai Dokumen
ketentuan dengan ketentuan
yang berlaku
Jumlah dokumen 0
1 | Menyusun bahan RB 1 | pemenuhan area Dokumen
perubahan RB
Melaksanakan dministrasi omum
pelayanan administrasi dan k . Kepala Sub
2 umum dan 2 |dan epegawaian 37 Orang Bagian Umum
kepegawaian ter!ayanl dengan dan
baik Kepegawaian
Melakukan Jumlah sarana
3 | pemeliharaan sarana 3 | Prasarana kantor 1518 Unit

dan prasarana kantor

yang terpelihara
dan dimanfaatkan
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Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber

Daya Manusia

Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasarannya didukung dengan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Il. 9

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Tanah Laut

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

PAGU
NO PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
A | DAERAH KABUPATEN/ KOTA 9,806,906,113
| K_egla_tan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi 9.999.322
Kinerja Perangkat Daerah
1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4,999,725
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,999,597
Il | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,657,649,547
3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5,647,649,702
4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 9.999,845
Keuangan SKPD
m Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat 33,785,625
Daerah
5 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 33.785.625
Kelengkapannya
IV | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,928,744,967
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12,966,382
Bangunan Kantor
7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 625,066,818
8 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9,122,702
9 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 99,813,371
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10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.178,802,000
SKPD

11 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2,973,694

Vv Keglat_an Pengadaan Bara_ng Milik Daerah 149,711,993
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

12 | Pengadaan Mebel 49,811,993

13 Pengadaan S_arana dan Prasarana Gedung Kantor atau 99,900,000
Bangunan Lainnya
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Vi Pemerintahan Daerah 651,114,480

14 P'enyedlaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 141,237,500
Listrik

15 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 509,876,980

VI Keglatgn Pemeliharaan Bgrang Milik Daerah 375.900.179
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

16 | Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 129,870,000
atau Lapangan

17 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 95,584,200

18 Pemel|haraan/Rehab|I|taS| Gedung Kantor dan 150,445,979
Bangunan Lainnya
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Tabel II. 10

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Perencanaan dan Pembinaan

Aparatur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Tanah Laut

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

NO PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ANgéill?JAN

A | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 847,521,180
| ﬁzgieagz\r,\vzzrrllg:gﬁan, Pemberhentian dan Informasi 658,946 477
1 | Fenpusinan Reneana Kebuuran, s dan Juman
2 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 499,999,203
3 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 49,999,514
4 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 49,999,896
5 | Pengelolaan Data Kepegawaian 19,948,032
6 E\elzlel:;:\i/vggr?’ Informasi dan Sistem Informasi 23.999.988
Il | Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 188,574,703
7 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 49,990,000
8 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 39,285,000
9 | Pembinaan Disiplin ASN 49,909,485
10 | Pelayanan Proses lIzin Perceraian Pegawai 49,390,218
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Tabel I1I. 11

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Mutasi dan Pengembangan

Aparatur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Tanah Laut

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

PAGU
NO PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ANGGARAN
A | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2,864,805,300
| | Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN 723,241,698
1 | Pengelolaan Mutasi ASN 67,875,534
2 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 149,948,164
3 | Pengelolaan Promosi ASN 505,418,000
Il | Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN 2,141,563,602
4 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 1,141,563,602
5 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 1,000,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
B MANUSIA 2,627,045,215
[l | Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis 678,000,000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi
6 | Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, 678,000,000
Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
I\ Kegiatan Se:\rtlflka;l, .Kelembagaan., Pengembangan 1,.949,045.215
Kompetensi manajerial dan Fungsional
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi
7 | Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 1,949,045,215
Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
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BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan
dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sesuai Perpres No. 29 Tahun
2014. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan
yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi
organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui
laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Kinerja instansi
pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi
pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan
tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen
yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi  kewajiban  untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi,
terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan
stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Perbaikan
pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi
birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen
pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus
peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah
menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan
teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Tanah Laut sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipercaya dan
diberi tugas untuk membentuk dan mewujudkan SDM aparatur yang berkualitas.

Oleh karena itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
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Kabupaten Tanah Laut berkewajiban melaporkan capaian kinerja organisasi untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja. Laporan capaian kinerja ini merupakan sebagai bentuk
pertanggung jawaban kinerja di bidang kepegawaian yang digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis,
indikator kinerja, program dan kegiatan yang ditetapkan Perangkat Daerah untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah.

Pada Laporan Kinerja ini akan berisikan perbandingan antara target dan realisasi
kinerja tahun ini, perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dengan target jangka menengah yang
terdapat di dalam dokumen renstra serta perbandingan realisasi kinerja sampai
dengan tahun ini dengan Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau

peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan.

1. Sasaran RPD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun
2024-2026 mendukung Tujuan RPD Kabupaten Tanah Laut, vyaitu
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan sasaran:
Meningkatnya  Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah; dan
Meningkatnya Penerapan Sistem Merit. Sesuai dengan Permenpan dan RB
RI Nomor 88 Tahun 2021, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur
dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem Merit adalah
kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi,
dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang
politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan,
umur, atau kondisi kecacatan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP
adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP
adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
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pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis,
pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta
pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas
dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan evaluasi AKIP
secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan
dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan
berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara
khusus bertujuan untuk: memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
menilai tingkat implementasi SAKIP; menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan memonitor tindak
lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Sesuai Amanat
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat)
komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi; Perencanaan Kinerja,
Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Internal.

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar
penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Penilaian Mandiri
Sistem Merit adalah penilaian yang dilakukan secara mandiri guna mengetahui
capaian penerapan Sistem Merit pada instansi pemerintah. Prinsip Sistem Merit
didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama,

asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Kepala Badan

Indikator Kinerja utama (IKU) perlu ditetapkan dalam rangka meningkatkan
akuntabilitas Kinerja Pemerintah. IKU yang merupakan ukuran keberhasilan
dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah atau dengan kata lain
IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dengan
Formulasi yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Badan.

Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah
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Laut Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel capaian IKU SKPD Tahun 2024
berikut.

Tabel lll. 1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri berdasarkan Penilaian IP dan LHE AKIP

Indikator

NO | Sasaran Strategis Kinerja Utama

Target | Realisasi | Capaian

Meningkatnya Indeks
1 | profesionalitas ASN | Profesionalitas 61.50 78.53 | 127.69%
ASN
Meningkatnya
Kinerja Nilai AKIP .
2 | Akuntabilitas BKPSDM 81.00 | 7955 | 98.21%

Kinerja BKPSDM

Capaian sasaran strategis indikator kinerja utama (IKU) Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah
Laut tahun 2024 pada sasaran strategis 1 telah memenuhi dan melampaui
target. Pada sasaran strategis 2 capaian masih berada di bawah target karena
berdasarkan LHE AKIP, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut masih perlu sedikit perbaikan dan

komitmen dalam manajemen kinerja.

Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Profesionalitas
ASN

Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk
mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya
dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya
pengembangan profesionalisme ASN. Pada sasaran strategis 1 untuk indikator
indeks profesionalitas ASN dengan target 61.50 terealisasi 78.53 dengan
capaian realisasi terhadap target 127.69%. Data realiasi ini berdasarkan Surat
Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor
Regional BKN Nomor: 112/BM.02/SD/C.11/2024.

Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk
mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi,
kompetensi, kinerja, dan disiplin. Sesuai dengan Peraturan BKN RI Nomor 8

Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks
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Profesionalitas

profesionalitas ASN diukur melalui 4 dimensi, yaitu dimensi

Aparatur

Sipil

Negara,

kriteria

pengukuran

tingkat

kualifikasi,

kompetensi, kinerja, dan disiplin. Maka Indeks profesionalitas ASN dihitung

dengan cara menjumlahkan seluruh indeks dari 4 dimensi tersebut.

Keterangan:

IP=1P1+IP2 + IP3 + IP4

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi

IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi

IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja

IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin

Tabel Ill. 2
Perbandingan Realisasi IKU dan Capaian IKU Sasaran 1

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri berdasarkan Penilaian IP

. Capaian
Realisasi Tahun 2024 R
Kinerja Indikator Target e
NO o Akhir | terhadap
Slae NS Renstra | Target
2021 | 2022 | 2023 Target | Realisasi | Capaian Akhir
Renstra
Meningkatnya | Indeks
1 Profesionalitas | Profesionalitas 57.91 | 62.97 | 61.50 78.53 127.69% 70.00 112.19%
ASN ASN
a | Dimensi Indeks 1270 | 21.15 | 1281 | 2069 | 161.51% | 13.01 | 159.03%
Kualifikasi Kualifikasi
p | Dimensi Indeks 15.07 | 11.85 | 16.50 | 27.91 169.15% | 23.00 121.35%
Kompetensi Kompetensi
Dimensi L
c Kinerja Indeks Kinerja 25.15 | 24.97 27.20 24.93 91.65% 29.00 85.97%
d B:rs?sl?rf' Indeks Disiplin 4.99 | 5.00 4.99 5.00 100.20% |  4.99 100.20%

Tahun anggaran 2024 capaian kinerja untuk indikator indeks profesionalitas

ASN mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun

2023, ini dikarenakan adanya peningkatan pada dimensi Kompetensi sebesar

27.99 sehingga mempengaruhi capaian indeks profesionalitas ASN sebesar
78.53 pada tahun 2024.

Tahun anggaran 2023 capaian kinerja untuk indikator indeks profesionalitas

ASN mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun
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2022, ini dikarenakan adanya peningkatan pada dimensi Kinerja sebesar 24.97
sehingga mempengaruhi capaian indeks profesionalitas ASN sebesar 62.97
pada tahun 2023.

Sementara pada tahun perbandingan 2022 dengan 2021 tidak tersedia
dikarenakan pada tahun 2021 belum dilaksanakan penilaian indeks
profesionalitas ASN.

Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai
kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang
paling rendah. Dimensi ini diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah jenjang
pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi:

1) Pendidikan S-3 (Strata Tiga);

2) Pendidikan S-2 (Strata Dua);

3) Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-1V (Diploma Empat);

4) Pendidikan D-11I (Diploma Tiga);

5) Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-1 (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan

Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan

6) Dibawah SLTA.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya sebagai
berikut:

1) Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang

memperoleh/memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga);

2) Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS vyang
memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (Strata Dua);

3) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS vyang
memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma
Empat);

4) Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki
pendidikan D-1ll (Diploma Tiga);

5) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki
pendidikan D-Il (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan

6) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki
pendidikan di bawah SLTA.
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Pada dimensi kualifikasi terealisasi 20.69.

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai
riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki
kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi
diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan
Pengukuran. Indikator yang digunakan vyaitu riwayat pengembangan
kompetensi yang terdiri atas:

1) Diklat Kepemimpinan;

2) Diklat Fungsional,

3) Diklat Teknis; dan

4) Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.

Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya
sebagai berikut:

1) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang
telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan
jabatan yang diduduki; dan

2) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan
tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum
mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan
jabatan yang diduduki.

Instrumen Pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya sebagai

berikut:

1) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan
fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional
sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan

2) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan
fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional
sesuai dengan jabatan yang diduduki.

Instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP

dengan bobot penilaian sebagai berikut:

1) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan

pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan
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2)

3)

4)

fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling
sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi
jabatannya;

Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan
tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional
yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20
(dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;

Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang
menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas
jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan
pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling
sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1
(satu) tahun terakhir.

Instrumen Pengukuran pada seminar/workshop/kursus/ magang/sejenisnya

dengan bobot penilaian sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan
fungsional yang telah mengikuti seminar/workshop/
kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun
terakhir;

Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan
tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional
yang belum mengikuti seminar/workshop/kursus/ magang/sejenisnya
sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang
menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti
seminar/workshop/kursus/magang/ sejenisnya sesuai jabatannya dalam
2 (dua) tahun terakhir; dan

Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan
pelaksana yang belum mengikuti seminar/
workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua)

tahun terakhir.
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Keikutsertaan dalam  seminar/workshop/kursus/  magang/sejenisnya
tersebut dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya.

Pada dimensi kompetensi terealisasi 27.91.

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai
penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat
individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target,
capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja
diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.
Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup
sebagai berikut:

1) Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan

2) Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai
berikut:

1) Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja
antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan
kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

2) Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai
kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan
puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

3) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja
antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima)
dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;

4) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara
51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria
sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

5) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50
(lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

Pada dimensi kinerja terealisasi 24.93.

LKj BKPSDM 2024 | 51



Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian
lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin
diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.
Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang
pernah diterima yang mencakup:

1) Hukuman disiplin ringan;

2) Hukuman disiplin sedang; dan

3) Hukuman disiplin berat.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai
berikut:

1) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak

pernah dijatuhi hukuman disiplin;

2) Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi

hukuman disiplin tingkat ringan;

3) Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi

hukuman disiplin tingkat sedang; dan

4) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi

hukuman disiplin tingkat berat.

Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu yang
telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun
terakhir.

Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai
berikut:

1) 91-100;

2) 81-90;

3) 71-80;

4) 61-70; dan

5) 60 ke bawah.

Sebutan tingkat Profesionalitas sebagaimana dimaksud, yaitu:

1) Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91-100;

2) Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81-90;

3) Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71-80;

4) Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61-70;dan

5) Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah.
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Pada dimensi disiplin terealisasi 5.00.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi

indikator Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

1.

o 0~ o

Belum terpenuhinya kewajiban pengembangan kompetensi 20 JP
kepada seluruh ASN

Belum terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Pelatihan
Kepemimpinan Administrator dan Pengawas kepada seluruh pejabat
Struktural/Manajerial

Potensi banyaknya ASN yang melakukan pelanggaran disiplin
Kurangnya Pemahaman Tentang Profesionalisme

Keterbatasan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Kurangnya Sistem Penilaian Kinerja yang Objektif.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1.

4,
5.
6.

Dilaksanakan pelatihan melalui metode pembelajaran Mandiri, E-
Learning, pembelajaran jarak jauh dan melaksanakan coaching dan
mentoring oleh masing-masing unit kerja

Memperbanyak keikutsertaan para pejabat struktural/manajerial dalam
pelatihan Kepemimpinan baik melalui fasilitasi maupun pola kontribusi
Penyebarluasan informasi berkaitan dengan aturan-aturan disiplin dan
melaksanakan kegiatan yang meningkatkan disiplin ASN

Peningkatan Pemahaman Profesionalisme

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Penguatan Sistem Penilaian Kinerja.

Rencana tindak lanjut / rencana aksi tahun 2025 yang akan dilaksanakan

sebagai langkah strategis dalam mendukung capaian Indeks Profesionalitas

ASN, antara lain:

1.

Melakukan komunikasi dengan Lembaga Administrasi Negara maupun
Lembaga Penyelenggara Pelatihan untuk mengalokasikan kuota bagi
ASN KAbupaten Tanah Laut dalam melaksanakan pelatihan serta
membiasakan kepada unit kerja untuk melaksanakan coaching dan
mentoring kepada ASN di lingkup SKPD

Melaksanakan pelatihan dengan pola kontribusi ke LAN dan Lembaga

penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan
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3. Melaksanakan sosialisasi dan monitoring penegakan aturan disiplin dan

meningkatkan kepesertaan ASN dalam kegiatan apel baik gabungan

maupun di lingkungan SKPD

4. Sosialisasi terkait prinsip, indikator, dan manfaat profesionalisme bagi

ASN

5. Penguatan Kompetensi ASN

6. Penerapan Sistem e-Kinerja kepada ASN secara menyeluruh.

Untuk mendukung capaian sasaran strategis 1 Meningkatnya

Profesionalitas ASN, didukung dengan 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan dan

17 (tujuh belas) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah

1) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

ASN

a.

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan
Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan
PPPK

Sub  Kegiatan  Koordinasi  Pelaksanaan  Administrasi
Pemberhentian

Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian

Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi

Kepegawaian

2) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

a.
b.

C.

Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN

3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

a.
b.

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

4) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

a.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja

Aparatur

LKj BKPSDM 2024 | 54



c.
d.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi

Pegawai

Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN

Sub Kegiatan Pelayanan Proses lIzin Perceraian Pegawai

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi

Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat

Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

2) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi

manajerial dan Fungsional

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan

Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Tabel 1ll. 2A

Perbandingan Realisasi IKU dan Capaian IKU Sasaran 1 dengan

Kabupaten Lain di Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri berdasarkan Penilaian IP

Realisasi Tahun 2024

NO Kinerja Utama Indikator Kinerja Vels Temaln | gam Tl Kab. Kota
Laut Bumbu Kotabaru | Banjarbaru

1 ';’/Ir%?tlans?cl:r?;rllii/:s ASN IF?rc:)(?le(:ionalitas ASN 78.53 71.29 76.39 81.22

a | Dimensi Kualifikasi Indeks Kualifikasi 20.69 20.62 20.32 21.80

b | Dimensi Kompetensi | Indeks Kompetensi 27.91 27.20 26.23 29.21

c | Dimensi Kinerja Indeks Kinerja 24.93 24.47 24.84 25.22

d | Dimensi Disiplin Indeks Disiplin 5.00 5.00 5.00 4.99
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Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kinerja
Akuntabilitas Kinerja BKPSDM

Sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BKPSDM sebagai instansi
pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh
melalui evaluasi AKIP Inspektorat Kabupaten Kabupaten Tanah Laut. Evaluasi
dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang
meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Hasil evaluasi AKIP tahun 2024 untuk Penilaian Periode Tahun 2023 yang
dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah
Laut menargetkan nilai 81.00 dengan kategori A (Memuaskan), terealisasi
dengan nilai 79,55 dengan Kategori BB (Sangat Baik). Akuntabilitas yang
sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran
dalam mencapai kinerja. Memiliki sistem kinerja yang andal dan pengukuran
kinerja telah dilakukan sampai level eselon 3 / koordinator. Pada sasaran
strategis 2 untuk indikator nilai AKIP BKPSDM dengan target 81.00 terealisasi
79.55 dengan capaian realisasi terhadap target 98.21%. Capaian sasaran
strategis 2 untuk indikator nilai AKIP BKPSDM walaupun sangat baik, akan
tetapi belum memenuhi target memuaskan dikarenakan masih perlu sedikit

perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 1. 3
Perbandingan Realisasi IKU dan Capaian IKU Sasaran 2

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri berdasarkan LHE AKIP

- Capaian
Realisasi Tahun 2024 Tahun
- _ Target 2024
NO Kinerja Indikator Akhir | terhadap
Utama Kinerja Renstra | Target
2021 | 2022 | 2023 | Target | Realisasi | Capaian Akﬁir
Renstra
Meningkatnya
Kinerja Nilai
1 | Akuntabilitas | AKIP 75.06 | 76.51 | 77.85 | 81.00 79.55 98.21% 83.00 95.84%
Kinerja BKPSDM
BKPSDM
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Dari hasil nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut yaitu dengan nilai sebesar 79,55 dengan
Kategori BB (Sangat Baik) walaupun sangat baik, akan tetapi belum
memenuhi target memuaskan. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 juga
lebih tinggi dari target tahun 2023. Akan tetapi jika dibandingkan dengan nilai
tahun 2023 yaitu dengan nilai sebesar 77,85 dengan Kategori BB (Sangat
Baik) mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,7 poin. Hal ini dikarenakan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah
Laut telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal (Inspektorat)
tahun sebelumnya, sehingga telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja
dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Tahun anggaran 2023 capaian kinerja untuk indikator nilai AKIP BKPSDM
yaitu dengan nilai sebesar 77,85 dengan Kategori BB (Sangat Baik)
mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022
yaitu dengan nilai sebesar 76,5 dengan Kategori BB (Sangat Baik), ini
dikarenakan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam
mencapai kinerja dan memiliki sistem kinerja yang andal dan pengukuran
kinerja telah dilakukan sampai level eselon 3/koordinator.

Tahun anggaran 2022 capaian kinerja untuk indikator nilai AKIP BKPSDM
yaitu dengan nilai sebesar 76,5 dengan Kategori BB (Sangat Baik), mengalami
peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yaitu dengan
nilai sebesar 75,06 dengan Kategori BB (Sangat Baik), ini dikarenakan mulai
terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan
memiliki sistem kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Nomor
700.1.2.1/84/LHE/Irban 1/Insp/2024 tanggal 01 April 2024 dapat dijelaskan
sebagai berikut:

1. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen
kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,
Pelaporan kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Internal. Dalam pelaksanaan
evaluasi dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Renstra SKPD;
b. Renja SKPD;
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
Indikator Kinerja Utama (IKU);
Perjanjian Kinerja (PK);

- ® a o

Cascading;
Pohon Kinerja;

=«

Laporan Kinerja,;

I.  Dokumen lain yang mendukung.

Sasaran ini dicapai dengan melihat nilai SAKIP BKPSDM

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran

mulai 0 s.d 100 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut memperoleh nilai 79,55 dengan

Kategori BB (Sangat Baik). Nilai tersebut menggambarkan bahwa

implementasi akuntabilitas kinerja pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut sudah

sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan

anggaran dalam mencapai kinerja serta memiliki sistem kinerja yang

andal dan pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 3 /

koordinator, namun masih perlu sedikit perbaikan dan komitmen dalam

manajemen kinerja.

Nilai sebagaimana diberikan tersebut merupakan akumulasi angka

tertimbang dari seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di lingkungan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja, diperoleh nilai sebesar 23,70 dari bobot
sebesar 30

b. Pengukuran Kinerja, diperoleh nilai sebesar 23,10 dari bobot
sebesar 30

c. Pelaporan Kinerja, diperoleh nilai sebesar 12,00 dari bobot sebesar
15

d. Evaluasi Internal, diperoleh nilai sebesar 20,75 dari bobot sebesar

30
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Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan sebagaimana telah disebutkan, tim
evaluasi SAKIP memberikan saran kepada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut untuk
melakukan perbaikan ke depannya, yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Dari segi komponen perencanaan kinerja, terdapat catatan sebagai

berikut:

1) Pada penyusunan perencanaan kinerja, dalam menentukan Ukuran
Keberhasilan (Indikator kinerja) belum sepenuhnya SMART.

2) Masih terdapat target kinerja yang tidak menantang, dan tidak
melihat capaian kinerja tahun sebelumnya.

b. Pengukuran Kinerja

Dari segi komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai

berikut:

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala (triwulan)
namun belum sepenuhnya digunakan untuk penyesuaian strategi,
kebijakan, aktivitas dan anggaran;

2) Pimpinan belum sepenuhnya terlibat sebagai pengambil keputusan
(Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja;

3) Terdapat defisiensi penggunaan anggaran rata-rata 29,44% dari 1
(satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan pada
tahun anggaran 2023. Yang kemungkinan disebabkan oleh tidak
tepatnya SKPD dalam menentukan rumusan pengukuran capaian
Kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Dari segi komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai

berikut:

1) Laporan kinerja berkala telah disusun, namun masih terdapat data
yang tidak konsisten antara isi bab dengan isi tabel yang
ditampilkan.

d. Evaluasi Internal

Sebagian besar SKPD telah menindaklanjuti rekomendasi hasil

evaluasi internal (Inspektorat) tahun sebelumnya, sehingga telah terjadi
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perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil

evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

BKPSDM telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi seperti

yang telah disebutkan sebelumnya, antara lain:

1.
2.

Melakukan langkah perbaikan dalam penyusunan perencanaan kinerja.
Mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya dalam
menentukan target kinerja agar lebih menantang.

Membahas dan mendokumentasikan penyesuaian strategi, kebijakan
dan perubahan anggaran dalam laporan monitoring evaluasi berkala
(pertriwulan).

Melengkapi tandatangan pimpinan (mengetahui) pada notulen rapat
pengukuran kinerja.

Memastikan  apakah  komponen yang diukur telah tepat
menggambarkan capaian kinerja dan tidak.

Meningkatkan keakurasian data yang ditampilkan dalam penyusunan
laporan kinerja.

Memastikan  apakah  komponen yang diukur telah tepat
menggambarkan capaian kinerja dan tidak.

Menyampaikan laporan monitoring evaluasi pencapaian kinerja

pertriwulan tahun 2024.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi
indikator nilai AKIP BKPSDM, antara lain:

1.

2.

3.

Dalam penyusunan perencanaan kinerja agar kedepannya indikator
kinerja harus diperbaiki dan lebih disempurnakan lagi agar lebih
SMART dan dapat memberikan informasi yang tepat tentang hasil dan
capaian kinerja dari kegiatan/sasaran;

Agar dalam menentukan Target Kinerja agar lebih menantang dengan
melihat dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya,;
Agar penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran
dibahas/terdokumentasi dalam laporan monitoring evaluasi berkala
(pertriwulan);

Sebaiknya pada setiap saat notulen Rapat pengukuran kinerja agar

dilengkapi dengan tandatangan pimpinan (mengetahui);
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Dalam menentukan rumusan pengukuran capaian kinerja agar lebih
diperhatikan dan dipastikan apakah komponen yang diukur telah tepat
menggambarkan capaian kinerja atau tidak.

Dalam penyusunan laporan kinerja agar lebih ditingkatkan lagi ketelitian
dan akurasi data yang ditampilkan.

Agar segera menyusun rencana aksi tindak lanjut dan menindaklanjuti
rekomendasi laporan hasil evaluasi internal tahun 2023, dengan
melakukan input dokumen tindak lanjut pada aplikasi Sakuntala;

Agar menyampaikan laporan monitoring evaluasi pencapaian kinerja
pertriwulan tahun 2024 dengan melakukan input dokumen laporan hasil
monev pada aplikasi Sakuntala

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1.
2.

Melakukan langkah perbaikan dalam penyusunan perencanaan kinerja
Mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya dalam
menentukan target kinerja agar lebih menantang

Membahas dan mendokumentasikan penyesuaian strategi, kebijakan
dan perubahan anggaran dalam laporan monitoring evaluasi berkala
(pertriwulan)

Melengkapi tandatangan pimpinan (mengetahui) pada notulen rapat
pengukuran kinerja

Memastikan apakah komponen yang diukur telah tepat menggambarkan
capaian kinerja dan tidak

Meningkatkan keakurasian data yang ditampilkan dalam penyusunan
laporan kinerja

Memastikan apakah komponen yang diukur telah tepat menggambarkan
capaian kinerja dan tidak

Menyampaikan laporan monitoring evaluasi pencapaian kinerja

pertriwulan tahun 2024.

Rencana tindak lanjut / rencana aksi tahun 2025 yang akan dilaksanakan

sebagai langkah strategis dalam mendukung capaian Nilai AKIP BKPSDM,

antara lain:

1.

Melakukan perbaikan dalam penyusunan perencanaan kinerja agar
indikator kinerja dapat memberikan informasi yang tepat tentang hasil

dan capaian kinerja dari kegiatan/sasaran
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2. Mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya dalam

menentukan target kinerja

3. Mendokumentasikan penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan

anggaran dalam laporan monitoring evaluasi berkala (pertriwulan)

4. Notulen rapat pengukuran kinerja bertanda tangan pimpinan

5. Menelaah komponen kinerja yang diukur agar menggambarkan kinerja

dengan tepat

6. Meningkatkan akurasi data dalam pelaporan kinerja.

Untuk mendukung capaian sasaran strategis 2 Meningkatnya Kinerja
Akuntabilitas Kinerja BKPSDM, didukung dengan 1 (satu) program, 7 (tujuh)
kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan  Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

-~ ® oo o

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

a. Pengadaan Mebel
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b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

Kepala Bidang dan Sekretaris

Indikator Kinerja Utama Kepala Bidang dan Sekretaris ditetapkan untuk
mendukung IKU Kepala Badan. Sasaran strategis indikator kinerja utama (IKU)
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 pada sasaran strategis 1 Meningkatnya
Profesionalitas ASN didukung oleh kinerja yang diampu oleh Kepala Bidang
Perencanaan dan Pembinaan Aparatur dan Kepala Bidang Mutasi dan
Pengembangan Aparatur. Untuk sasaran strategis 2 Meningkatnya Kinerja
Akuntabilitas Kinerja BKPSDM didukung oleh kinerja yang diampu oleh

Sekretaris.

Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur

Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kepala Bidang Perencanaan dan
Pembinaan Aparatur BKPSDM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat dilihat
pada tabel capaian IKU SKPD Tahun 2024 berikut:
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Tabel 1. 4
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

: Indikator . :
NO | Sasaran Strategis Kinerja Utama Target | Realisasi | Capaian
OPD yang
Meningkatnya memiliki ASN
1 | Kualitas Kinerja dengan rata- 80% 90.12% | 112.65%
ASN rata kinerja

minimal Baik

Meningkatnya
2 | kualitas layanan
kepegawaian

Indeks

kepuasan ASN 90 98.25 | 109.17%

Capaian sasaran strategis indikator kinerja utama (IKU) Kepala Bidang
Perencanaan dan Pembinaan Aparatur BKPSDM Kabupaten Tanah Laut tahun

2024 pada sasaran strategis 1 dan 2 telah memenuhi dan melampaui target.

Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Kinerja
ASN

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai ASN dalam melaksanakan tugas
sesuai dengan tanggung jawabnya. Kualitas kinerja ASN diukur berdasarkan
hasil penilaian pada aplikasi E-Kinerja oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
E-Kinerja BKN adalah platform digital yang dirancang untuk menjadi pusat
pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kinerja ASN seluruh Indonesia. Pada
sasaran strategis 1 untuk indikator Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN dengan
target 80% terealisasi 90.12% dengan capaian realisasi terhadap target
112.65%. Data realisasi ini diukur dengan perbandingan Jumlah penilaian E-

Kinerja yang bernilai baik dengan Jumlah ASN.

Jumlah Penilaian E-Kinerja yang Bernilai Baik

X 100%
Jumlah ASN

Tingkat adopsi aplikasi E-Kinerja BKN meningkat dari tahun ke tahun, ASN
mulai memahami pentingnya pelaporan kinerja secara digital khususnya untuk
keperluan administrasi kepegawaian, hingga saat ini 100% ASN di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah aktif menggunakan aplikasi tersebut
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dalam pelaporan kinerja walau pada awalnya beberapa ASN terkendala

jaringan internet saat ingin mengakses aplikasi E-Kinerja.

Tabel 1lI. 5

Perbandingan Realisasi IKU dan Capaian IKU Sasaran 1
Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Realisasi Tahun 2024 Cﬁghal:?ln
Target 2024
N Kinerja Indikato Akhir terhada
@] Utama r Kinerja 202 | 202 | 202 Realisas | Capaia Regstr p Target
1 2 3 Target i n Akhir
Renstra
OPD
yang
memiliki
Meningkatny | ASN
1 |aKualtas | dengan | 80% | 85% | 90% | °0%° | 90129 | MO | 10006 | 90.12%
Kinerja ASN | rata-rata 0 °
kinerja
minimal
Baik

Tahun anggaran 2024 capaian kinerja untuk indikator OPD yang memiliki
ASN dengan rata-rata kinerja minimal Baik mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, ini dikarenakan kondisi ASN
yang mulai memahami pentingnya pelaporan kinerja yang transparan dan
akuntabel sebagai bagian dari tanggung jawab pelaporan kinerja. Untuk
meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelaporan kinerja ASN, Bidang
Perencanaan dan Pembinaan Aparatur pada tahun 2024 melaksakan
sosialisasi kepada seluruh OPD dan melakukan pemantauan capaian kinerja
ASN secara berkala. Selain itu, penggunaan aplikasi E-Kinerja juga jauh lebih
mudah dikarenakan fitur-fitur baru pada aplikasi yang memudahkan
penggunaan.

Tahun anggaran 2023 capaian kinerja untuk indikator OPD yang memiliki
ASN dengan rata-rata kinerja minimal Baik mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022, ini dikarenakan aplikasi
penilaian kinerja mengalami perubahan. Yang semula pada tahun 2022
menggunakan format excel sesuai aturan PermenpanRB Nomor 6 Tahun 2022,
kemudian pada tahun 2023 berubah menjadi Aplikasi E-Kinerja yang telah

disiapkan oleh BKN.
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Tahun anggaran 2022 capaian kinerja untuk indikator OPD yang memiliki
ASN dengan rata-rata kinerja minimal Baik mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021, ini dikarenakan format
pembuatan penilaian kinerja pada tahun 2022 dibuat lebih mudah untuk
diaplikasikan, yaitu pada tahun 2021 format penilaian kinerja menggunakan 2
periode, yaitu periode Januari-Juni dan periode Juli-Desember. Sedangkan
pada tahun 2022 menggunakan format 1 periode saja.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi
indikator OPD yang memiliki ASN dengan rata-rata kinerja minimal Baik, antara
lain:

1. Jaringan internet di beberapa daerah yang masih minim

2. Beban administrasi yang dirasakan meningkat, sehingga beberapa

ASN memilih untuk melimpahkan pelaporan kinerjanya kepada orang
lain sehingga laporan menjadi kurang maksimal

Aplikasi sering mengalami gangguan

Aplikasi PMM yang diintegrasikan dengan aplikasi E-Kinerja namun
tidak ada sosialisasi khusus dari BKN ataupun Kemendikbud terkait hal
tersebut.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1. Mengadakan sosialisasi atau bimtek secara berkala terutama bagi yang

berada di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet

2. Peningkatan dukungan jaringan internet di wilayah yang terkendala

oleh OPD terkait

3. Sosialisasi secara berkala oleh pihak BKN kepada BKPSDM terkait

penggunaan aplikasi.

Rencana tindak lanjut / rencana aksi tahun 2025 yang akan dilaksanakan
sebagai langkah strategis dalam mendukung capaian OPD yang memiliki ASN
dengan rata-rata kinerja minimal Baik, antara lain:

1. Memberikan penilaian organisasi berdasarkan aplikasi Kinerja dengan

nilai baik

2. Memberikan reward berupa peningkatan kompetensi ASN.
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Untuk mendukung capaian sasaran strategis 1 Meningkatnya Kualitas
Kinerja ASN, didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan,
yaitu sebagai berikut:

1) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur
b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi
Pegawai
Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN

d. Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai.

Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas layanan
kepegawaian

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut didukung dengan adanya sistem/aplikasi yang
mendukung dan memudahkan layanan kepegawaian seperti aplikasi sidika dan
aplikasi simfoni. Sistem Informasi Dokumentasi Kepegawaian (SIDIKA)
merupakan aplikasi yang menyimpan dokumen kepegawaian ASN secara
menyeluruh yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik. Aplikasi ini dapat
diakses oleh pengelola kepegawaian pada pada masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah. Sistem Informasi Layanan Online (SIMFONI) merupakan
salah satu instrumen bersifat online yang dapat digunakan untuk keperluan
layanan manajemen kepegawaian secara online. SIMFONI memliliki 2 bagian
layanan yaitu layanan eksternal dan dan layanan internal. Layanan internal
yaitu produk layanan kepegawaian yang dihasilkan oleh Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sedangkan layanan eksternal
yaitu produk layanan dikeluarkan oleh instansi vertikal diantaranya Badan
Kepegawaian Nasional (BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan yang usulannya melalui Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada aplikasi ini pengguna dapat
mengunduh produk kepegawaian yang diterbitkan oleh BKPSDM, memiliki buku
jaga elektronik untuk data pembanding terkait kenaikan pangkat, batas usia

pensiun dan layanan pendukung lainnya.
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Pada sasaran strategis 2 untuk indikator Meningkatnya Kualitas layanan
kepegawaian dengan target 90 terealisasi 98.25 dengan capaian realisasi
terhadap target 109.17%. Data realisasi ini diukur dengan hasil survei kepuasan
ASN.

Tingkat kualitas layanan kepegawaian meningkat dari tahun ke tahun
berdasarkan hasil survey indeks kepuasan ASN, hal ini mencerminkan hasil
dari komitmen BKPSDM untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan
BKPSDM
berkomitmen untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas

memenuhi kebutuhan serta harapan ASN di seluruh instansi.

layanan di masa mendatang agar setiap ASN merasa didukung dan difasilitasi

secara maksimal dalam melaksanakan tugasnya

Tabel Ill. 6
Perbandingan Realisasi IKU dan Capaian IKU Sasaran 2

Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Realisasi Tahun 2024 .
Capaian
Target | Tahun
N Kinerja Indikato Akhir 2024
(@) Utama r Kinerja Renstr | terhada
2021 222 2023 | Targe | Realisas | Capaia a P Target
t i n Akhir
Renstra
N Ruma | Indeks | g0 ) 93.4 109.17
1 kepuasa ' 91.1 ' 90.00 98.25 . 90.00 | 109.17%
layanan 1 1 %
. n ASN
kepegawaian

Tahun anggaran 2024 capaian kinerja untuk indikator Indeks kepuasan
ASN mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun
2023, ini dikarenakan keberhasilan dari berbagai upaya yang telah dilakukan,
termasuk peningkatan kompetensi petugas layanan, pengembangan teknologi
yang semakin user-friendly, serta keberlanjutan program pengawasan dan
evaluasi untuk menjaga kualitas layanan, sehingga ASN mendapatkan manfaat
dan kemudahan dalam hal

layanan administrasi kepegawaian terkait
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penggunaan sistem layanan yang mencakup keseluruhan jenis layanan
kepegawaian baik dalam penerapan maupun hasil/ output yang dihasilkan oleh
sistem layanan kepegawaian.

Tahun anggaran 2023 capaian kinerja untuk indikator Indeks kepuasan
ASN mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun
2022, ini dikarenakan Aspek kecepatan pelayanan dan akurasi informasi
mendapatkan apresiasi lebih tinggi. Selain itu, masukan dari ASN terus menjadi
dasar bagi inovasi layanan kepegawaian yang telah kembangkan, seperti
penambahan fitur baru dan layanan baru yang lebih mudah diakses serta
penguatan komunikasi antara instansi dan pegawai.

Tahun anggaran 2022 capaian kinerja untuk indikator Indeks kepuasan
ASN mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun
2021, ini dikarenakan sistem layanan kepegawaian berbasis elektronik yang
diterapkan dapat diterima oleh ASN, namun masih ada beberapa catatan terkait
efisiensi proses, responsivitas, dan transparansi pelayanan. Menyikapi hal
tersebut, BKPSDM mulai menerapkan program pelatihan untuk petugas
pelayanan serta melakukan optimalisasi pada sistem layanan kepegawaian
yang mendukung proses kerja.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi
indikator Indeks kepuasan ASN, antara lain:

1. Kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti sistem teknologi
informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi atau mengalami
gangguan. Hal ini berdampak pada lambatnya proses layanan
administratif dan ketidaknyamanan bagi ASN dalam mengakses
layanan yang dibutuhkan

2. Tingkat kompetensi sumber daya manusia yang tidak merata juga
menjadi kendala dalam memberikan pelayanan yang prima kepada
ASN pemberi layanan kepegawaian

3. Adanya resistensi atau penolakan terhadap inovasi dan perubahan
sistem dari sebagian ASN juga menjadi penghambat. Beberapa pihak
merasa nyaman dengan cara kerja lama sehingga adaptasi terhadap
proses baru membutuhkan waktu lebih lama

4. Masalah koordinasi antarunit kerja seringkali menjadi hambatan dalam

menyediakan layanan yang terpadu. Hal ini dapat mengakibatkan
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pelayanan yang tidak efisien dan kurang responsif terhadap kebutuhan
ASN

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1.

Mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi untuk
mendukung pelayanan yang cepat dan efisien

Mengadakan pelatihan berkala bagi pengembang sistem informasi
layanan kepegawaian dalam hal peningkatan teknologi informasi, dan
komunikasi

Melibatkan ASN pemberi layanan kepegawaian dalam memberikan
masukan sebagai bahan proses pengembangan sistem baru agar lebih
merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap perubahan
tersebut

Mengadakan pertemuan dengan ASN pemberi layanan kepegawaian
sebagai bahan evaluasi untuk membahas permasalahan atau kendala
dalam pemanfaatan sistem layanan kepegawaian dan mencari solusi

bersama.

Rencana tindak lanjut / rencana aksi tahun 2025 yang akan dilaksanakan

sebagai langkah strategis dalam mendukung capaian Indeks kepuasan ASN,

antara lain:

1.

Mengembangkan platform pelayanan berbasis teknologi yang
terintegrasi agar ASN dapat mengakses layanan dengan lebih mudah
dan cepat

Menyelenggarakan pelatihan bagi pengembang sistem layanan
kepegawaian untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme
ASN

Tim pengembang sistem informasi layanan kepegawaian menganalisis
masukan dari ASN pemberi layanan kepegawaian dan penerima
layanan untuk menyusun solusi yang terukur berdasarkan hasil survei
kepuasan

Memberikan dukungan kepada ASN untuk lebih mudah beradaptasi
dengan sistem atau proses layanan baru

Melakukan penilaian dan evaluasi internal terhadap sistem dan proses
layanan untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar yang

ditetapkan.
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Untuk mendukung capaian sasaran strategis 2 Meningkatnya Kualitas
layanan kepegawaian, didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub
kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

ASN

a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan
Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan
PPPK

c. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan  Administrasi
Pemberhentian

d. Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

e. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian

f. Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi

Kepegawaian.

.
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Penilaian ASN
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iy KABUPATEN

3 TANAH LAUT e0e®

Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi
Sistem Informasi Manajemen (
Kepegawaian (SIMPEG)

Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut

Laut

Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian (SIMPEG)

Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur

Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kepala Bidang Mutasi dan
Pengembangan Aparatur BKPSDM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat
dilihat pada tabel capaian IKU SKPD Tahun 2024 berikut:

Tabel 1ll. 7
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Indikator
Kinerja Utama

ASN yang
Meningkatnya penempatannya
1 | kualitas pola sesuai standar 39% 6.92% 17.74%
penempatan ASN | kompetensi
jabatannya
ASN yang
memiliki
sertifikat 48% 85.50% | 178.13%
kompetensi
Meningkatnya manajerial
Kompetensi ASN | ASN yang
memiliki
sertifikat 31% 34.50% | 111.29%
kompetensi
teknis

NO | Sasaran Strategis Target

Realisasi | Capaian
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Capaian sasaran strategis indikator kinerja utama (IKU) Kepala Bidang
Mutasi dan Pengembangan Aparatur BKPSDM Kabupaten Tanah Laut tahun
2024 pada sasaran strategis 2 dengan indikator ASN yang memiliki sertifikat
kompetensi manajerial dan indikator ASN yang memiliki sertifikat kompetensi
teknis telah memenuhi dan melampaui target. Pada sasaran strategis 1
Meningkatnya kualitas pola penempatan ASN capaian masih berada di bawah
target karena masih terdapat jabatan yang lowong atau kosong mulai level
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas.

Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pola
penempatan ASN

Penempatan ASN adalah penempatan pada jabatan sesuai formasi ASN
dan/atau kebutuhan organisasi. Pola dasar mengenai urutan penempatan
dan/atau perpindahan ASN dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan
secara berkesinambungan disebut pola karier. Pola Karier dilaksanakan
sebagai bagian dari Sistem Manajemen Talenta dan Sistem Informasi ASN.
Pada sasaran strategis 1 untuk indikator Meningkatnya kualitas pola
penempatan ASN dengan target 39% terealisasi 6.92% dengan capaian
realisasi terhadap target 17.74%. Capaian sasaran strategis 1 Meningkatnya
kualitas pola penempatan ASN untuk indikator ASN yang penempatannya
sesuai standar kompetensi jabatannya belum memenuhi target dikarenakan
dalam masa kepemimpinan Penjabat Bupati ada kewenangan-kewenangan
yang dibatasi dan harus melalui prosedur yang diatur oleh Kementerian Dalam
Negeri dan Badan Kepegawaian Negara. Proses birokrasi yang panjang dan
memakan waktu yang lama, mengakibatkan beberapa usulan yang telah
disampaikan tidak dapat selesai sesuai dengan target dan rencana pengisian
jabatan, sehingga sampai batas akhir anggaran tahun 2024 proses pengisian
jabatan tidak seluruhnya dapat dilaksanakan. Data realisasi ini diukur dengan
perbandingan jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai kompetensi jabatan

dengan jumlah jabatan yang terisi pada kondisi tahun berjalan.
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jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai
kompetensi jabatan

dengan jumlah jabatan yang terisi pada kondisi

tahun berjalan

Tabel Ill. 8

X 100%

Perbandingan Realisasi IKU dan Capaian IKU Sasaran 1
Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Realisasi Tahun 2024 Capaia
n
Target | Tahun
N Kinerja Indikator Akhir 2024
(0] Utama Kinerja Renstr | terhada
222 222 222 Targe | Realisa | Capaia a p
t Si Target
Akhir
Renstra
Meningkatn ASN yang
ya kualitas penempqtann
1 | pola ya sesual N 3%}(?0 6.92% | 17.74% | 100% | 6.92%
gesnl\? mpatan kompetensi
jabatannya

Perbandingan Tahun anggaran 2024 dan tahun-tahun sebelumnya tidak

tersedia dikarenakan indikator kinerja ASN yang penempatannya sesuai

standar kompetensi jabatannya mulai diampu BKPSDM pada tahun 2024.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi

dalam mencapai

realisasi

indikator ASN yang penempatannya sesuai standar kompetensi jabatannya,

antara lain:

1.

Adanya kebijakan Menteri Dalam Negeri untuk menunda pengisian

jabatan pada masa pelaksanaan Pilkada dan 1 (satu) bulan menjelang

akhir masa jabatan Penjabat Bupati

Lamanya proses penerbitan Pertimbangan Teknis dari BKN

Lamanya proses penerbitan ijin melantik dari Kementerian Dalam

Negeri

Adanya pembatasan kewenangan kepada Pj Bupati berkaitan dengan

mutasi Pegawai Negeri Sipil
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5.

Terbatasnya Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk

dimutasi maupun dipromosikan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1.

Melakukan koordinasi dan pendekatan yang intens kepada Badan
Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri.

Menyusun Daftar Talenta yang dapat dimutai maupun dipromosikan
Melaksanakan proses Seleksi Terbuka, Uji Kompetensi dan usulan

mutasi dan promosi di awal tahun pada masa Bupati definitif.

Rencana tindak lanjut / rencana aksi tahun 2025 yang akan dilaksanakan

sebagai

langkah strategis dalam mendukung capaian ASN yang

penempatannya sesuai standar kompetensi jabatannya, antara lain:

1.
2.

Melaksanakan Seleksi Terbuka pengisian Sekretaris Daerah
Melaksanakan Uji Kompetensi untuk melakukan pengsian Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama melalui mutasi dan Seleksi Terbuka untuk
mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong

Mengusulkan pengisian seluruh jabatan Administrator dan Pengawas

yang lowong berdasarkan keputusan Bupati terpilih.

Untuk mendukung capaian sasaran strategis 1 Meningkatnya kualitas pola

penempatan ASN, didukung dengan 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan,

yaitu sebagai berikut:

1) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
a. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
b. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
c. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
2) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kompetensi ASN

Pada dasarnya pengembangan kompetensi adalah merupakan upaya untuk

pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi Jabatan

dan rencana pengembangan karier. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan,

keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan

yang spesiflk berkaitan dengan bidang teknis Jabatan. Kompetensi Manajerial
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adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi.
Pada sasaran strategis 2 Meningkatnya Kompetensi ASN untuk indikator ASN
yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial dengan target 48% terealisasi
85.50% dengan capaian realisasi terhadap target 178.13% dan untuk indikator
ASN yang memiliki sertifikat kompetensi teknis dengan target 31% terealisasi
34.50% dengan capaian realisasi terhadap target 111.29%.

Capaian sasaran strategis 2 Meningkatnya Kompetensi ASN dengan
indikator ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial melampaui target
dikarenakan pada saat penyusunan perencanan orientasi PPPK masih
menggunakan data peserta yang lama. Pada pelaksanaannya jumlah peserta
bertambah dikarenakan kebijakan Pemerintah mengangkat PTT menjadi PPPK.
Data realisasi ini diukur dengan perbandingan Jumlah peserta PKN, PKA, PKP,
PPPK, Latsar CPNS dengan Jumlah ASN yang belum PKN, PKA, PKP, PPPK,
Latsar CPNS.

Jumlah peserta PKN, PKA, PKP, PPPK, Latsar

CPNS
X 100%

Jumlah ASN yang belum PKN, PKA, PKP,
PPPK, Latsar CPNS

Capaian sasaran strategis 2 Meningkatnya Kompetensi ASN dengan
indikator ASN yang memiliki sertifikat kompetensi teknis melampaui target
dikarenakan dikarenakan seluruh kegiatan di BKPSDM dapat terlaksana dan
SKPD-SKPD juga aktif mengikutsertakan ASN nya mengikuti pelatihan.

Data realisasi ini diukur dengan perbandingan Jumlah ASN yg telah

mengikuti pelatihan teknis terhadap jumlah seluruh ASN.

Jumlah ASN yg telah mengikuti pelatihan teknis

X 100%
Jumlah seluruh ASN
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Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Tabel Ill. 9
Perbandingan Realisasi IKU dan Capaian IKU Sasaran 2
Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur

Realisasi Tahun 2024 Capaian
Target | Tahun
N Kinerja Indikator Akhir 2024
(0] Utama Kinerja Renstr | terhada
222 222 222 Target Realisas | Capaia a p Target
i n Akhir
Renstra
ASN yang
memiliki
sertifikat ) ) _ 48.00 85.50% 178.13 100% 85.50%
kompeten % ’ % '
Meningkatny | gj
1128 _ |manajerial
Kompetensi
ASN ASN yang
memiliki 111.29
sertifikat - - - 31% 34.50% % 35.00% | 98.57%
kompeten
si teknis

Indikator ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial

Perbandingan Tahun anggaran 2024 dan tahun-tahun sebelumnya tidak

tersedia dikarenakan indikator kinerja ASN yang memiliki sertifikat kompetensi

manajerial mulai diampu BKPSDM pada tahun 2024.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi

indikator ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial, antara lain:

dalam mencapai

realisasi

1. Pelaksanaan PKA dan PKP dengan pola fasilitasi terkendala karena

keterbatasan fasilitas dan prasarana

2. Pelaksanaan PKN dan PKA, PKP pola penyertaan terkandala regulasi
retribusi PNBP pada BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1.

Akan dilaksanakan pembangunan Gedung dan fasilitas penunjang PKA

dan PKP

Melaksanakan koordinasi

Selatan

dengan BPSDMD Provinsi

Kalimantan
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Rencana tindak lanjut / rencana aksi tahun 2025 yang akan dilaksanakan

sebagai langkah strategis dalam mendukung capaian ASN yang memiliki

sertifikat kompetensi manajerial, antara lain:

1.

Berkoordinasi dengan BPSDMD Provinsi untuk mendapatkan kuota
dalam pola penyertaan

Melaksanakan orientasi PPPK dengan jumlah peserta lebih banyak dari
tahun 2024

Indikator ASN yang memiliki sertifikat kompetensi teknis

Perbandingan Tahun anggaran 2024 dan tahun-tahun sebelumnya tidak

tersedia dikarenakan indikator kinerja ASN yang memiliki sertifikat kompetensi
teknis mulai diampu BKPSDM pada tahun 2024

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi

indikator ASN yang memiliki sertifikat kompetensi teknis, antara lain:

1.

2.

Waktu pelaksanaan pelatihan terkadang bersamaan dengan kegiatan
SKPD lainnya, sehingga Sebagian SKPD tidak bisa mengirimkan ASN
nya menjadi peserta

Terbatasnya anggaran perjalanan dinas pada SKPD

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1.

Berkoordinasi dengan SKPD-SKPD untuk menjadwalkan pelaksanaan
pelatihan
Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan di awal tahun agar ketersediaan

anggaran masih cukup

Rencana tindak lanjut / rencana aksi tahun 2025 yang akan dilaksanakan

sebagai langkah strategis dalam mendukung capaian ASN yang memiliki

sertifikat kompetensi teknis, antara lain:

1.
2.

Menjadwalkan pelatihan di awal tahun
Memprioritaskan pelatihan-pelatihan yang sudah direncanakan di
BKPSDM
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Untuk mendukung capaian sasaran strategis 2 Meningkatnya Kompetensi
ASN, didukung dengan 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub
kegiatan, yaitu sebagai berikut:

Indikator ASN yang memiliki sertifikat kompetensi teknis

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Indikator ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial
2) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi
manajerial dan Fungsional
a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan

Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
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Sekretariat

Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Sekretaris BKPSDM Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel capaian IKU SKPD Tahun
2024 berikut:

Tabel 1lI. 10
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
Sekretaris
Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri
Sasaran Indikator . :
NE Strategis Kinerja Utama VElgE! | [Reellises Capaian

Meningkatnya
1 | Kualitas
Perencanaan

Nilai Komponen

24.00 23.70 98.75%
Perencanaan

Meningkatnya
2 | Kualitas
Pengukuran

Nilai Komponen

24.00 23.10 96.25%
Pengukuran

Meningkatnya
3 | Kualitas
Pelaporan

Nilai Komponen

12.00 12.00 100.00%
Pelaporan

Meningkatnya

4 | Kualitas Evaluasi | Nlal Komponen

. 20.00 20.75 103.75%
Evaluasi Internal

Internal
'\K/lf;'i?fskf?;’;n an Hasil Survei
5 Pelayanan 86.00 9750 | 113.37%

Penunjang Kinerja

BKPSDM Kesekretariatan

Capaian sasaran strategis indikator kinerja utama (IKU) Sekretaris
BKPSDM Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 pada sasaran strategis 3
Meningkatnya Kualitas Pelaporan dengan indikator Nilai Komponen Pelaporan
telah memenuhi target. pada sasaran strategis 4 Meningkatnya Kualitas
Evaluasi Internal dengan indikator Nilai Komponen Evaluasi Internal dan
sasaran strategis 5 Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja
BKPSDM dengan indikator Nilai Komponen Perencanaan dan Hasil Survei
Pelayanan Kesekretariatan telah memenuhi dan melampaui target. Pada
sasaran strategis 1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan indikator Nilai

Komponen Perencanaan dan sasaran strategis 2 Meningkatnya Kualitas
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Pengukuran dengan indikator Nilai Komponen Pengukuran capaian masih

berada di bawah target.

Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas
Perencanaan

Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen manajemen kinerja
yang dievaluasi pada evaluasi AKIP. Pada sasaran strategis 1 untuk indikator
Nilai Komponen Perencanaan dengan target 24.00 terealisasi 23.70 dengan
capaian realisasi terhadap target 98.75%. Capaian sasaran strategis 1 untuk
indikator Nilai Komponen Perencanaan walaupun sangat baik, akan tetapi
belum memenuhi target dikarenakan pada penyusunan perencanaan kinerja,
dalam menentukan Ukuran Keberhasilan (Indikator kinerja) belum sepenuhnya
SMART dan masih terdapat target kinerja yang tidak menantang, dan tidak

melihat capaian kinerja tahun sebelumnya.

Tabel lll. 11
Perbandingan Realisasi IKU dan Capaian IKU Sasaran 1
Sekretaris
Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri
Realisasi Tahun 2024 Capaia
n
Target | Tahun
N Kinerja Indikator Akhir 2024
(@) Utama Kinerja Renstr | terhada
2021 | 2022 | 2023 | Targe | Realisa | Capaia a p
t Si n Target
Akhir
Renstra
Meningkatny | Nilai
1 | @Kualitas —j Komponen | 25.1 | 23.0 | 222 | ,, 5 | 2370 | 98.75% | 26.00 | 91.15%

Perencanaa | Perencanaa 8 1 0

n

n

Pada sasaran strategis 1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan indikator
nilai komponen perencanaan target 24.00 terealisasi 23.70 dengan capaian
realisasi terhadap target 98.75% belum memenuhi target. Meskipun tidak
memenuhi target tahun anggaran 2024, akan tetapi capaian kinerja untuk
indikator Nilai Komponen Perencanaan mengalami peningkatan jika

dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 yaitu dengan perolehan nilai
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sebesar 22.20. Hal ini dikarenakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti
rekomendasi hasil evaluasi (Inspektorat) tahun sebelumnya, seperti:
mengunggah / mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja yang telah
disusun pada website unit kerja; menyelaraskan dokumen perencanaan kinerja
dan melakukan reviu secara berkala; mengidentifikasi kendala pada setiap
triwulan; dan menetapkan kriteria yang jelas dalam pembuatan SK pemberian
reward dan punishment.

Tahun anggaran 2023 capaian kinerja untuk indikator nilai komponen
perencanaan yaitu dengan nilai sebesar 22.20 mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 yaitu dengan nilai sebesar
23.01, ini dikarenakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 terdapat beberapa catatan
dari evaluator seperti berikut: belum mengunggah / mempublikasikan dokumen
perencanaan kinerja yang telah disusun pada website unit kerja; belum
sepenuhnya menyelaraskan dokumen perencanaan kinerja dan melakukan
reviu secara berkala; belum mengidentifikasi kendala pada setiap triwulan; dan
belum menetapkan kriteria yang jelas dalam pembuatan SK pemberian reward
dan punishment.

Tahun anggaran 2022 capaian kinerja untuk indikator nilai komponen
perencanaan dengan nilai sebesar 23.01 mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yaitu dengan nilai sebesar
25.18, ini dikarenakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tanah Laut dalam penyusunan dokumen perencanaan
kinerja terutama Renstra belum melakukan perbaikan/ penyempurnaan dari
hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi
indikator nilai komponen perencanaan, antara lain:

1. Pada penyusunan perencanaan kinerja, dalam menentukan ukuran

keberhasilan (indikator kinerja) belum sepenuhnya SMART

2. Masih terdapat target kinerja yang tidak menantang, dan tidak melihat

capaian kinerja tahun sebelumnya.
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Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1. Dalam penyusunan perencanaan kinerja agar ke depannya indikator
kinerja harus diperbaiki dan lebih disempurnakan lagi agar lebih
SMART dan dapat memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau
capaian kinerja dari kegiatan/sasaran

2. Agar dalam menentukan target kinerja agar lebih menantang dengan
melihat dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Rencana tindak lanjut / rencana aksi tahun 2025 yang akan dilaksanakan

sebagai langkah strategis dalam mendukung capaian nilai komponen
perencanaan, antara lain:

1. Melakukan langkah perbaikan dalam penyusunan perencanaan kinerja
agar indikator kinerja dapat memberikan informasi yang tepat tentang
hasil dan capaian kinerja dari kegiatan/sasaran

2. Mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya dalam

menentukan target kinerja.

Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas
Pengukuran

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen manajemen kinerja
yang dievaluasi pada evaluasi AKIP. Pada sasaran strategis 2 untuk indikator
Nilai Komponen Pengukuran dengan target 24.00 terealisasi 23.10 dengan
capaian realisasi terhadap target 96.25%. Capaian sasaran strategis 2 untuk
indikator Nilai Komponen Perencanaan walaupun sangat baik, akan tetapi
belum memenuhi target dikarenakan pengukuran kinerja telah dilakukan secara
berkala (triwulan) namun belum sepenuhnya digunakan untuk penyesuaian
strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran; Pimpinan belum sepenuhnya terlibat
sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian
kinerja; dan terdapat defisiensi penggunaan anggaran rata-rata 29,44% dari 1
(satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan pada tahun
anggaran 2023 yang kemungkinan disebabkan oleh tidak tepatnya SKPD

dalam menentukan rumusan pengukuran capaian kinerja.
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Tabel lll. 12
Perbandingan Realisasi IKU dan Capaian IKU Sasaran 2

Sekretaris
Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri
Realisasi Tahun 2024 Capaian
Target T;(Emztzn
N Kinerja Indikator Akhir terhada
(0] Utama Kinerja Renstr D
2021 | 2022 | 2023 Ta:ge Re(;lli|sa Caﬁma a Target
Akhir
Renstra
. Nilai
Meningkatny
1 | aKualitas | Komponen | 19.6 | 219 1 22.2 1 5, 545 | 23109 | 96.25% | 26.00 | 88.85%
Pengukura 9 9 0
Pengukuran n

Pada sasaran strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pengukuran indikator Nilai
Komponen Pengukuran target 24.00 terealisasi 23.10 dengan capaian realisasi
terhadap target 96.25% belum memenuhi target. Meskipun tidak memenuhi
target tahun anggaran 2024, akan tetapi capaian kinerja untuk indikator Nilai
Komponen Pengukuran mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan
capaian pada tahun 2023 yaitu dengan perolehan nilai sebesar 22.20. Hal ini
dikarenakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi
(Inspektorat) tahun sebelumnya, sepertii mendokumentasikan hasil
pemantauan berkala yang memuat identifikasi kekurangan atau kendala dalam
pencapaian target kinerja disertai dengan penyesuaian rencana/strategi untuk
mencapai target kinerja; dan menunjuk petugas yang menangani pengumpulan
data kinerja untuk menjamin keandalan data kinerja.

Tahun anggaran 2023 capaian kinerja untuk indikator Nilai Komponen
Pengukuran yaitu dengan nilai sebesar 22.20 mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 yaitu dengan nilai sebesar
21.99, ini dikarenakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi hasil
evaluasi (Inspektorat) tahun sebelumnya, seperti: menjadikan hasil pemantauan

dan monitoring terhadap pencapaian kinerja secara berkala sebagai dasar
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untuk perbaikan kinerja selanjutnya; dan menyajikan data/informasi mengenai
efisiensi atas penggunaan anggaran dan SDM dalam mencapai kinerja.

Tahun anggaran 2022 capaian kinerja untuk indikator Nilai Komponen
Pengukuran yaitu dengan nilai sebesar 21.99 mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yaitu dengan nilai sebesar
19.69, ini dikarenakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi hasil
evaluasi (Inspektorat) tahun sebelumnya, seperti: menetapkan
regulasi/peraturan yang mengatur mengenai mekanisme pengumpulan data
kinerja; dan melengkapi sumber data dalam laporan kinerja.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi
indikator nilai komponen pengukuran, antara lain:

1. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala belum sepenuhnya
digunakan untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan
anggaran

2. Pimpinan belum sepenuhnya terlibat sebagai pengambil keputusan
(decision maker) dalam mengukur capaian kinerja

3. Terdapat defisiensi penggunaan anggaran rata-rata 29.44% dari 1
(satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan pada tahun
anggaran 2023. Yang kemungkinan disebabkan tidak tepatnya
penentuan rumusan pengukuran capaian kinerja.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1. Agar penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran
dibahas/terdokumentasi dalam laporan monitoring evaluasi berkala
(pertriwulan)

2. Sebaiknya pada setiap notulen rapat pengukuran kinerja agar
dilengkapi dengan tanda tangan pimpinan (mengetahui)

3. Dalam menentukan rumusan pengukuran capaian kinerja agar lebih
diperhatikan dan dipastikan apakah komponen yang diukur telah tepat

menggambarkan capaian kinerja atau tidak.
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Rencana tindak lanjut / rencana aksi tahun 2025 yang akan dilaksanakan

sebagai

langkah strategis dalam mendukung capaian nilai komponen

pengukuran, antara lain:

1.

Membahas dan mendokumentasikan penyesuaian strategi, kebijakan
dan perubahan anggaran dalam laporan monitoring evaluasi berkala
(pertriwulan)

Melengkapi tandatangan pimpinan (mengetahui) pada notulen rapat
pengukuran kinerja

Memastikan  apakah komponen yang diukur telah tepat

menggambarkan capaian kinerja dan tidak.

Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kualitas

Pelaporan

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen manajemen kinerja

yang dievaluasi pada evaluasi AKIP. Pada sasaran strategis 3 untuk indikator

Nilai Komponen Pelaporan dengan target 12.00 terealisasi 12.00 dengan

capaian realisasi terhadap target 100.00%. Capaian sasaran strategis 3 untuk

Nilai Komponen Pelaporan telah mencapai target kinerja.

Tabel lll. 13
Perbandingan Realisasi IKU dan Capaian IKU Sasaran 3
Sekretaris
Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri
Realisasi Tahun 2024 Capaian
Target | Tahun
N Kinerja Indikator Akhir 2024
(@) Utama Kinerja Renstr | terhada
2021 | 2022 | 2023 | Targe | Realisas | Capaia a p Target
t i n Akhir
Renstra
Nilai
Meningkatny | Kompone
1 |aKualtas | n 1041 115 1109 | 1500 | 1200 | 10090 | 1270 | 94.40%
2 1 5 %
Pelaporan Pelapora
n
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Pada sasaran strategis 3 Meningkatnya Kualitas Pelaporan indikator Nilai
Komponen Pelaporan target 12.00 terealisasi 12.00 dengan capaian realisasi
terhadap target 100.00% telah memenuhi / mencapai target. Capaian kinerja
untuk indikator Nilai Komponen Pelaporan mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 yaitu dengan perolehan nilai
sebesar 10.95. Hal ini dikarenakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti
rekomendasi hasil evaluasi (Inspektorat) tahun sebelumnya, seperti: melakukan
reviu berjenjang atas laporan kinerja yang disusun sehingga informasi yang
disajikan lebih berkualitas; dan menyajikan rencana perbaikan dan
penyempurnaan kinerja ke depan dalam laporan kinerja (lkj).

Tahun anggaran 2023 capaian kinerja untuk indikator nilai komponen
Pelaporan yaitu dengan nilai sebesar 20.95 mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 yaitu dengan nilai sebesar
11.51, ini dikarenakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 terdapat beberapa catatan
dari evaluator seperti berikut: belum melakukan reviu berjenjang atas laporan
kinerja yang disusun; dan belum menyajikan rencana perbaikan dan
penyempurnaan kinerja ke depan dalam laporan kinerja (lkj).

Tahun anggaran 2022 capaian kinerja untuk indikator Nilai Komponen
Pelaporan yaitu dengan nilai sebesar 11.51 mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yaitu dengan nilai sebesar
10.42, ini dikarenakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi hasil
evaluasi (Inspektorat) tahun sebelumnya, seperti: menyajikan informasi kinerja
yang telah diperjanjikan oleh pejabat administrator.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi
indikator nilai komponen pelaporan, yaitu laporan kinerja berkala telah disusun,
namun masih terdapat data yang tidak konsisten antara isi bab dengan isi tabel
yang ditampilkan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dalam penyusunan
laporan kinerja agar lebih ditingkatkan lagi ketelitian dan akurasi data yang

ditampilkan.
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Rencana tindak lanjut / rencana aksi tahun 2025 yang akan dilaksanakan

sebagai langkah strategis dalam mendukung capaian nilai komponen
pelaporan, yaitu meningkatkan keakurasian data yang ditampilkan dalam

penyusunan laporan kinerja.

Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas Evaluasi
Internal

Evaluasi internal merupakan salah satu komponen manajemen kinerja yang
dievaluasi pada evaluasi AKIP. Pada sasaran strategis 4 untuk indikator Nilai
Komponen Evaluasi Internal dengan target 20.00 terealisasi 20.75 dengan
capaian realisasi terhadap target 103.75%. Capaian sasaran strategis 4 untuk

Nilai Komponen Evaluasi Internal telah mencapai atau melampaui target

kinerja.
Tabel lll. 14
Perbandingan Realisasi IKU dan Capaian IKU Sasaran 4
Sekretaris
Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri
Realisasi Tahun 2024 Capaian
Target | Tahun
N Kinerja Indikator Akhir 2024
(@) Utama Kinerja 202 Renstr | terhada
1 2022 | 2023 | Targe | Realisas | Capaia a p Target
t i n Akhir
Renstra
Meningkatny Eg?r;pone
1 | aKualitas ) 500 | 290 | 225 | 5000 | 2075 | 19375 | 2070 | 100.24%
Evaluasi : 0 0 %
Evaluasi
Internal
Internal

Pada sasaran strategis 4 Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal indikator
Nilai Komponen Evaluasi Internal target 20.00 terealisasi 20.75 dengan capaian
realisasi terhadap target 103.75% telah mencapai atau malampaui target.
Walaupun melampaui target tahun 2024, akan tetapi Capaian kinerja untuk
indikator Nilai Komponen Evaluasi Internal mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu dengan perolehan nilai sebesar 22.50.
Hal ini dikarenakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 terdapat beberapa catatan

dari evaluator seperti berikut: evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang
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dilaksanakan pada seluruh unit belum maksimal; evaluasi akuntabilitas kinerja
internal yang dilaksanakan dengan pendalaman belum maksimal; dan hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dimanfaatkan untuk perbaikan dan
peningkatan akuntabilitas kinerja belum maksimal.

Tahun anggaran 2023 capaian kinerja untuk indikator Nilai Komponen
Evaluasi Internal yaitu dengan nilai sebesar 22.50 mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 yaitu dengan nilai sebesar
20.00, ini dikarenakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi hasil
evaluasi (Inspektorat) tahun sebelumnya, seperti: terus melakukan monitoring
dan evaluasi internal secara berkala dan berjenjang; dan menindaklanjuti hasil
monitoring dan evaluasi internal dengan melakukan upaya perbaikan dalam
rangka perbaikan pencapaian kinerja.

Tahun anggaran 2022 dan 2021 terdapat perbedaan bobot penilaian pada
komponen evaluasi internal. Pada tahun 2022 bobot penilaian evaluasi internal
adalah 25% sehingga nilai perolehan 20.00 sama dengan 80% dari bobot
penilaian. Sementara pada tahun 2021 bobot penilaian evaluasi internal adalah
10.00 sehingga nilai perolehan 5.90 sama dengan 59% dari bobot penilaian.
Maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator Nilai Komponen
Evaluasi Internal yaitu dengan nilai sebesar 20.00 atau 80% dari bobot
penilaian mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada
tahun 2021 yaitu dengan nilai sebesar 5.90 atau 59% dari bobot penilaian. Hal
ini dikarenakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi hasil
evaluasi (Inspektorat) tahun sebelumnya, seperti: laporan kinerja telah memuat
informasi tentang capaian hasil-hasil program, simpulan keberhasilan atau
ketidakberhasilan program; analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan
sesudah dilaksanakannya suatu program; analisis tentang perubahan target
yang dituju oleh program; dan ukuran yang memadai tentang keberhasilan
program.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi
indikator nilai komponen evaluasi internal, antara lain:

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilaksanakan pada

seluruh unit belum maksimal
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2. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan

pendalaman belum maksimal.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1. Agar segera menyusun rencana aksi tindak lanjut dan menindaklanjuti

rekomendasi laporan hasil evaluasi internal

2. Agar menyampaikan laporan monitoring evaluasi pencapaian kinerja

per triwulan.

Rencana tindak lanjut / rencana aksi tahun 2025 yang akan dilaksanakan
sebagai langkah strategis dalam mendukung capaian nilai komponen evaluasi
internal, antara lain:

1. Menyusun rencana aksi tindak lanjut dan menindaklanjuti rekomendasi

laporan hasil evaluasi internal tahun sebelumnya

2. Menyampaikan laporan monitoring evaluasi pencapaian kinerja

pertriwulan tahun berjalan.

Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kualitas Layanan
Penunjang Kinerja BKPSDM

Dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Penunjang Kinerja BKPSDM
Kabupaten Tanah Laut untuk mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah
dan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat kepada
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut khususnya unit pelayanan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah
Laut, maka telah dicapai berbagai indikator di antaranya:

» Merancang tambahan fitur-fitur pada aplikasi SIMPEG untuk
mempermudah bermacam-macam pelayanan serta mempercepat
proses pelaksanaan pelayanan;

» Melaksanakan Inovasi dengan merancang aplikasi  untuk
mempermudah bermacam-macam pelayanan melalui aplikasi SIMPEG;

» Meninjau prosedur yang sudah dijalankan dan menyesuaikan dengan
keperluan pelayanan;

» Melaksanakan Forum Konsultasi Publik yang dapat menampung saran

dan masukan pengguna layanan;
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» Mengevaluasi standar waktu dalam memberikan pelayanan dan
memperbaiki agar waktu penyelesaian bisa lebih ditingkatkan
(mempercepat proses pelaksanaan pelayanan);

» Mengirimkan diklat bagi pelaksana pelayanan;

» Pembinaan perilaku pada saat apel pagi, refreshment tentang
pelayanan prima dan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun);

» Mengalokasikan anggaran untuk perbaikan / pemeliharaan /
pembangunan fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan pengguna
layanan.

Pada sasaran strategis 5 untuk indikator Hasil Survei Pelayanan

Kesekretariatan dengan target 86.00 terealisasi 97.50 dengan capaian realisasi

terhadap target 113.37%.

Tabel lll. 15
Perbandingan Realisasi IKU dan Capaian IKU Sasaran 5
Sekretaris
Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri
Realisasi Tahun 2024 Capaia
n
Target | Tahun
N Kinerja Indikator Akhir 2024
(@) Utama Kinerja 202 Renstr | terhada
2021 2 2023 | Targe | Realisa | Capaia a p
t Si n Target
Akhir
Renstra
Meningkatn
ya Kualitas | Hasil Survei
Layanan Pelayanan 89.1 934 113.37 108.33
1 Penunjang Kesekretariat 1 911 1 86.00 97.50 % 90.00 %
Kinerja an
BKPSDM

Pada sasaran strategis 5 Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang
Kinerja BKPSDM indikator Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan target 86.00
terealisasi 97.50 dengan capaian realisasi terhadap target 113.37% telah
mencapai dan melampaui target. Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan
mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023
yaitu dengan perolehan hasil survei sebesar 93.41. Hal ini dikarenakan
BKPSDM Kabupaten Tanah Laut sebagai penyelenggara layanan publik terus

menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat
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segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan
tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat
terpenunhi.

Tahun anggaran 2023 capaian kinerja untuk indikator Hasil Survei
Pelayanan Kesekretariatan yaitu dengan nilai sebesar 93.41 mengalami
kenaikan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 yaitu dengan
perolehan hasil survei sebesar 91.1, ini dikarenakan dalam meningkatkan
Kualitas Layanan BKPSDM Kabupaten tanah Laut melibatkan masyarakat
dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas layanan
yang diberikan, yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana,
serta konsultasi pengaduan.

Tahun anggaran 2022 capaian kinerja untuk indikator Hasil Survei
Pelayanan Kesekretariatan yaitu dengan nilai sebesar 91.1 mengalami
kenaikan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yaitu dengan
perolehan hasil survei sebesar 89.11, ini dikarenakan BKPSDM Kabupaten
Tanah Laut telah melaksanakan perbaikan Sarana dan Prasarana Layanan,
Peningkatan Perilaku Pelaksana Pelayanan, Penanganan Pengaduan, saran
dan masukan.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi Hasil
Survei Pelayanan Kesekretariatan, antara lain:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia

2. Sarana dan Prasarana yang banyak mengalami kerusakan diluar

perkiraan, sehingga menghambat kinerja

3. Kemajuan teknologi yang selalu melakukan perubahan system kerja

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1. Melaksanakan pengadaan SDM sesuai kebutuhan

2. Menambah sarana dan prasana sesuai kebutuhan

3. Melaksanakan peningkatan kompetensi SDM untuk menyesuaikan

perubahan

Rencana tindak lanjut / rencana aksi tahun 2025 yang akan dilaksanakan
sebagai langkah strategis dalam mendukung capaian Hasil Survei Pelayanan
Kesekretariatan, antara lain:

1. Melaksanakan Pengadaan SDM

2. Melaksanakan peningkatan kompetensi SDM
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Meningkatkan pelayanan Informasi Kepegawaian

Melaksanakan peningkatan Sarana dan Prasarana

Melaksanakan penilaian kinerja, disiplin dan penghargaan pelaksana

layanan.

Untuk mendukung capaian sasaran strategis 1 sampai dengan 5 yang

diampu oleh Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Tanah Laut, didukung dengan 1 (satu) program, 7 (tujuh)

kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan  Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

-~ 0 oo T

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

a. Pengadaan Mebel

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
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a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

Z
Z
z
-
(

Dokumentasi Kegiatan Sekretariat
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Kepala Sub Bagian

Indikator Kinerja Utama Kepala Sub Bagian ditetapkan untuk mendukung
IKU Sekretaris. Sasaran strategis indikator kinerja utama Sekretaris Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah
Laut tahun 2024 pada sasaran strategis 1 hingga 4 didukung oleh kinerja yang
diampu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Untuk sasaran
strategis 5 Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja BKPSDM
didukung oleh kinerja yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kepala Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan BKPSDM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat dilihat pada
tabel capaian IKU SKPD Tahun 2024 berikut:

Tabel Ill. 16

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

: Indikator .
NO | Sasaran Strategis Kinerja Utama Target | Realisasi Capaian
Menyusun Jumiah
y dokumen
dokumen
perencanaan
perencanaan kinerja dan
1 kler]reer#igr?:an keuangan yang DokZmen 7 100.00%
E . disusun sesuai
euangan sesuai
dengan
dengan ketentuan K
etentuan yang
yang berlaku berlaku
Jumlah laporan
Menyusun laporan | kinerja dan
Kinerja dan keuangan yang 5
2 | keuangan yang disusun sesuai Dokumen 5 100.00%
disusun sesuai dengan
ketentuan ketentuan yang
berlaku
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Capaian sasaran strategis indikator kinerja utama (IKU) Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan BKPSDM Kabupaten Tanah Laut tahun 2024
pada sasaran strategis 1 Menyusun dokumen perencanaan kinerja dan
perencanaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 2
Menyusun laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan telah

memenuhi target.

Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 1 Menyusun dokumen
perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku

Pada Tahun anggaran 2024 pada sasaran strategis 1 Menyusun dokumen
perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dengan Indikator Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan
keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan Target
7 (tujuh) Dokumen, terealisasi 7 dokumen dengan capaian realisasi terhadap
target 100%. Tujuh Dokumen Perencanaan kinerja dan keuangan BKPSDM
Kabupaten Tanah Laut, yakni:

1. Rencana Kerja (Renja) Murni
Rencana Kerja (Renja) Perubahan
Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

Laporan Kinerja (LKj)

N o ok~ N

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
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Tabel lll. 17
Perbandingan Realisasi IKU dan Capaian IKU Sasaran 1
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Realisasi Tahun 2024 Capaian
Target | Tahun
N Kinerja Indikator Akhir 2024
(0] Utama Kinerja Renstr | terhada
222 222 222 Targe | Realisas | Capaia a p Target
t i n Akhir
Renstra
Menyusun Jumiah
dokumen dokumen
perencanaa perencanaa
n kinerja n kinerja
dan
keuangan
1 E?{;’};;‘,‘SZ;‘,‘ yang 8| 8| 8| 7 7 108(‘)00 7 | 100.00%
sesuai dlsusqn
dengan sesuai
ketentuan gengan
etentuan
yang
berlaku berlaku

Pada sasaran strategis 1 Menyusun dokumen perencanaan kinerja dan
perencanaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku indikator
Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai
dengan ketentuan yang berlaku target 7 dokumen terealisasi 7 dokumen
dengan capaian realisasi terhadap target 100.00% telah mencapai target
kinerja. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun
sesuai dengan ketentuan yang berlaku terselesaikan dan terpenuhi, jika
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, 2022, dan 2021 Jumlah
dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan
ketentuan yang berlaku terselesaikan dan terpenuhi.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi Jumlah
dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Keterbatasan data yang diperlukan untuk menyusun dokumen
perencanaan kinerja dan keuangan dikarenakan keterlambatan dalam
pengumpulan data

2. Keterbatasan SDM penyusun laporan perencanaan kinerja dan

keuangan
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Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1. Diperlukan SDM khusus untuk mengawasi pengumpulan data

2. Mengalokasikan sumber daya untuk mendukung tim perencanaan

kinerja dan keuangan

Rencana tindak lanjut / rencana aksi tahun 2025 yang akan dilaksanakan
sebagai langkah strategis dalam mendukung capaian Jumlah dokumen
perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, antara lain:

1. Menetapkan petugas untuk mengawasi pengumpulan data

2. Melakukan rekrutmen atau pengalihan staf untuk perencanaan dan

keuangan

Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 2 Menyusun laporan kinerja dan
keuangan yang disusun sesuai ketentuan

Pada Tahun anggaran 2024 pada sasaran strategis 2 Menyusun laporan
kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan dengan Indikator Jumlah
laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dengan Target 5 (lima) Dokumen, terealisasi 5 dokumen dengan
capaian realisasi terhadap target 100%. Lima Dokumen laporan kinerja dan
keuangan BKPSDM Kabupaten Tanah Laut, yakni:

1. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Laporan Keuangan Bulanan
Laporan Keuangan Triwulan

Laporan Keuangan Semester

a bk~ D

Laporan Keuangan Tahunan
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Perbandingan Realisasi IKU dan Capaian IKU Sasaran 2

Tabel IlI. 18

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

. Capaian
Realisasi Tahun 2024 Tahun
Kinerja | Indikator Target 2024
MO Utama Kinerja Akhir | terhadap
J 2021 | 2022 | 2023 Renstra | Target
Target | Realisasi | Capaian Akhir
Renstra
Jumlah
laporan
Menyusun | "~ .
Iapo?/an Kinerja
kinerja gan
dan euangan
1 | keuangan ﬁ‘f"”g 8 5 5 5 5 100.00% 5 100.00%
yang isusun
disusun sesual
: dengan
sesuai
ketentuan ketentuan
yang
berlaku

Pada sasaran strategis 2 Menyusun laporan kinerja dan keuangan yang
disusun sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah laporan kinerja dan
keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku target 5 (lima)
Dokumen, terealisasi 5 dokumen dengan capaian realisasi terhadap target
100% telah mencapai target kinerja. Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang
disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku terselesaikan dan terpenuhi,
jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, 2022, dan 2021 Jumlah
dokumen laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan
yang berlaku terselesaikan dan terpenuhi.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi Jumlah
laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, antara lain:

1. Keterbatasan data yang diperlukan untuk menyusun laporan kinerja

dan keuangan dikarenakan keterlambatan dalam pengumpulan data

2. Keterbatasan SDM penyusun laporan kinerja dan keuangan

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1. Diperlukan SDM khusus untuk mengawasi pengumpulan data

2. Mengalokasikan sumber daya untuk mendukung tim perencanaan

kinerja dan keuangan
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Rencana tindak lanjut / rencana aksi tahun 2025 yang akan dilaksanakan
sebagai langkah strategis dalam mendukung capaian Jumlah laporan kinerja
dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara
lain:

1. Menetapkan petugas untuk mengawasi pengumpulan data

2. Melakukan rekrutmen atau pengalihan staf untuk perencanaan dan

keuangan

Untuk mendukung capaian sasaran strategis 1 dan 2 yang diampu oleh
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, didukung
dengan 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan  Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
| |
RENJA

2025

AR )
LERD RENSTRA

LAPORAN (RENCANA STRATEGIS) f"ﬂgffﬂ”‘l

PENYELENGGARAAN

'/ 3
RENJA

PERUBAHAN

2024

PEMERINTAH - X TAHUN 2024-2026 | . R
‘ KERJA

ﬁ!ﬁ‘?ﬁ\" Axal

PERUBAHAN
RENCANA
KERIA

=1

LKj
2023

LAPORAN KINERJA

BK2s0VI

Dokumen dan Laporan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
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Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat dilihat pada
tabel capaian IKU SKPD Tahun 2024 berikut:

Tabel 111. 19
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

. Indikator .
NO | Sasaran Strategis Kinerja Utama Target | Realisasi Capaian
Jumlah
dokumen
! I\R/Ignyusun e pemenuhan Dokl?men Dokl(J)men 100.00%
area perubahan
RB
Jumlah ASN
yang
Meelflgsr?:ﬁkan administrasi
2 gdm?/nistrasi umum | Umum dan 37 Orang | 37 Orang | 100.00%
dan kepegawaian kepegawalan
terlayani
dengan baik
Melakukan Jumlah sarana
: prasarana
3 ngﬁghg‘;ﬁa” kantor yang 1518 Unit | 1518 Unit | 100.00%
terpelihara dan
prasarana kantor :
dimanfaatkan

Capaian sasaran strategis indikator kinerja utama (IKU) Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 pada
sasaran strategis 1 Menyusun bahan RB, 2 Melaksanakan pelayanan
administrasi umum dan kepegawaian, dan 3 Melakukan pemeliharaan sarana

dan prasarana kantor telah memenuhi target.

Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 1 Menyusun bahan RB

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Tahun
2023 dihentikan sesuai dengan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB
No0.B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023. Meski dihentikan, Deputi Erwan

berharap instansi pemerintah tetap menindaklanjuti rekomendasi perbaikan
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yang telah disampaikan pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pada periode
sebelumnya sebagai upaya perbaikan berkelanjutan di masing-masing instansi.
Kementerian PANRB akan tetap memantau gambaran perkembangan
pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah.

Untuk tahun 2024 tidak dilakukan penilaian untuk Reformasi Birokrasi (RB)

untuk perangkat daerah dilakukan penilaian untuk RB Tematik Kabupaten
Tanah Laut. Pada RB tematik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut terkait dengan indikator
penilaian Indeks Sistem Merit. Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut melaksanakan sistem merit
pada tahun 2024.

1. Membuat kebijakan dengan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja
Pemerintah Daerah untuk memberikan pedoman dalam penyesuaian
Sistem Kerja pada Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan
penyederhanaan birokrasi

2. Telah dilaksanakan penilaian mandiri merit sistem dengan hasil nilai
275. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan penilaian
kinerja ASN secara berkala dengan dialog kinerja untuk memastikan
pencapaian kontrak kinerja. Juga telah menerapkan e-performance
yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis
online. Juga telah melaksanakan assesment terhadap pejabat
administrator dan pengawas metode CACT difasilitasi oleh BKN Kanreg
VIIl. Pemkab Tanah Laut juga telah melaksanakan penilaian kinerja
ASN tahun kedua dengan hasil ASN teladan yang ditetapkan dalam SK
Bupati dan diberikan prioritas dalam pembinaan dan pengembangan
karir. Dalam rangka pengembangan karir telah membangun aplikasi
SIROSI (Sistem Informasi Promosi dan Mutasi) yang digunakan
sebagai manajemen talenta ASN

3. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja individu melalui
EKinerja masing-masing ASN

4. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah dilaksanakan penilaian kinerja

ASN dan pemberian reward terhadap ASN
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5. Telah dilaksanakan

6.

Perbup Budaya Kerja ASN

implementasi

nilai-nilai

integritas berdasarkan
Perbup Tanah Laut tentang Kode Etik PNS, Perbup Disiplin PNS, dan

Telah dilaksanakan pemanfaatan aplikasi dalam manajemen ASN

sebanyak 11 aplikasi guna validitas data ASN, keamanan data,

ketepatan dan kecepatan pelayanan manajemen ASN.

Pada sasaran strategis 1 untuk indikator Jumlah dokumen pemenuhan area

perubahan RB dengan target 0 dokumen terealisasi 0 dokumen dengan

capaian realisasi terhadap target 100.%.

Tabel IlI. 20

Perbandingan Realisasi IKU dan Capaian IKU Sasaran 1

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Realisasi Tahun 2024 Capaian
Target Tahun
N Kinerja Indikator Akhir 2024
(0] Utama Kinerja Renstr | terhada
222 222 222 Targe | Realisas | Capaia a p Target
t i n Akhir
Renstra
Jumlah
Menyusu dokumen
1 |nbahan |Pemenuha | g | g | 4 0 0 100.00 0 | 100.00%
RB n area Yo
perubahan
RB

Pada sasaran strategis 1 Menyusun bahan RB indikator Jumlah dokumen

pemenuhan area perubahan RB target 0 dokumen terealisasi 0 dokumen

dengan capaian realisasi terhadap target 100.00% telah mencapai target

kinerja. Jumlah dokumen pemenuhan area perubahan RB terselesaikan dan

terpenunhi, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, 2022, dan 2021

Jumlah dokumen pemenuhan area perubahan RB terselesaikan dan terpenuhi.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi Jumlah

dokumen pemenuhan area perubahan RB, antara lain:

1. Keterbatasan kapasitas SDM diantaranya beban kerja ASN yang tinggi

di luar tugas penyusunan dokumen RB sehingga dapat mengurangi

fokus mereka pada proses pemenuhan dokumen area perubahan RB
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2. Ketergantungan pada data dan masukan dari beberapa unit kerja atau
bidang terkait sering kali menyebabkan keterlambatan dalam proses
penyusunan dokumen

3. Proses pengumpulan data yang diperlukan untuk menyusun dokumen
sering terkendala oleh ketidaklengkapan atau ketidakakuratan data dari
unit kerja terkait atau bidang terkait

4. Rendahnya kesadaran akan urgensi reformasi birokrasi menyebabkan
partisipasi dan kolaborasi yang kurang optimal.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1. Adanya tim pendamping yang dapat membantu BKPSDM dalam
menyusun kelengkapan dokumen RB

2. Membentuk tim lintas unit kerja dan bidang yang fokus pada
penyusunan dokumen RB dengan tugas dan tanggung jawab yang
jelas

3. Melaksanakan rapat koordinasi secara rutin untuk menyelaraskan
target dan menyelesaikan kendala yang dihadapi

4. Membagi tugas penyusunan dokumen secara merata kepada tim untuk
menghindari beban kerja yang terlalu berat pada satu pihak.

Rencana tindak lanjut / rencana aksi tahun 2025 yang akan dilaksanakan
sebagai langkah strategis dalam mendukung capaian Jumlah dokumen
pemenuhan area perubahan RB, antara lain:

1. Penguatan Kapasitas ASN dengan memberikan sosialisasi dan
bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam
menyusun dokumen RB

2. Membentuk tim koordinasi lintas unit kerja dan bidang untuk
memastikan kolaborasi yang lebih baik dalam penyusunan dokumen
RB

3. Menyusun roadmap penyusunan dokumen RB untuk memastikan
semua area perubahan tercover dengan baik dan membagi target
penyelesaian dokumen RB secara bertahap untuk menghindari
penumpukan

4. Mengurangi ketergantungan pada data manual dengan mempercepat

digitalisasi dokumen-dokumen yang relevan.
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Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 2 Melaksanakan pelayanan

administrasi umum dan kepegawaian

Telah dilaksanakan seluruh kegiatan dalam rangka pelayanan administrasi

umum dan kepegawaian. Pada sasaran strategis 2 untuk indikator Jumlah ASN

yang administrasi umum dan kepegawaian terlayani dengan baik dengan

terealisasi dengan capaian realisasi terhadap target 100.00%.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Tabel lll. 21
Perbandingan Realisasi IKU dan Capaian IKU Sasaran 2

Realisasi Tahun 2024 Capaian
Tahun
Target 2024
N Kinerja Indikator Akhir
L terhada
@) Utama Kinerja Renstr
AV | 0B AL Targe | Realisa | Capaia a P
1 2 3 tg =i IrJI Target
Akhir
Renstra
Jumlah
Melaksanaka | ASN yang
n pelayanan | administrasi
1 | administrasi | umum dan 31 32 30 37 37 108'00 37 103'00
umum dan kepegawaia 0 0
kepegawaian | n terlayani
dengan baik

Pada sasaran strategis 2 Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan
kepegawaian indikator Jumlah ASN yang administrasi umum dan kepegawaian
terlayani dengan baik terealisasi dengan capaian realisasi terhadap target
100.00% atau telah mencapai target kinerja. Jumlah ASN yang administrasi
100%,
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, 2022, dan 2021 Jumlah ASN
yang administrasi

umum dan kepegawaian terlayani dengan baik terealisasi jika

umum dan kepegawaian terlayani dengan baik juga

terealisasi dengan capaian 100%.
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Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi Jumlah
ASN yang administrasi umum dan kepegawaian terlayani dengan baik, antara
lain:

1. Realisasi Anggaran tidak sesuai jadwal dikarenakan perbedaan

kemampuan pihak ketiga dalam penyediaan produk

Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sarana dan Prasarana yang banyak mengalami kerusakan diluar
perkiraan, sehingga menghambat kinerja

4. Kemajuan teknologi yang selalu melakukan perubahan sistem kerja.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai aturan yang berlaku

2. Melaksanakan pengadaan SDM sesuai kebutuhan

3. Menambah sarana dan prasana sesuai kebutuhan

4. Melaksanakan peningkatan kompetensi SDM untuk menyesuaikan

perubahan.

Rencana tindak lanjut / rencana aksi tahun 2025 yang akan dilaksanakan
sebagai langkah strategis dalam mendukung capaian Jumlah ASN yang
administrasi umum dan kepegawaian terlayani dengan baik, antara lain:

1. Melaksanakan peningkatan kompetensi SDM

2. Melaksanakan peningkatan Sarana dan Prasarana

3. Melaksanakan penilaian kinerja, disiplin dan penghargaan pelaksana

layanan.

Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 3 Melakukan pemeliharaan
sarana dan prasarana kantor

Telah dilaksanakan seluruh kegiatan dalam rangka melakukan
pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Pada sasaran strategis 3 untuk
indikator Jumlah sarana prasarana kantor yang terpelihara dan dimanfaatkan

dengan terealisasi dengan capaian realisasi terhadap target 100.00%
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Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel Ill. 22
Perbandingan Realisasi IKU dan Capaian IKU Sasaran 3

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Realisasi Tahun 2024 Capaian
Target Tzagzlzn
N Kinerja Indikator Akhir terhada
(0] Utama Kinerja 202 202 Renstr D
1 2022 3 Ta:ge Rezlilsa Caﬁala a Target
Akhir
Renstra
Jumlah
Melakukan sarana
pemeliharaa | prasarana
n sarana kantor yang 100 | 153 100.00 100.00
1 dan terpelihara 95 % 3 1518 1518 % 1518 %
prasarana dan
kantor dimanfaatka
n

Pada sasaran strategis 3 Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana

kantor indikator Jumlah sarana prasarana kantor yang terpelihara dan

dimanfaatkan dengan capaian realisasi terhadap target 100.00% atau telah

mencapai target kinerja. Jumlah sarana prasarana kantor yang terpelihara dan

dimanfaatkan terealisasi 100%, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun

2023, 2022, dan 2021 Jumlah sarana prasarana kantor yang terpelihara dan

dimanfaatkan juga terealisasi dengan capaian 100%.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai realisasi Jumlah

sarana prasarana kantor yang terpelihara dan dimanfaatkan, antara lain:
1.
2.
3.

Ada sarana dan prasarana yang rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi

Kualitas barang yang awet dan tahan lama sangat sulit ditemukan

Kurangnya kesadaran Sumber Daya Manusia di BKPSDM untuk

memelihara barang dengan baik.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1.
2.
3.

Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana

Mencari teknisi yang handal untuk pemeliharaan mesin

Memberikan informasi pentingnya menjaga/memelihara sarana dan

prasarana.
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Rencana tindak lanjut / rencana aksi tahun 2025 yang akan dilaksanakan
sebagai langkah strategis dalam mendukung capaian Jumlah sarana prasarana
kantor yang terpelihara dan dimanfaatkan, antara lain:

1. Melaksanakan Pengadaan sarana dan prasarana yang bagus

2. Melaksanakan Pemeliharaan sarana dan prasarana yang rusak ringan

3. Melaksanakan pemusnahan aset yang rusak berat/sudah tidak

diperlukan, untuk lebih fokus memaksimalkan pemeliharaan barang
yang rusak ringan saja

4. Melaksanakan pengembangan kompetensi kepada Pengurus Barang

untuk meningkatkan kinerja dalam menginventarisasi aset.

Untuk mendukung capaian sasaran strategis 1 sampai dengan 3 yang
diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, didukung
dengan 5 (lima) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan, yaitu sebagai
berikut:

1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

-~ ® oo T

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
a. Pengadaan Mebel
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya.

Kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
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B. Akuntabilitas Keuangan

1.

Anggaran dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah
Laut pada Tahun Anggaran 2024 yakni 3 (tiga) Program, 13 (tiga belas)
Kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dengan pagu murni sebesar
Rp. 15.364.749.927,00,- dan pada anggaran Perubahan 3 (tiga) Program dan
13 (tiga belas) Kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dengan
Pagu Anggaran sebesar Rp. 16.146.277.808,- dengan serapan dana APBD
sebesar Rp. 13.607.896.539,- atau 84,28% dengan kondisi anggaran SILPA
sebesar Rp. 2.538.381.269,00,-.

Ringkasan anggaran dan realisasi belanja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran

2024 berdasarkan program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

KEPALA BADAN

Sasaran 1 (Meningkatnya Profesionalitas ASN)
Anggaran dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan untuk

mendukung sasaran Meningkatnya Profesionalitas ASN dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel Ill. 23
Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Sasaran 1
Meningkatnya Profesionalitas ASN

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

NO

Sasaran
Strategis

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Meningkatnya

PROGRAM KEPEGAWAIAN

Kepegawaian ASN

Profesionalitas DAERAH 3,712,326,480 2,805,586,467 75.57%
ASN

Kegiatan Pengadaan,

Pemberhentian dan Informasi 658,946,477 614,835,567 | 93.31%
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Penyusunan Rencana Kebutuhan,

Jenis dan Jumlah Jabatan untuk 14,999,844 13,376,835 | 89.18%
Pelaksanaan Pengadaan ASN

Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan o
PNS dan PPPK 499,999,203 487,762,400 | 97.55%
Koordinasi P_elaksanaan Administrasi 49,999,514 44,653,200 | 89.31%
Pemberhentian

Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 49,999,896 27,427,770 | 54.86%
Pengelolaan Data Kepegawaian 19,948,032 17,748,000 | 88.97%
Evalua5|_Data, Informa5| dan Sistem 23,999,088 23.867.362 | 99.45%
Informasi Kepegawaian

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN 723,241,698 247,277,400 | 34.19%
Pengelolaan Mutasi ASN 67,875,534 36,544,400 | 53.84%
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 149,948,164 76,108,000 | 50.76%
Pengelolaan Promosi ASN 505,418,000 134,625,000 | 26.64%
Kegiatan Pengembangan 2,141,563,602 | 1,790,255,000 | 83.60%
Kompetensi ASN

Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 1,141,563,602 790,255,000 | 69.23%
Al e 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 100.00%
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi 188,574,703 | 153,218,500 | 81.25%
Kinerja Aparatur

Pglak_sanaan Penilaian dan Evaluasi 49,990,000 42,365,000 | 84.75%
Kinerja Aparatur

Pengelolaan Pemberian 39,285,000 | 39,285,000 | 100.00%
Penghargaan bagi Pegawai

Pembinaan Disiplin ASN 49,909,485 37,129,000 | 74.39%
Pelayanan Proses Izin Perceraian

Pegawai 49,390,218 34,439,500 | 69.73%
PROGRAM PENGEMBANGAN o
SUMBER DAYA MANUSIA 2,627,045,215 | 2,072,524,220 | 78.89%
Kegiatan Pengembangan 678,000,000 | 450,000,000 | 66.37%

Kompetensi Teknis
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Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan
Pilihan bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

678,000,000

450,000,000

66.37%

Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan,
Pengembangan Kompetensi
manajerial dan Fungsional

1,949,045,215

1,622,524,220

83.25%

Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan

1,949,045,215

1,622,524,220

83.25%

TOTAL

6,339,371,695

4,878,110,687

76.95%

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Profesionalitas ASN yang telah

dijelaskan sebelumnya sebesar 127,69% dengan realisasi keuangan yang

terserap sebesar 76,95% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran

sebesar 50,74% yang dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Ill. 24
Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 1
Meningkatnya Profesionalitas ASN

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Persentase | Persentase
NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Capaian Efisiensi
Anggaran Kinerja
Meningkatnya Indeks
1 | Profesionalitas Profesionalitas 76.95% 127.69% 50.74%
ASN ASN

Sasaran 2 (Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja BKPSDM)

Anggaran dan

realisasi

program, kegiatan dan sub kegiatan untuk

mendukung sasaran Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja BKPSDM

dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel lll. 25
Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Sasaran 2
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja BKPSDM

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Sasaran . , . 0
NO Strategis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
1 | Meningkatnya

Kinerja
Akuntabilitas
Kinerja
BKPSDM

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH 9,806,906,113 | 8,729,785,852 | 89.02%
KABUPATEN/ KOTA

Kegiatan Perencanaan,

Penganggaran, dan evaluasi 9,999,322 8,426,600 | 84.27%
Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan 4.999,725 4.538,800 | 90.78%
Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,999,597 3,887,800 | 77.76%
Kegiatan Administrasi Keuangan 5.657.649.547 | 4.906,151,429 | 86.72%
Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5,647,649,702 | 4,896,661,629 | 86.70%
Pelaksanaan Penatausahaan dan o
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9,999,845 9,489,800 | 94.90%
Kegiatan Administrasi 33,785,625 | 30,437,500 | 90.09%
Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas beserta 33,785,625 30.437,500 | 90.09%
Atribut Kelengkapannya

Kegiatan Administrasi Umum 2,028,744,967 | 2,717,424,810 | 92.78%
Perangkat Daerah

P_enyedlaan Komponen Instalasi 12,966,382 11,250.500 | 86.77%
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan 625,066,818 | 518,504,825 | 82.97%
Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah 9,122.702 8,000,000 | 87.69%
Tangga

Penyediaan Barang Cetakan dan 99,813,371 84.989.500 | 85.15%
Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | , 174 995 000 | 2,001,834,485 | 96.01%
dan Konsultasi SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 2.973.694 2.755.500 | 92.66%
SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan 149,711,993 134,665,000 | 89.95%

Pemerintahan Daerah
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Pengadaan Mebel 49,811,993 44,665,000 | 89.67%
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan 99,900,000 90,000,000 | 90.09%
Lainnya
Kegiatan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan 651,114,480 591,799,513 | 90.89%
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, o
Sumber Daya Air dan Listrik 141,237,500 92,141,636 | 65.24%
Eenyedlaan Jasa Pelayanan Umum 509,876,980 499,657,877 | 98.00%
antor
Kegiatan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan 375,900,179 340,881,000 | 90.68%
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 129,870,000 | 113,374,000 | 87.30%
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Ee'mellharaan Peralatan dan Mesin 95,584,200 82,674,000 | 86.49%
ainnya

Pemellharaan/Rehablllta§| Gedung 150,445,979 144,833,000 | 96.27%
Kantor dan Bangunan Lainnya

TOTAL 9,806,906,113 | 8,729,785,852 | 89.02%

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja
BKPSDM yang telah dijelaskan sebelumnya sebesar 98,21% dengan realisasi

keuangan yang terserap sebesar 89,02% menunjukkan adanya efisiensi

penggunaan anggaran sebesar 9,19% yang dapat dilihat sebagaimana pada
tabel berikut:

Tabel Ill. 26
Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 2
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja BKPSDM

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Sasaran Indikator Persentase | Persentase L
NO ; L ; : Efisiensi
Strategis Kinerja Capaian Capaian
Anggaran Kinerja
Meningkatnya
Kinerja Nilai AKIP o o o
1| Akuntabilitas BKPSDM 89.02% | 98.21% 9.19%
Kinerja BKPSDM
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KEPALA BIDANG DAN SEKRETARIS
Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur
Sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN)

Anggaran dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan untuk
mendukung sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel lll. 27
Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN
Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Sasaran . , . 0
NO Strategis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
1 | Meningkatnya i A :

Kualitas E?ngéf}fgs enijatan dan Evaluasi 188,574,703 | 153,218,500 | 81.25%

Kinerja ASN
Pglaksanaan Penilaian dan Evaluasi 49,990,000 42,365,000 | 84.75%
Kinerja Aparatur
Pengelolaan Pemberian 39,285,000 | 39,285,000 | 100.00%
Penghargaan bagi Pegawai
Pembinaan Disiplin ASN 49,909,485 37,129,000 | 74.39%
ﬁgg‘gﬁgf‘” Proses lzin Perceraian 49,390,218 | 34,439,500 | 69.73%

TOTAL 188,574,703 153,218,500 | 81.25%

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN yang telah
dijelaskan sebelumnya sebesar 112,65% dengan realisasi keuangan yang
terserap sebesar 81,25% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran

sebesar 31,40% yang dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:
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Tabel 1ll. 28
Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN
Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Sasaran Indikator Persentase | Persentase _ .
e Strategis Kinerja Capaian Capaian S
Anggaran Kinerja
OPD yang
Meningkatnya memiliki ASN
1 | Kualitas Kinerja dengan rata-rata 81.25% 112.65% 31.40%
ASN kinerja minimal
Baik

Sasaran 2 (Meningkatnya Kualitas layanan kepegawaian)

Anggaran dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan untuk
mendukung sasaran Meningkatnya Kualitas layanan kepegawaian dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel IlI. 29

Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas layanan kepegawaian
Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Sasaran : : : : o
NO Strategis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
1 | Meningkatnya | Kegiatan Pengadaan,

Kualitas Pemberhentian dan Informasi 658,946,477 614,835,567 | 93.31%

layanan Kepegawaian ASN

kepegawaian
Penyusunan Rencana Kebutuhan,
Jenis dan Jumlah Jabatan untuk 14,999,844 13,376,835 | 89.18%
Pelaksanaan Pengadaan ASN
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan o
PNS dan PPPK 499,999,203 487,762,400 | 97.55%
Koordinasi P_elaksanaan Administrasi 49,999 514 44,653,200 | 89.31%
Pemberhentian
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 49,999,896 27,427,770 | 54.86%
Pengelolaan Data Kepegawaian 19,948,032 17,748,000 | 88.97%
EvaluaS|_Data, Informa5| dan Sistem 23.999.088 23.867.362 | 99.45%
Informasi Kepegawaian

TOTAL 658,946,477 614,835,567 | 93.31%
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Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas layanan kepegawaian yang
telah dijelaskan sebelumnya sebesar 109,17% dengan realisasi keuangan yang
terserap sebesar 93,31% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran
sebesar 15,86% yang dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 111. 30
Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas layanan kepegawaian
Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Sasaran Indikator Persentase | Persentase L
NO Strategis Kinerja Capaian Capaian SiEEE
Anggaran Kinerja
Meningkatnya
1 | Kualitas layanan ':gﬁks kepuasan | gq 399, 109.17% 15.86%
kepegawaian

Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur
Sasaran 1 (Meningkatnya kualitas pola penempatan ASN)

Anggaran dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan untuk
mendukung sasaran Meningkatnya kualitas pola penempatan ASN dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel Ill. 31
Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Sasaran 1
Meningkatnya kualitas pola penempatan ASN
Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Sasaran : : . o
NO Strategis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
1 | Meningkatnya | \ ogiatan Mutasi dan Promosi ASN | 723,241,698 | 247,277,400 | 34.19%
kualitas pola
ggnﬁmpata” Pengelolaan Mutasi ASN 67,875,534 36,544,400 | 53.84%
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 49,948,164 6,108,000 | 50.76%
Pengelolaan Promosi ASN 505,418,000 34,625,000 | 26.64%
Kegiatan Pengembangan 2,141,563,602 | 1,790,255,000 | 83.60%
Kompetensi ASN
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 1,141,563,602 790,255,000 | 69.23%
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Pengelolaan Pendidikan Lanjutan
ASN

1,000,000,000

1,000,000,000

100.00%

TOTAL

2,864,805,300

2,037,532,400

71.12%

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pola penempatan ASN
yang telah dijelaskan sebelumnya sebesar 17,74% dengan realisasi keuangan
yang terserap sebesar 71,12% menunjukkan adanya defisiensi penggunaan

anggaran sebesar (53,38%) yang dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Ill. 32
Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 1
Meningkatnya kualitas pola penempatan ASN
Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

NO | Sasaran Strategis Indikator Kinerja P?:rsen_tase Persen_tase Efisiensi
apaian Capaian
Anggaran Kinerja
ASN yang
Meningkatnya penempatannya
1 | kualitas pola sesuai standar 71.12% 17.74% -53.38%
penempatan ASN kompetensi
jabatannya

Sasaran 2 (Meningkatnya Kompetensi ASN)

Anggaran dan realisasi

program, kegiatan dan sub kegiatan untuk
mendukung sasaran Meningkatnya Kompetensi ASN dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel Ill. 33
Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Sasaran 2
Meningkatnya Kompetensi ASN
Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Sasaran . . . o
NO Strategis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
1 | Meningkatnya

Kompetensi

ASN

PROGRAM PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA 2B20{IS AT

2,072,524,220 | 78.89%

Kegiatan Pengembangan

Kompetensi Teknis 678,000,000

450,000,000 | 66.37%
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Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan
Pilihan bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan Pemerintahan 678,000,000 450,000,000 | 66.37%
Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan,
Pengembangan Kompetensi 1,949,045,215 | 1,622,524,220 | 83.25%
manajerial dan Fungsional

Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,

Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 1,949,045,215 | 1,622,524,220 | 83.25%
Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan

TOTAL 2,627,045,215 | 2,072,524,220 | 78.89%

Sasaran Meningkatnya Kompetensi ASN seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya memiliki dua indikator. Maka berikut ini merupakan nilai rata-rata
dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kompetensi ASN yang telah
dijelaskan sebelumnya sebesar 144,71% dengan realisasi keuangan yang
terserap sebesar 78,89% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran
sebesar 65,82% yang dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Ill. 34
Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 2
Meningkatnya Kompetensi ASN
Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Persentase | Persentase

NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Efisiensi

Capaian Capaian
Anggaran Kinerja
ASN yang memiliki
sertifikat
kompetensi
Meningkatnya manajerial

78.89% 144.71% 65.82%

Kompetensi ASN
ASN yang memiliki
sertifikat

kompetensi teknis
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Sekretaris

Anggaran dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan untuk
mendukung sasaran Kinerja Sekretaris, yaitu:
1. Sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Perencanaan)
Sasaran 2 (Meningkatnya Kualitas Pengukuran)
Sasaran 3 (Meningkatnya Kualitas Pelaporan)

Sasaran 4 (Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal)

a bk~ WD

Sasaran 5 (Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja
BKPSDM)

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel lll. 35

Anggaran dan Realisasi Program Pendukung
Sasaran Sekretariat

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Sasaran : : : . o
NO Strategis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %)
1 | Meningkatnya | pROGRAM PENUNJANG URUSAN
Kualitas PEMERINTAHAN DAERAH 9,806,906,113 | 8,729,785,852 | 89.02%
Perencanaan | KABUPATEN/ KOTA
Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, dan evaluasi 9,999,322 8,426,600 | 84.27%
Kinerja Perangkat Daerah
2 | Meningkatnya Pen
. yusunan Dokumen Perencanaan o
Kualitas Perangkat Daerah 4,999,725 4,538,800 | 90.78%
Pengukuran
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,999,597 3,887,800 | 77.76%
3 | Meningkatnya | g aqi P ;
. giatan Administrasi Keuangan o
Kualitas Perangkat Daerah 5,657,649,547 | 4,906,151,429 | 86.72%
Pelaporan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5,647,649,702 | 4,896,661,629 | 86.70%
4 | Meningkatnya
Kualitas pelaksanaan Penataysanaan dan 9,999,845 9,489,800 | 94.90%
Evaluasi 9y 9
Internal . - .
Kegiatan Administrasi 33,785,625 | 30,437,500 | 90.09%
Kepegawaian Perangkat Daerah
5 Menli_ngkatnya Pengadaan Pakaian Dinas beserta 33785 625 30.437.500 | 90 09%
Kualitas Atribut Kelengkapannya 1O el e70
Layanan
Penunjang Kegiatan Administrasi Umum
. . 0,
Kinerja Perangkat Daerah 2,928,744,967 | 2,717,424,810 | 92.78%
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BKPSDM b di K Instalasi
enyediaan Komponen Instalasi o
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12,966,382 11,250,500 | 86.77%
Penyediaan Peralatan dan 625,066,818 | 518,594,825 | 82.97%
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah 9,122.702 8,000,000 | 87.69%
Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan 99,813,371 84.989.500 | 85.15%
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi |, 17 g5 000 | 2,001,834,485 | 96.01%
dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada 2.973.694 2.755.500 | 92.66%
SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 149,711,993 134,665,000 | 89.95%
Pemerintahan Daerah
Pengadaan Mebel 49,811,993 44,665,000 | 89.67%
Pengadaan Sarana dan Prasarana
0,
Gedung Kantor atau Bangunan 99,900,000 90,000,000 90.09%
Lainnya
Kegiatan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan 651,114,480 591,799,513 | 90.89%
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, o
Sumber Daya Air dan Listrik 141,237,500 92,141,636 | 65.24%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 509,876,980 499,657,877 | 98.00%
Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan 375,900,179 340,881,000 | 90.68%
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 129,870,000 | 113,374,000 | 87.30%
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pe_mellharaan Peralatan dan Mesin 95,584.200 82.674.000 | 86.49%
Lainnya
Pemellharaan/Rehabllltas_,l Gedung 150,445,979 144,833,000 | 96.27%
Kantor dan Bangunan Lainnya
TOTAL 9,806,906,113 | 8,729,785,852 | 89.02%

Sasaran kinerja Sekretaris seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terdiri
dari 5 sasaran dengan masing-masing sasaran memiliki 1 indikator. Maka

berikut ini merupakan nilai rata-rata dari capaian kinerja sasaran yang diampu
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oleh Sekretaris seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sebesar 102,42%
dengan realisasi keuangan yang terserap sebesar 89,02% menunjukkan
adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 13,41% yang dapat dilihat

sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1ll. 36
Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran Sekretariat

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Persentase | Persentase
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian Capaian Efisiensi
Anggaran Kinerja
1 Meningkatnya Kualitas | Nilai Komponen
Perencanaan Perencanaan
> Meningkatnya Kualitas | Nilai Komponen
Pengukuran Pengukuran
3 Meningkatnya Kualitas | Nilai Komponen
Pelaporan Pelaporan 89.02% 102.42% 13.41%
Meningkatnya Kualitas | Nilai Komponen
4 . .
Evaluasi Internal Evaluasi Internal
Meningkatnya Kualitas | Hasil Survei
5 | Layanan Penunjang Pelayanan
Kinerja BKPSDM Kesekretariatan

KEPALA SUB BAGIAN

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sasaran 1 (Menyusun dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan
keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku)

realisasi

Anggaran dan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk

mendukung sasaran Menyusun dokumen perencanaan kinerja dan

perencanaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dilihat

pada tabel berikut:
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Tabel lll. 37
Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Sasaran 1
Menyusun dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

NO sSt?Z?ergins Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
Menyusun .
dokumen Kegiatan Perencanaan,
perencanaan Penganggaran, dan evaluasi 9,999,322 8,426,600 | 84.27%
kinerja dan Kinerja Perangkat Daerah
perencanaan
1 keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan
i 0
sesuali Perangkat Daerah 4,999,725 4,538,800 | 90.78%
dengan
ketentuan
yang berlaku | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,999,597 3,887,800 | 77.76%
TOTAL 9,999,322 8,426,600 | 84.27%

Capaian kinerja sasaran Menyusun dokumen perencanaan kinerja dan
perencanaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah
dijelaskan sebelumnya sebesar 100,00% dengan realisasi keuangan yang
terserap sebesar 84,27% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran

sebesar 15,73% yang dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel I1l. 38

Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 1
Menyusun dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Persentase | Persentase
NO | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian Capaian Efisiensi
Anggaran Kinerja
Menyusun dokumen | Jumlah dokumen
perencanaan kinerja | perencanaan kinerja
1 Ea” perencanaan | dankeuanganyang | gj o705 | 100.00% | 15.73%
euangan sesuai disusun sesuai
dengan ketentuan dengan ketentuan
yang berlaku yang berlaku
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Sasaran 2 (Menyusun laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai
ketentuan)

Anggaran dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan untuk
mendukung sasaran Menyusun laporan kinerja dan keuangan yang disusun
sesuai ketentuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 111. 39
Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Sasaran 2
Menyusun laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Sasaran : : . 0
NO Strategis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %

1 Menyusun
Iapo?/an Kegiatan Administrasi Keuangan 86.720¢
kinerja dan Perangkat Daerah 5,657,649,547 | 4,906,151,429 7o
keuangan
yang Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5 647649702 | 4.896.661 629 86.70%
disusun 01,059, ,696,001,
sesuai Pelaksanaan Penatausahaan dan 94.90%
ketentuan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 9,999,845 9,489,800 IR

0,

TOTAR 5,657,649,547 | 4,906,151,429 | 86-72%

Capaian kinerja sasaran Menyusun laporan kinerja dan keuangan yang
disusun sesuai ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya sebesar 100,00%
dengan realisasi keuangan yang terserap sebesar 86,72% menunjukkan
adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 13,28% yang dapat dilihat

sebagaimana pada tabel berikut:
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Tabel Ill. 40
Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 2

Menyusun laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Persentase | Persentase
NO | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian Capaian Efisiensi
Anggaran Kinerja
Jumlah laporan
Menyusun laporan kinerja dan
kinerja dan keuangan yang
1 | keuangan yang disusun sesuai 86.72% 100.00% 13.28%
disusun sesuai d K
Ketentuan engan ketentuan
yang berlaku

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Anggaran dan

realisasi

program, kegiatan dan sub kegiatan untuk

mendukung sasaran Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

yaitu:
1.
2.

3.

Sasaran 1 (Menyusun bahan RB)

Sasaran 2 (Melaksanakan

kepegawaian)

pelayanan administrasi

umum dan

Sasaran 3 (Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor)

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel lll. 41
Anggaran dan Realisasi Program Pendukung
Sasaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Sasaran : : . o
NO Strategis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %
1 Menyusun ; - .
Kegiatan Administrasi o
bahan RB Kepegawaian Perangkat Daerah 33,785,625 30,437,500 | 90.09%

Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapannya 33,785,625 30,437,500 | 90.09%

2 | Melaksanakan

pelayanan

Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah

2,928,744,967

2,717,424,810

92.78%
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administrasi b di K Instalasi

umum dan enyediaan Komponen Instalasi o

kepegawaian Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12,966,382 11,250,500 | 86.77%
Penyediaan Peralatan dan 625,066,818 | 518,504,825 | 82.97%
Perlengkapan Kantor

Melakukan .

pemeliharaan .';e”yed'aa” Peralatan Rumah 9,122,702 8,000,000 | 87.69%

angga

sarana dan

prasarana .

kantor Penyediaan Barang Cetakan dan 99,813,371 84.989.500 | 85.15%
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | , ;7g g0 000 | 2,001,834,485 | 96.01%
dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada 2.973.694 2.755.500 | 92.66%
SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 149,711,993 134,665,000 | 89.95%
Pemerintahan Daerah
Pengadaan Mebel 49,811,993 44,665,000 | 89.67%
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan 99,900,000 90,000,000 | 90.09%
Lainnya
Kegiatan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan 651,114,480 591,799,513 | 90.89%
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, o
Sumber Daya Air dan Listrik 141,237,500 92,141,636 | 65.24%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 509,876,980 499,657,877 | 98.00%
Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan 375,900,179 340,881,000 | 90.68%
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 129,870,000 | 113,374,000 | 87.30%
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pe_mellharaan Peralatan dan Mesin 95,584.200 82,674,000 | 86.49%
Lainnya
Pemellharaan/Rehabllltas_l Gedung 150,445,979 144,833,000 | 96.27%
Kantor dan Bangunan Lainnya

TOTAL 4,139,257,244 | 3,815,207,823 | 92.17%

Sasaran kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian seperti yang
telah dijelaskan sebelumnya terdiri dari 3 sasaran dengan masing-masing

sasaran memiliki 1 indikator. Maka berikut ini merupakan nilai rata-rata dari
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capaian kinerja sasaran yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sebesar 100,00%
dengan realisasi keuangan yang terserap sebesar 92,17% menunjukkan
adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 7,83% yang dapat dilihat

sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Ill. 42
Efisiensi Penggunaan Anggaran
Sasaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

Persentase | Persentase
Capaian Capaian
Anggaran Kinerja

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Efisiensi

Jumlah dokumen
1 | Menyusun bahan RB pemenuhan area
perubahan RB

Melaksanakan Jum!ah ASN yang
administrasi umum
pelayanan

administrasi umum dan kepegawaian 92.17% 100.00% 7.83%

dan kepegawaian terlayani dengan
baik

Jumlah sarana

prasarana kantor

yang terpelihara
dan dimanfaatkan

Melakukan
3 | pemeliharaan sarana
dan prasarana kantor

Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun
Anggaran 2023 yakni 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan, dan 24 (dua
puluh empat) Sub Kegiatan dengan pagu murni sebesar Rp.
11.157.302.063,00,- dan pada anggaran Perubahan 3 (tiga) Program dan 10
(sepuluh) Kegiatan dengan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan dengan
Pagu Anggaran sebesar Rp. 11.481.288.435,- dengan serapan dana APBD
sebesar Rp. 10.227.170.523,00,- atau 89,08% dengan kondisi anggaran SILPA
sebesar Rp. 1.254.117.912,00,- dengan hasil pengukuran Kinerja rata rata
capaian Kinerja Tahun 2023 sebesar 98,96%. Sedangkan Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 yakni 3 (tiga) Program,
13 (tiga belas) Kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dengan
pagu murni sebesar Rp. 15.364.749.927,00,- dan pada anggaran Perubahan 3
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(tiga) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) Sub
Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 16.146.277.808,- dengan
serapan dana APBD sebesar Rp. 13.607.896.539,- atau 84,28% dengan
kondisi anggaran SILPA sebesar Rp. 2.538.381.269,00,-. dengan hasil
pengukuran Kinerja rata rata capaian Kinerja Tahun 2024 sebesar 96,16%.
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Tabel Ill. 43

Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2023 dan 2024

Sumber Data: Rekapitulasi Mandiri

REALISASI 2023

REALISASI 2024

ANGGARAN ANGGARAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN
2023 (Rp.) KEUANGAN % 2024 (Rp.) KEUANGAN %
KEPEGAWAIAN 8,959,660,734 | 7,913,163,212 | 88.32% | 13,519,232,593 | 11,535,372,319 | 85.33%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
| | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 6,772,390,754 | 5971,943,525 | 88.18% 0,806,906,113 | 8,729,785,852 | 89.02%
IKOTA
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, 18,931,559 14,612,200 | 77.18% 9,999,322 8,426,600 | 84.27%
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. ﬁgp;’#gﬁ;tagaz‘r’;ﬁme” Perencanaan 11,567,771 9.340,600 | 80.75% 4.999,725 4.538,800 | 90.78%
2. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7,363,788 5,271,600 | 71.59% 4,999,597 3,887,800 | 77.76%
I gzgéﬁga;‘afg;“é:‘;ﬁ”as' LA 4.960,584,176 | 4,285316,302 | 86.39% 5657.649547 |  4.906,151,429 | 86.72%
3. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4,949,323,143 4,274,212,902 | 86.36% 5,647,649,702 4,896,661,629 | 86.70%
4. | Pelaksanaan Penatausahaan dan 11,261,033 11,103,400 | 98.60% 9,999,845 0,489,800 | 94.90%
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
I gg?;ﬁ;ag‘afgg‘égﬁ”as' EpEEAELE - -1 0.00% 33,785,625 30,437,500 | 90.09%
5. iﬁ?guidgggr;iﬁ)'gﬂnzg‘as beserta ] -1 0.00% 33,785,625 30.437,500 | 90.09%
IV ggg:gtha” Administrasi Umum Perangkat | 495 990 902 | 1.011,641,227 | 93.41% 2028744967 | 2.717.424.810 | 92.78%
6. | Penyediaan Komponen Instalasi 3,490,297 3,102,498 | 88.89% 12,966,382 11,250,500 | 86.77%

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
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Penyediaan Peralatan dan

0, 0,
7| Perlengkapan Kantor 292,406,921 250,048,500 | 85-51% 625,066,818 518,504,825 | 82.97%
8. .Fr’zgégg'aa” Peralatan Rumah - -1 0.00% 9,122,702 8,000,000 | 87.69%
9. Eg%ggﬁ‘ggaﬁarang Cetakan dan 14,110,684 11,195.000 | 79.34% 99,813,371 84.989.500 | 85.15%
Penyediaan Bahan/Material 10,000,000 10,000,000 | 100.00% - - 0.00%
10. g:;‘ﬁirs‘g?t:;?‘;lﬁ%pat Koordinasi 762,983,000 737,295,229 | 96.63% 2,178,802,000 | 2,091,834,485 | 96.01%
11. gﬁ';,a[t)ausahaa” Arsip Dinamis pada - -1 0.00% 2.973.694 2755500 | 92.66%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik
V | Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - - 0.00% 149,711,993 134,665,000 | 89.95%
Daerah
12. | Pengadaan Mebel - - 0.00% 49,811,993 44,665,000 | 89.67%
Pengadaan Sarana dan Prasarana
13. | Gedung Kantor atau Bangunan - - 0.00% 99,900,000 90,000,000 | 90.09%
Lainnya
Vi Eﬁ?s'ztnageprigﬁ?;aa”nng:r;?”””‘a”g 512,894,490 476,404,646 | 92.89% 651,114,480 591,799.513 | 90.89%
14, gﬁ”myt‘fgr'a[‘)"‘;y;a:ﬁ g:;”ﬂg{':ﬁs' 145 837,500 110,467,076 | 75.75% 141,237,500 92,141,636 | 65.24%
15, Egﬂty;d'aa” Jasa Pelayanan Umum 367,056,990 365,937,570 | 99.70% 509,876,980 499,657,877 | 98.00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
VIl | Daerah Penunjang Urusan 196,989,627 183,969,150 | 93.39% 375,900,179 340,881,000 | 90.68%
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
16, | Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 106,560,000 104,251,150 | 97.83% 129,870,000 113,374,000 | 87.30%

Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
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Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

17. | Lainya 31,970,000 27,618,000 | 86.39% 95,584,200 82,674,000 | 86.49%
18. Egnmt(e)'r'rggﬁ%% Zﬁggﬁ"f:ﬁ:ggdung 58,459,627 52,100,000 | 89.12% 150,445,979 144,833,000 | 96.27%
Il | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 187,269,980 | 1,941.219.687 | 88.75% 3.712,326,480 | 2,805586,467 | 75.57%
Vil 5;?'Iit%r:nﬁgg?ﬁgzzgéazﬂ?‘egeﬁ“a” 548,158,310 514,800,719 | 93.91% 658,046,477 614.835,567 | 93.31%
Penyusunan Rencana Kebutuhan,
19. | Jenis dan Jumlah Jabatan untuk 10,025,502 0312122 | 92.88% 14,999,844 13,376,835 | 89.18%
Pelaksanaan Pengadaan ASN
20. m"srﬂgﬁsg,giﬁ‘(':as"“as' Pengadaan 307,215,517 290,915,372 | 94.69% 499,999,203 487,762,400 | 97.55%
21. gggggﬁi‘r‘zgﬁksa‘”a&” Administrasi 15,236,260 14,378.825 | 94.37% 49,999 514 44653200 | 89.31%
22. | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN - - 0.00% 49,999,896 27,427,770 | 54.86%
Pengelolaan Sistem Informasi 215,681,031 200,194.400 | 92.82% ; -1 0.00%
Kepegawaian
23. | Pengelolaan Data Kepegawaian - - 0.00% 19,948,032 17,748,000 | 88.97%
24, Fn‘égllr;a:éiDKagzég”;?Vg?:rf' dan Sistem - -1 0.00% 23.999,988 23.867,362 | 99.45%
IX | Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN 449,420,093 280,506,539 | 62.42% 723,241,698 247,277,400 | 34.19%
25. | Pengelolaan Mutasi ASN 67,487,418 32,373,800 | 47.97% 67,875,534 36,544,400 | 53.84%
26. | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 180,045,355 136,105,120 | 75.59% 149,948,164 76,108,000 | 50.76%
27. | Pengelolaan Promosi ASN 201,887,320 112,027,619 | 55.49% 505,418,000 134,625,000 | 26.64%
X ig?\l'ata” Pengembangan Kompetensi 1,020,231,710 991,980,000 | 97.23% 2141,563.602 | 1,790,255.000 | 83.60%
28. | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 220,231,710 191,980,000 | 87.17% 1,141,563,602 790,255.000 | 69.23%
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Pengelolaan Pendidikan Lanjutan

29. | pen 800,000,000 800,000,000 | 100.00% 1,000,000,000 |  1,000,000,000 | 100.00%
X| f\gg'rztti': Penilaian dan EvaluasiKinerja 169,459,867 153,932,429 | 90.84% 188,574,703 153.218,500 | 81.25%
30. Eﬁ:g'r‘jzazggpaﬁfr””a'a” dan Evaluasi 144,462,438 134,710,000 | 93.25% 49,990,000 42,365,000 | 84.75%
31. ﬁgzgﬁggsgnp;arg?ggggwai - -1 0.00% 39,285,000 39,285,000 | 100.00%
32. | Pembinaan Disiplin ASN 24,997,429 19,222,429 | 76.90% 49,909,485 37,129,000 | 74.39%
33, Ezg‘gﬁgf” Proses Izin Perceraian - -1 0.00% 49,390,218 34.439500 | 69.73%
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2,521,627,701 | 2,314,007,311 | 91.77% 2,627,045215 | 2,072,524,220 | 78.89%
I ,\P/Ig’nglj;r:l Pengembangan Sumber Daya 2,521,627,701 | 2,314,007,311 | 91.77% 2,627,045215 | 2,072,524,220 | 78.89%
XIl .'?ggr']?;a” Pengembangan Kompetensi - -1 0.00% 678,000,000 450,000,000 | 66.37%
Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan
Pilihan bagi Jabatan Administrasi
34. | Penyelenggara Urusan - - 0.00% 678,000,000 450,000,000 | 66.37%
Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan,
XIlI | Pengembangan Kompetensi Manajerial 2,521,627,701 2,314,007,311 | 91.77% 1,949,045,215 1,622,524,220 | 83.25%

dan Fungsional
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Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,

35. | Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 2,521,627,701 2,314,007,311 | 91.77% 1,949,045,215 1,622,524,220 | 83.25%
Fungsional, Kepemimpinan dan
Prajabatan
11,481,288,435 | 10,227,170,523 | 89.08% 16,146,277,808 | 13,607,896,539 | 84.28%
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BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Penyelenggaraan Kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia pada Tahun 2024 merupakan Tahun ke satu dari
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia 2024-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan
partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan,
sementara itu untuk target-target yang belum dicapai perlu antisipasi dan
didukung oleh berbagai pihak

Hasil Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mencapai
tujuan RPD Kabupaten Tanah Laut, yaitu Meningkatnya Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik, ditetapkan sasaran strategis: 1) Meningkatnya
Kualitas Profesionalitas ASN dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN dan 2)
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja BKPSDM dengan indikator Nilai
AKIP BKPSDM.

Capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tanah Laut untuk sasaran strategis indikator kinerja utama
(IKU) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 pada sasaran strategis 1 telah memenuhi dan
melampaui target dan pada sasaran strategis 2 capaian masih berada di bawah
target karena berdasarkan LHE AKIP, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut masih perlu sedikit perbaikan dan

komitmen dalam manajemen kinerja.

Pada sasaran strategis 1 Meningkatnya Profesionalitas ASN dengan indikator
indeks profesionalitas ASN dengan target 61.50 terealisasi 78.53 dengan capaian
realisasi terhadap target 127.69%. Pada sasaran strategis 2 Meningkatnya Kinerja
Akuntabilitas Kinerja BKPSDM dengan indikator Nilai AKIP BKPSDM dengan target
81.00 terealisasi 79.55 dengan capaian realisasi terhadap target 98.21%. Seluruh 2
(dua) indikator tersebut didukung dengan 3 (tiga) program yang terdiri atas 13 (tiga

belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan anggaran sebesar
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Rp. 16.146.277.808,- dan realisasi sebesar Rp. 13.607.896.539,- atau tercapai
84,28%.

Sebagian besar Pelaksanaan Kegiatan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut bersifat fasilitasi
dan pelaksanaannya bergantung pada Kebijakan Instansi Pusat, Lembaga
Penyelenggaraan Diklat dan Lembaga Pembina lainnya.

Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi yang akan dilakukan guna meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di masa mendatang antara lain, yaitu:

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan ASN Berbasis Potensi Daerah
(Pertanian dan Pariwisata)

2. Pemetaan pegawai dengan manajemen talenta untuk mewujudkan
manajemen suksesi dalam implementasi merit sistem sesuai amanah
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk
itu diperlukan Assessment center

3. Bantuan biaya pendidikan untuk profesi tenaga kesehatan untuk
meningkatkan sumber daya manusia ASN

4. Pengisian jabatan-jabatan struktural/manajerial yang telah lama mengalami
kekososongan

5. Penataan ASN dalam mengisi peta jabatan yang kosong guna
meningkatkan kinerja SKPD

6. Pengembangan aplikasi pelayanan kepegawaian yang terintegrasi dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian yang mudah, tepat

waktu, dan akuntabel.
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Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut ini, diharapkan dapat
memberikan gambaran kinerja Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber
daya manusia kepada pihak-pihak terkait sebagai stakeholders ataupun pihak lain
yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun
Kabupaten Tanah Laut dan harapan kami dengan Laporan Kinerja kami ini dapat
menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan dan kinerja di masa yang akan

datang.
Pelaihari, Maret 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut
Jabatan
Plt. Sekretaris

N ~f-=§

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Zaki-¥amani, S.Pt., M.M.
Pembina Tk. | (IV/b)
NIP.19761128 199603 1 003
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Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut ini, diharapkan dapat
memberikan gambaran kinerja Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber
daya manusia kepada pihak-pihak terkait sebagai stakeholders ataupun pihak lain
yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun
Kabupaten Tanah Laut dan harapan kami dengan Laporan Kinerja kami ini dapat
menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan dan kinerja di masa yang akan
datang.

Pelaihari, Maret 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengemb Sumber Daya Manusia
’/;mg Tanah Laut
¥ ¢

/
o

‘R L
NIP9761128 199603 1 003
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Kabupaten

[Nama SKPD

Tugas

Fungsi

Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Tanah Laut

Tanah Laut

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah

a.  Penyusunan rencana kerja bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

b.  Perumusan kebijakan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

c.  Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

d.  Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

f.  Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan

g.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II




Tabel Il. 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN TANAH LAUT
¢ Penanggungjawab /
No.| Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penjelasan Rumusan Siribier Bata
IP=IP1+IP2 +IP3 + IP4
BKPSDM

Meningkatnya Kualitas
Profesionalitas ASN

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi

Bidang Mutasi dan
Pengembangan Aparatur

Indeks Profesionalitas ASN IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi

Bidang Mutasi dan
Pengembangan Aparatur

IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja

Bidang Perencanaan dan
Pembinaan Aparatur

IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin

Bidang Perencanaan dan

Pembinaan Aparatur
Meningkatnya Kinerja
2 |Akuntabilitas Kinerja Nilai AKIP BKPSDM Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM
BKPSDM
Pelaihari, Desember 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Tanah Laut,

_Pembina Tk. | (IV/b)

“ZAKI YAMANL S.Pt.. M.M.

NIP. 19761128 199603 1 003




Tabel ll. 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN TANAH LAUT
No.| Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penjelasan Rumusan Penanggunglawab /
Sumber Data
IP=IP1+ P2 +IP3+IP4
BKPSDM

Meningkatnya Kualitas
Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi

Bidang Mutasi dan
Pengembangan Aparatur

IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi

Bidang Mutasi dan
Pengembangan Aparatur

IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja

Bidang Perencanaan dan
Pembinaan Aparatur

IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin

Bidang Perencanaan dan
Pembinaan Aparatur

Meningkatnya Kinerja
Akuntabilitas Kinerja

BKPSDM

Nilai AKIP BKPSDM

Nilai Akuntabilitas Kinerja

BKPSDM

Pelaihari,

Desember 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jabatan

Paraf —

Plt. Sekretaris

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kabupaten Tanah Laut,

A ZARTYAMANL S p.. MM,

Pembina Tk. | (IV/b)

NIP. 19761128 199603 1 003




Meningkatnya tata kelola pembinaan
ASN

Indeks Sistem Merit

Meningkatnya Kualitas Profesionalitas
ASN

1P ASN

ualitas pola
enempatan ASN

g penempatannya sesuai
standar kompetensi jabatannya

Meningkatnya kualitas penyusunan
standar kompetensi jabatan

Meningkatnya kualitas pola karier ASN
% ASN yang menempati jabatan sesuai
dengan pola karie

Meningkatnya kualitas Promosi dan
mutasi

ASN yang promosi jenjar
jabatannya

Tersedianya talentpool

Jumiah dokumen talentpool

Meningkatnya kualitas perencanaan
kebutuhan ASN

[Meningkatnya kualitas penyusunan pol)

rier ASN

perencanaan kebutuhan ASN yang ASN yang sudah ditentukan pola
uai dengan formasi pengadaan Kariernya

susunnya dokumen perencanaan
N

kebutuhan Tersusunnya dokumen pola karier ASN

Jumiah dokumen proyeksi kebutuhan Jumiah dokumen pola karier ASN

si ASN

% ASN yang memiliki sertifikat

kompetensi man;

% ASN yan

Meningkatnya kualitas
melalui dik

% ASN ya

N yang telah

Tulus diklat

Meningkatnya kepesertaan ASN da
mendapatkan kesempatan diklat

% ASN yang mengikuti diklat

Tersusunnya dokumen rencana analisa
kebutuhan dikat
Jumiah dokumen rencana analisa
kebutuhan dikiat

memiliki sertifikat
kompetensitekni

Meningkatnya kualifikasi jenjang
pendidikan Tugas belajar

N yang meningkat jenjang
pendidikannya

Terlaksananya Pemberian status tugas

Jumlah dokumen pemberian status
tugas belajar

Terlaksananya pencantuman gelar ASN

Jumiah dokumen pencantuman gelar

Meningkatnya kualitas Kinerja ASN

9% OPD yang memiliki ASN dengan rata-|
ata kinerja minimal Baik

N Predikat 25
yang baik Menurunnya kasus pelan

% ASN yang memiliki kinerja minimal
baik

Meningkatnya kualitas SKP ASN
9% ASN yang men
ketentuan

Meningkatnya penyelesaian
penanganan kasus disiplin ASN

% kasus disiplin ASN yang diselesaikan

Terl lbinaan ASN

sananya pem! pemberian punishment
terhadap kinerja

disiplin ASN

Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan Jumlah ASN yang diberikan punishment

Terlaksananya dialog kinerja ASN
% OPD yang melaksanakan dialog
Kinerja sesuai ketentuan

Meningkatnya kualitas penyusunan

erjanjian Kinerja

Terlaksananya pemberian Reward

Jumiah ASN yang mendapatkan reward

iggaran Disiplin

Jumiah kasus disiplin ASN

Meningkatnya Pembinaan disiplin ASN

Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan

Meningkatnya kualitas layanan
k vaian

Indeks kepuasan ASN

Meningkatnya kualitas sistem informasi
layanan kepegawaian

yang terintegrasi

% akurasi data kepegawaian yang valid

Meningkatnya kualitas database
i an software

yang lengkap

Terlaksananya update data pegawai

Jumiah rekon data yang dilaksanakan

Meningkatnya kualitas jaringan, server
d

Meringatryakultas SoM pengel Tl
sistem informasi layanan kepegawaian cpegawalan
R ———

kondisi baik

% pengelola sistem yang bersertifikasi

Terlaksananya pembangunan dan rehab)

Terlaksananya diklat peningk:
e na layanan kepegawaiar

petensi pengembang
Jumlah sarana layanan kepegawalan

jumiah pengembang yang bersertifikasi
yang dibangun dan direhab

Terlaksananya pembinaan opet
sistem informasi layanan kepeg:

Jumlah ASN yang dilatih

Kepala Badan Kepagawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut

ani, 5 Pt M.E_
Pembina Tk. |7 (1)
MIP. 15761128 1996032 1 003
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LAUT

PERJANJIAN
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KABUPATEN TANAH LAUT
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PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

JI. A. Syairani No. 18 Pelaihari 71314 Telp.(0512) 21043 Fax. (0512) 21315

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaki Yamani, S.Pt., M.M.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : SYAMSIR RAHMAN
Jabatan : Penjabat Bupati Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Oktober 2024
Pj. Bupati Tanah Laut Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut

)

= Y ___—
AMSIR RAHMAN Zaki Yamani, S.Pt., M.M.
PembinaTk.I1/IVDb
NIP. 19761128 199603 1 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN TANAH LAUT

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 &
A. |KINERJA UTAMA
1. |Meningkatnya Profesicnalitas ASN 1. |indeks Profesionalitas ASN 61,50
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas T
2, Kinerja BKPSDM 2. |Nilai AKIP BKPSDM 81
NO PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
9,806,906,113
PENUNJANG URUSAN I
| |PEMERINTAHAN DAERAH T
P
KABUPATEN/KOTA g::::anaan, enganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 9,099,322
Sub Kegiatan: S
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4,999,725
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,999,597
i
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,657,649,547
Sub Kegiatan: ] ]
1. Penyediaan Gajl dan Tunjangan ASN 5,647,649,702
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 9,999 845
Keuangan SKPD
{]]
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33,785,625
Sub Kegiatan:
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 33,785,625
v
Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,928,744,967
Sub Kegiatan: o o
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
" Bangunan Kantor 12,966,382
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 626,066,818
3. Penyediaan Peralatan RumahTangga 9,122,702
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 99,813,371
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2,178,802,000
6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2,973,694
v Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 149,711,993
Sub Kegiatan: -
1. Pengadaan Mebei 49,811,993
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 99,900,000

" Bangunan Lainnya




NO PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ANGGARAN {Rp)
Vi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 651,114,480
Sub Kegiatan: - o
1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 141,237,500
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 500,876,980
v Pemelih B Mitik D hP j U
emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 375,900,179
Sub Kegiatan: o
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 129.870 000
" dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanat atau Lapangan B
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 95,584,200
3 Pe_meliharaanIRehabiIitasi Gedung Kantor dan Bangunan 150,445,979
Lainnya
3,712,326,480
{ |KEPEGAWAIAN DAERAH Vil ]
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 658,946,477
Sub Kegiatan:
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan
" untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 14,999,844
2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 499,999,203
3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 49,999,514
4, Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 49,999,806
5. Pengelolaan Data Kepegawaian 19,948,032
6. Evaluasi Data, Informasi dan Sistemn Informasi Kepegawaian 23,999,988
X |Mutasi dan Promosi ASN 723,241,698
Sub Kegiatan: i o
1. Pengelolaan Mutasi ASN 67,875,534
2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 149,948,164
3. Pengelotaan Promosi ASN 505,418,000
X Pengembangan Kompetensi ASN 2,141,563,602
Sub Kegiatan:
1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 1,141 563,602
2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 1,000,000,000
X! | penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 188,574,703
Sub Kegiatan: ] |
1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaiuasi Kinerja Aparatur 49,950,000
2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 39,285,000
3. Pembinaan Disiplin ASN 49,909,485
4. Pelayanan Proses lzin Perceraian Pegawai 49,390,218




NO PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
Il |PENGEMBANGAN SUMBER 2,627,045,215
DAYA MANUSIA Xl
Pengembangan Kompetensi Teknis 678,000,000
Sub Kegiatan: N S
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi
L Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat 578,900,000
Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
meertiﬁkaiKleba P ba K tensi
si, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi 1,949,045,215

Manajerial dan Fungsional

§up Ke_giatan:

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan
1. Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Prajabatan

1,949,045,215

PJ. BUPATI TAN

Y RAHMAN

Pelaihari, 01 Oktober 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut

amani, S.Pt. M.M.
Pembina Tk. I /IVb
NIP. 19761128 199603 1 003




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA
(PK)

SEKRETARIS

TA 2024
BKPSDM

Kabupaten Tanah Laut




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

JI. A. Syairani No. 18 Pelaihari 71314 Telp.(0512) 21043 Fax. (0512) 21315

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Tri Atmaja, SH
Jabatan : Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Zaki Yamani, S.Pt., M.M.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Oktober 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Plt. Sekretaris
Kabupaten Tanah Laut

D

———
Zaki Yamani, S.Pt., M.M. Fajar Tri Atmaja, SH
Pembina Tk.I/IVDb Pembina / IV a

NIP. 19761128 199603 1 003 NIP. 19810131 200803 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN TANAH LAUT

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
A. |KINERJA UTAMA
Meningkatnya Kualitas - .
1. Perencanaan 1 Nilai Komponen Perencanaan 24 Nilai
Meningkatnya Kualitas I _
2 Pengukuran 2 [Nilai Komponen Pengukuran 24 Nilai
Meningkatnya Kualitas . -
3 Petaporan 3 [Nilai Komponen Pelaporan 12 Nilai
4. Meningkatnya Kualitas Evaluasi 4 [Nilai Komponen Evaluasi Internal 20 Nilai
Internal
Meningkatnya Kualitas Layanan . . ; .
S, Penunjang Kinerja BKPSDM 5 |Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan 86 Nilai
NO PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN AN‘::SRA”
9,806,906,113
PENUNJANG URUSAN
i |PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 0.999.322
KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah 999,
| |Sub Kegiatan:
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4,899725
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,999 597
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,657,649,547

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

5,647,649,702

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

" Keuangan SKPD 9,999,845
I |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33,785,625
Sub Kegiatan:

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 33,785,625
Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,928,744,967
Sub Kegiatan:

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12,966,382

Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 625,066,818
Vs Penyediaan Peralatan RumahTangga 9,122,702
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 99,813,371

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kensultasi SKPD

2,178,802,000

6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

2,973,694




NO PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN A”‘:SQRAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 149,711,993
Sub Kegiatan:
Vv
1. Pengadaan Mebel 49,811,993
: Pengadaan S.arana dan Prasarana Gedung Kantor atau 99,900,000
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 651,114,480
Sub Kegiatan:
Vi
1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 141,237,500
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 509,876,980
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 375,900,179
Sub Kegiatan:
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
vii | 1. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau 129,870,000
Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 95,584,200
. e . kiA_I
. Pe_mehharaanfRehabrlntasa Gedung Kantor dan Bangunan 150,445,979
Lainnya
Pelaihari, 01 Oktober 2024
Kepala Badan Kepegawaian Plt. Sekretaris

dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Za ani, 5.Pt. M.

Fajar Tri Atmaja, SH

i i
Pembina Tk. I /IV b Pembina/IV a
NIP. 19761128 199603 1 003 NIP. 19810131 200803 1 001
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PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

JI. A. Syairani No. 18 Pelaihari 71314 Telp.(0512) 21043 Fax. (0512) 21315

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alimunansyah, S.Kom
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Fajar Tri Atmaja, SH
Jabatan : Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Oktober 2024

Plt. Sekretaris Kepala Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan

Fajar Tri Atmaja, SH
Pembina / IV a Penata Tk. I/ 1III d

NIP. 19810131 200803 1 001 NIP. 19760917 200803 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN TANAH LAUT

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
A. |KINERJA UTAMA
1. |Menyusun dokumen perencanaan
kinerja dan perencanaan 4 [Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang 7 Dok
keuangan sesuai dengan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku SERDER
ketentuan yang berlaku
2. |Menyusun laporan kinerja dan o . )
keuangan yang disusun sesuai 2 Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai 5 Dokumen
ketentuan dengan ketentuan yang berlaku
NO PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
5,667,648,869
PENUNJANG URUSAN
! :i:E'::!ergT[;AERAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 9.999 322
u Perangkat Daerah S
| 7Sub Kegiatan: B B
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4,999,725
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,999,597
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,657,649,547
Sub Kegiatan: ) o - -
Il 1 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5,647,649,702
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 9,999,845
Keuangan SKPD
Pelaihari, 01 Oktober 2024
Pit. Sekretaris Kepala Sub Bagian

T

Fajar Tri Atmaja, SH

Pembina / IV a
NIP. 19810131 200803 1 001

Perencanaan dan Keuangan

Pdnata Tk. | /Il d
NIP. 19760917 200803 1 002




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

@

PERJANJIAN KINERJA
(PK)

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TA 2024
BKPSDM

Kabupaten Tanah Laut
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PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

JI. A. Syairani No. 18 Pelaihari 71314 Telp.(0512) 21043 Fax. (0512) 21315

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noor Hidayah, A.Md
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Fajar Tri Atmaja, SH
Jabatan : Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Oktober 2024

Plt. Sekretaris Kepala Syb Bagian

Umum d epegawaian

Fajar Tri Atmaja, SH
Pembina / IV a Penata / III
NIP. 19810131 200803 1 001 NIP. 19831205 200501 2 007




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN TANAH LAUT

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
A. |KINERJA UTAMA
1. |Menyusun bahan RB 1. [Jumlah dokumen pemenuhan area perubahan RB 0 Dokumen
P Melaksanakan pelayanan 2 Jumlah ASN yang administrasi umum dan kepegawaian terlayani 350
" |administrasi umum dan kepegawaian| < [dengan baik fang
3 Melakukan pemeliharaan sarana dan 3 Jumlah sarana prasarana kantor yang terpelihara dan 1675 Unit
" |prasarana kantor " |dimanfaatkan n
NO PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
I 4,139,257,244
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH s : ;
| |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33,785,62
KABUPATEN/KOTA peg ¢ 86,625
Sub Kegiatan: e S
1. Pengadaan Pakaian Dinas beseria Atribut Kelengkapannya 33,785,625
Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,928,744 967
SubKegiatan: ]
_ Penyediaan Komponen Instatasi Listrik/Penerangan 12,966,382
Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 625,066,818
I 3. Penyediaan Peralatan RumahTangga 9,122,702
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 99,813,371

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2,178,802,000

6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2,973,694
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 149,711,993
Sul{fggiatan: |
th 1. Pengadaan Mebel 49,811,993
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 99,900,000

* Bangunan Lainnya




NO PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 651,114,480
Sub Kegiatan:
v - o .
1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 141,237,500
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 509,876,980
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 378,000,179
Siul:v Kegiatan: o
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 129 870.000
Vv " dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan e
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 95,584,200
_ Pe_meiiharaaanehabuttam Gedung Kantor dan Bangunan 150,445,979
Lainnya
Pelaihari, 01 Oktober 2024
Pit. Sekretaris

P

Fajar Tri Atmaja, SH
Pembina/IV a
NIP. 19810131 200803 1 001

Penata / lll ¢
NIP. 19831205 200501 2 007




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT
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PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

JI. A. Syairani No. 18 Pelaihari 71314 Telp.(0512) 21043 Fax. (0512) 21315

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Tri Atmaja, SH

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Zaki Yamani, S.Pt., M.M.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Oktober 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan Kepala Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia Mutasi dan Pengembangan Aparatur
Kabupaten Tanah Laut

e —

Z_éki Yamani, S.Pt., M.M. Fajar Tri Atmaja, SH
Pembina Tk.I/IVDb Pembina / IV a

NIP. 19761128 199603 1 003 NIP. 19810131 200803 1 001




BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KABUPATEN TANAH LAUT

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
A. |KINERJA UTAMA
1 Meningkatnya kualitas pola 1 ASN yang penempatannya sesuai standar kompetensi 399
" |penempatan ASN " |jabatannya %
2. |ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial 48%
2. |Meningkatnya Kompetensi ASN
3. |ASN yang memiliki sertifikat kompetensi teknis 31%
NO PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN AN‘?&;RA“
| |KEPEGAWAIAN DAERAH 2,864,805,300
I' |Mutasi dan Promosi ASN 723,241,698
Sub Kegiatan:
1. Pengelolaan Mutasi ASN 67,875,534
2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 149,948,164
3. Pengelolaan Promosi ASN 505,418,000
n Pengembangan Kompetensi ASN 2,141,563,602
Sub Kegiatan:
1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 1,141 563,602
2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 1,000,000,000
I |PENGEMBANGAN SUMBER 2,627,045,215
DAYA MANUSIA m
Pengembangan Kompetensi Teknis 678,000,000
Sub Kegiatan: B B
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi
1. Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat 68,800,000
Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
N Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi
, G, renl 9 o 1,949,045,215
Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan: B - B
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi
1. Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 1,949,045,215

Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Zaki Yamani, S.Pt. M.M.
Pembina Tk. 1/ IV b
NIP. 19761128 199603 1 003

Pelaihari, 01 Oktober 2024

Kepala Bidang
Mutasi dan Pengembangan Aparatur

___‘<ﬂ———-

Fajar Tri Atmaja, SH
Pembina / IV a
NIP. 19810131 200803 1 001



TANAH LAUT
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PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

JI. A. Syairani No. 18 Pelaihari 71314 Telp.(0512) 21043 Fax. (0512) 21315

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendro Cahyoko, SE, M.A.P
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Zaki Yamani, S.Pt., M.M.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tanah Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Oktober 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Kepala Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perencanaan dan Pembinaan Aparatur
Kabupaten Tanah Laut

e
Zaki Yamani, S.Pt., M.M. Hendro Cahyoko, SE, M.A.P
Pembina Tk.I/IVb Pembina / IV a

NIP. 19761128 199603 1 003 NIP. 19730216 200604 1 003



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KABUPATEN TANAH LAUT

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
A. |KINERJA UTAMA
1. :ﬁsegmgkaMya N 1. |OPD yang memiliki ASN dengan rata-rata kinerja minimal Baik 80%
> Memngka@ya kualitas layanan 5 Indeks kepuasan ASN 90 Nilai
kepegawaian
NO PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
847,521,180
| |KEPEGAWAIAN DAERAH 1
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 658,946,477
Sub Kegiatan:
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan
1
% untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 4,550,644
2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 499,999,203
3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 49,999,514
4. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 49,999 896
5. Pengelolaan Data Kepegawaian 19,948,032
6. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 23,999,988
| penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 188,574,703
Sub Kegiatan:
1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 49,990,000
2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 39,285,000
3. Pembinaan Disiplin ASN 49,909,485
4. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 49,390,218

Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

ni, S.Pt. M.M.

Pembina Tk. | / IV b
NIP. 19761128 199603 1 003

Pelaihari, 01 Oktober 2024

Kepala Bidang
Perencanaan dan Pembinaan Aparatur

.

A/

Hendro Cahyoko, SE, M.A.P
Pembina / IV a
NIP. 19730216 200604 1 003




CAPAIAN KINERJA MARET (JANUARI - MARET)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2024
TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 4 5 6 7=(5/4) 8 9 10= (8/5)
KEPEGAWAIAN 12,917,704,712 34.47% | Rp 3,096,675,246 | Rp 9,821,029,466 | 23.97%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
I |PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 9,768,525,288 47.83% | Rp 1,970,706,919 | Rp 7,797,818,369 | 20.17%
/KOTA
Kegiatan Perencanaan,
I |Penganggaran, dan Evaluasi Rp 9,999,322 28.33% | Rp 1,340,000 | Rp 8,659,322 | 13.40%
Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Penyusunan Dokumen Perencanaan ENANERNY Xy TNy
1. P Y |Perencanaan Perangkat 6 Dok Rp 4,999,725 1 Dok 16.67% | Rp 1,340,000 | Rp 3,659,725 26.80%
erangkat Daerah
Daerah
Jumiah Laporan Evaluasi
2. |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |Kinerja Perangkat 5 Lap Rp 4,999,597 2 Lap 40.00% Rp 4,999,597 0.00%
Daerah
iatan Administrasi Keuangan
11 :f_nght ik e Rp  6,293,559,762 32.50% | Rp 1,117,789,967 | Rp 5,175,769,795 | 17.76%
Sub Kegiatan :
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumiah Orang yang Orang / Orang /
3 Menerima Gaji dan 37 Rp 6,283,559,917 37 25.00% | Rp 1,111,220,567 | Rp 5,172,339,350 17.68%
ASN Z bulan bulan
Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan ;::;:u[:::::;egan
4. |Pengujian/Verifikasi Keuangan » . ‘ 5 Dok Rp 9,999,845 2 Dok 40.00% Rp 6,569,400 | Rp 3,430,445 65.70%
SKPD Pengujian / Verifikasi
Keuangan SKPD
Kegiatan Administrasi
III Kepegawaian Perangkat D I Rp 33,785,625 100.00% | Rp 30,437,500 | Rp 3,348,125 | 90.09%




REALISASI FISIK RE ANG.
PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA 'I]':‘REC;EJ: ANGGARAN 2024 (Rp.) e ads o
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
2 3 4 5 6 7=(6/4) 8 9 10= (8/5
Sub Kegiatan : —
g < Jumlah Paket Pakaian
Pengadaan Pakaian Dinas beserta 7 ;
5; Atribut Kelengkapannya Dinas beserta Atribut 50 Paket | Rp 33,785,625 50 Paket 100.00% 30,437,500 | Rp 3,348,125 | 90.09%
Kelengkapan
Kegiatan Administrasi Umum
11 | perangkat Daerah Rp 2,233,728,867 42.13% 551,065,621 | Rp 1,682,663,246 | 24.67%
Sub Kegiatan :
Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi
6. |Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan 1 Paket | Rp 12,566,382 0 Paket 0.00% Rp 12,966,382 0.00%
Kantor Bangunan Kantor yang e '
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan dan
7. dan Perlengkapan 9 Pake: | Rp 630,050,718 7 Paket 77.78% 148,215,000 481,835,718 | 23.52%
Perlengkapan Kantor Kertor yang Disschakin Rp /835, A
Jumiah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan Rumah
8. Tangga Rurna‘h Tangga yang 2 Paket | Rp 9,122,702 2 Paket 100.00% 8,000,000 | Rp 1,122,702
Disediakan
Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang Cetakan dan  |Cetakan dan
9 |penggandaan Penggandaan yang 2 P | Rp 95,813,371 1 Paket | 50.00% 1,714,000 | Rp 98,099,371 | 1.72%
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi |Penyelenggaraan Rapat
10. dan Konsultasi SKPD Koardias) dan 12 Lap Rp 1,478,602,000 3 Lap 25.00% 393,136,621 | Rp 1,085,665,379 | 26.58%
Konsultasi SKPD
PR : Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip Dinamis pada ;
11. SKPD Pgnatausahaan Arsip 1 Dok | Rp 2,873,694 0 Dok 0.00% Rp 2,973,694 0.00%
Dinamis pada SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik
IV |Daerah Penunjang Urusan Rp 149,711,993 75.00% 74,665,000 75 99
Pemerintah Daerah 4, Rp /046,993 | 49.87%




REALISASI FISIK

REALISASI KEUANGAN

No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA IIIA:EHJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 F1 3 4 < 6 7=(6/4) 8 9 10= (8/5)
Sub Kegiatan :
Jumlah Paket Mebel ) )
12. |Pengadaan Mebel yang Disadiakan 57 Unit | Rp 49,811,993 57 Unit 100.00% 44,665,000 5,146,993 | 89.67%
Pengadaan Sarana dan Prasarana ';Lr‘;:::ang e‘_‘?:z;a o
13 f:r'.l‘ung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan 2 Unit Rp 99,500,000 i | Unit 50.00% 30,000,000 69,900,000 30.03%
Y Lainnya yang Disediakan
Kegiatan Penyediaan Jasa
Penun.{ulg Urusan Pemerintahan Rp 684,114,480 25.00% 157,539,031 526,575,449 | 23.03%
Daera
Sub Kegiatan :
Jumlah Laporan
A ) Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, A
14, ; w Komunikasi, Sumber 12 Lap |Rp 141,237,500 3 Lap 25.00% 18,434,466 122,803,034 9
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang /803, 13.05%
Disadiakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum |Pernyediaan Jasa
15. | e antor Pelayanan Umum Kantor| 12 | 2P |RP 542,876,980 | 3 Lap 25,00% 139,104,565 403,772,415 | 25.62%
yang Disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Rp 363,625,239 31.88% 37,869,800 325,755
Pemerintahan Daerah bl = g
Sub Kegiatan :
Jumlah Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Operasional atau
Biaya Pemeliharaan, Pajak, can Lapangan yang - p
18. | perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan 15 | Uex | Rp 129,870,000 [ 6 Unit | 40.00% 18,336,800 111,533,200 | 14.12%
Operzsional atau Lapangan dibayarkan Pajak dan
Perzinannya
" . |Jumlah Peralatan dan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin i . -
17. | ainnya ll;d:le)sélrithaa:nva yang 71 Unit | Rp 95,584,200 4 Unit 5.63% 700,000 94,884,200 [ 0.73%




TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
H? PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 4 5 6 7=(6/4) [] 9 10= (8/5)
Jumlah Gedung Kantor
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung |dan Bangunan Lainnya : .
18 |kantor dan Bangunan Lainnya  |yang = | ‘Bt {[Ap 138,171,039 | 1| Unit | 50.00% |Rp 18,833,000 | Rp 119,338,039 | 1363%
Dipelihara/Direhabilitasi
II |PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Rp 3,149,179,424 21.11% | Rp 1,125,968,327 | Rp 2,023,211,097 | 35.75%
Kegiatan Pengadaan,
V1 |Pemberhentian dan Informasi Rp 658,947,421 12.50% | Rp 154,227,427 | Rp 504,719,994 | 23.41%
Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan :
Jumiah Dokumen Hasil
Penyusunan Rencana Kebutuhan, E:;ms:::" 32?1?:2;:
19. |Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Jumiah ]at;atan untuk 1 Dok Rp 14,999,908 0 Dok 0.00% Rp 7,693,635 | Rp 7,306,273 | 51.29%
Pelaksanaan Pengadaan ASN
Pelaksanaan Pengadaan
ASN
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Koordinasi dan
20- | pengadaan PNS dan PPPK Fasiitas Pengadaan PNs| © | D0k [ RP 499,999,977 | 0 Dok | 0.00% |Rp 102,259,200 | Rp 397,740,777 | 20.45%
dan PPFK
Jumlah Dokumen Hasil
N iatan Koordinasi
Koordinasi Pelaksanaan Kegi
21 | Administrasi Pemberhentian PSS A E e R 49,999,620 | 50 | Dok | 25.00% |Rp 32,931,200 | Rp 17,068,420 | 65.86%
Administrasi
Pemberhentian
22. |Fasilitasi Lembaga Profesi AN |7umiah Lembaga Profesi | {0 oo | Rp 49,9998% | 0 |Lembaga| 0.009
3 9 ASN yarg Difasilitasi 9 /999, mbaga| 0.00% | Rp 3,447,000 | Rp 46,552,89 | 6.89%
Jumlah Dokumen Hasil
23. |Pengelolaan Data Kepegawaian Pengelolaan Data 4 Dok Rp 15,948,032 2 Dok 50.00% | Rp 6,364,800 | Rp 13,583,232 | 31.91%
Kepegawaian
Jumlah Laporan Hasil
Evaluasi Data, Informasi dan Evaluasi Data, Informasi
24 ISistem Informasi Kepegawaian  |dan Sistem Informasi ! lap: |} PP 23,999,968 0 Lap 0.00% | Rp 1,531,592 | Rp 22,468,396 | 6.38%
Kepegawaian




TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
2 3 5 3 7=(6/4) 8 9 10= (8/5)
VII |Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Rp 544,823,698 11.11% | Rp 40,577,400 | Rp 504,246,298 | 7.45%
Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Mutasi
Jabatan Pimpinan
25. |Pengelolaan Mutasi ASN Tinggi, Jabatan 2 Dok | Rp 67,875,534 0 Dok 0.00% | Rp 6,419,400 | Rp 61,456,134 | 9.46%
Administrasi, Jabatan
Pelaksana dan Mutasi
ASN antar Daerah
Jumlah Pengelolaan
26. |Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Kenaikan Pangkat ASN 6 Dok Rp 149,948,164 2 Dok 33.33% | Rp 34,158,000 | Rp 115,790,164 | 22.78%
Jumlah Dokumen Hasil
27. |Pengelolaan Promosi ASN Pengelolaan Promosi 3 Dok Rp 327,000,000 0 Dok 0.00% Rp 327,000,000 0.00%
ASN
Kegiatan ngan
vix Pengemba Rp 1,756,833,602 45.00% | Rp 900,000,000 | Rp 856,833,602 | 51.23%
Sub Kegiatan :
28. |Peningkatan Kapasitas Kinarja ASN [24Mah ASN yang 75 | orang |Rp 316833602| O | Orang | 0.00% 316,833,602 | 0.00%
Meningkat Kapasitasnya e ’ Re reN '
i Jumlah ASN yang
29, i;‘;‘ge""aa“ Pendidikan Lanjutan |\ dapatkan Pendidikan| 10 | Orang | Rp 1,440,000000 | 9 | Orang | 90.00% | Rp 900,000,000 | Rp 540,000,000 | 62.50%
Lanjutan
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi
o Kinerja Aparatur Rp 188,574,703 15.83% | Rp 31,163,500 | Rp 157,411,203 | 16.53%
Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi |Pelaksanaan Penilaian
* |Kinerja Aparatur dan Evaluasi Kinerja ! Bok I ke 49,990,000 | 0 Dok | 000% |Rp 2,475,000 | Rp 47,515,000 |  4.95%
Aparatur




TARGET REALISASI FISIK REALISAS]I KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA 9% KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 5 6 7=(6/4) B 9 10= (8/5)
Pengelolaan Pemberian Jumlah ASN yang 3 5
31, Penghargaan bagi Pegawal Diberikan Penghargaan 9 Orang | Rp 39,285,000 0 Orang 0.00% Rp 39,285,000 0.00%
Jumizh ASN yang
32. |Pembinaan Disiplin ASN Mendapatkan Pembinaan| 6 Orang | Rp 49,909,485 3 Orang 50.00% Rp 25,049,000 | Rp 24,860,485 50.19%
Kedisiplinan
' Jumiah Dokumen Proses
33, Pe""’:gf'” Proses 1zin Perceraian |1, in perceraian Pegawai | 15 | Dok | Rp 49,390,218 | 2 Dok | 13.33% | Rp 3,639,500 | Rp 45,750,718 |  7.37%
Poge yang Dilayani
|PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Rp 2,447/045,215 30.35% | Rp 559,709,000 | Rp 1,887,336,215| 22.87%
m M' S EpAgnaDanes Sunmou Dy Rp  2,447,045,215 30.35% | Rp 559,709,000 | Rp 1,887,336,215 | 22.87%
Kegiatan Pengembangan
X Kompetensi Teknis Rp 498,000,000 53.01% | Rp 255,000,000 | Rp 243,000,000 | 51.20%
Sub Kegiatan :
Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Int,
dan Pilihan bagi Jabatan ::I’emn'alzu‘:‘js"' yang
34. |Administrasi Penyelenggara Urusan 9 83 Orang | Rp 498,000,000 44 Orang 53.01% Rp 255,000,000 | Rp 243,000,000 51.20%
) Pengembangan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat ¥omostensl
Daerah Penunjang, dan Urusan P
Pemerintahan Umum
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan,
X |Pengembangan Kompetensi Rp 1,949,045,215 7.69% Rp 304,709,000 | Rp 1,644,336,215 | 15.63%
Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan :




TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
N FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 4 5 6 7=(5/4) 8 9 10= (8/5)
Jumlah Laporan Hasil
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pengembangan Pengembar:ngan :
e Kompetensi bagi
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Pimpinan Daerah
35. |Jabatan Pimpinan Tingg, Jabatan JabaF:an il 13 lap |Rp 1,949,045,215 | 1 Lap 7.69% | Rp 304,709,000 | Rp 1,644,336,215 | 15.63%
Fungsional, Kepemimpinan dan Tinaai Jabatgn
Prajabatan 99’
Fungsional,
Kepemimpinan dan
Prajabatan
Rp 15,364,749,927 3241% | Rp 3,656,384,246 | Rp 11,708,365,681 | 23.80%

Pit. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

~Kabupaten Tanah Laut

o KA
pn A4

)

Pelaihari, 01 April 2024




TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 4 5 6 7=(6/4) 8 9 10= (8/5)
Jumlah Laporan Hasil
Penyelanggaraan
Penyelenggaraan Pengembangan Pengemban_gan )
r—— Kompetensi bagi
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Pimpinan Daerah
35. |Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan P T 13 Lap Rp 1,948,045,215 1 Lap 7.69% Rp 304,709,000 | Rp 1,644,336,215 15.63%
; ol Jabatan Pimpinan 171 /044,336, .
Fungsional, Kepemimpinan dan "
Pt Tinggi, Jabatan
rajabatan h
Fungsional,
Kepemmpinan dan
Prgjabatan
Rp  15,364,749,927 32.41% | Rp 3,656,384,246 | Rp 11,708,365,681 | 23.80%
Pelaihari, 01 April 2024
Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
/”ﬁlghspgun Tanah Laut
] AR K45
Jabatan Paraf \q\‘\ 5(/ \\“
Sekretaris ﬂ AN

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

L/ (Iv/b)
129499303 1008

e




CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II (JANUARI - JUNI)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2024
TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 4 B ] 7=(6/4) 8 3 10= (8/5)
KEPEGAWAIAN Rp 12,917,704,712 51.89% | Rp 6,118,202,957 | Rp 6,799,501,755 | 47.36%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
I |PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN Rp 9,768,525,288 65.63% | Rp 4,650,884,630 | Rp 5,117,640,658 | 47.61%
/KOTA
Kegiatan Perencanaan,
I |Penganggaran, dan Evaluasi Rp 9,999,322 36.67% | Rp 5,227,800 | Rp 4,771,522 | 52.28%
Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Pen an Dokumen Perencanaan duimay Dorumen
s e Perencanaan Perangkat | 6 Dok | Rp 4,999,725 | 2 Dok 33.33% |Rp 1,340,000 | Rp 3,656,725 | 26.80%
Perangkat Daerah )
aerah
Jumlah Laporan Evaluasi
2. |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |Kinerja Perangkat 5 Lap Rp 4,999,597 2 Lap 40.00% | Rp 3,887,800 | Rp 1,111,797 77.76%
Daerah
Kegiatan Administrasi Keuangan
I | perangkat Daerah Rp  6,293,559,762 55.00% | Rp 2,499,462,811 | Rp 3,794,096,951 | 39.719%
Sub Kegiatan :
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumiah Orang yang Orang / Orang /
3. Menerima Gaji dan 37 Rp 6,283,559,917 37 50.00% Rp 2,491,393,411 | Rp 3,792,166,506 39.65%
ASN . bulan bulan
Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan ;Z?EUE:::;ESM
4. |Pengujian/Verifikasi Keuangan = o 5 Dok Rp 9,999,845 3 Dok 60.00% Rp 8,069,400 | Rp 1,930,445 | 80.70%
SKPD Pengujian [ Verifikasi
Keuangan SKPD
Kegiatan Administrasi
I | awaian Perangkat Daerah Rp 33,785,625 100.00% | Rp 30,437,500 | Rp 3,348,125 | 90.09%




TARGET REALISASI FISIK REALISASTI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJ ANGGARAN 2024 (Rp.)
NERJA FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 a 5 3 7=(6/4) 8 9 10= (8/5)
Sub Kegiatan :
. ; Jumlah Paket Pakaian
5, [Pengadaan Pakaian Dinas beserta |y o\ ocorta Atribut 50 | paket |Rp 33785625 | 50 | Paket | 100.00% | Rp 30,437,500 | Rp 3,348,125 | 90.09%
Atribut Kelengkapannya
Kelengkapan
Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah Rp 2,233,728,867 50.00% | Rp 1,610,468,374 | Rp 623,260,493 | 72.10%
Sub Kegiatan :
Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi
6. |Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan 1 Paket | Rp 12,966,382 0 Paket 0.00% Rp 12,966,382 0.00%
Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
" Jumlah Paket Peralatan
7 [ PR G dan Perlengkapan o | paket |Rp 630,050,718 | 9 | Paket | 100.00% |Rp 475,384,075 | Ro 154,666,643 |  75.45%
engkapan Kantor e
Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah i
8. Y Rumah Tangga yang 2 Paket | Rp 9,122,702 2 Paket 100.00% | Rp 8,000,000 | Rp 1,122,702
Tangga :
Disediakan
Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang Cetakan dan  |Cetakan dan i o
9. Penggandaan Penggandaan yang 2 Paket | Rp 99,813,371 1 Paket 50.00% Rp 37,336,800 | Rp 62,476,571 37.41%
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi |Penyelenggaraan Rapat 6
10. |4 Konsultasi SKPD Koordinasi dan 12 Lap |[Rp 1,478,802,000 6 Lap 50.00% | Rp 1,089,747,499 | Rp 389,054,501 | 73.59%
Konsultasi SKPD
: g Jumlah Dokumen
11. ?Kganta““haa” Arsip Dinamis pada (oo atausahaan Arsip 1 Dok | Rp 2973694 | 0 Dok | 0.00% Ro 2,973,694 | 0.00%
Dinamis pada SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Rp 149,711,993 100.00% | Rp 134,665,000 | Rp 15,046,993 | 89.95%
Pemerintah Daerah




TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.) / KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 3 5 3 7=(6/4) 8 9 10= (8/5)
Sub Kegiatan :
Jumlah Paket Mebel 7
Unit 100.00% 44,665,000 | Rp 5,146,993 | 89.67%
12. |Pengadaan Mebel yang Diseciakan 57 Unit | Rp 49,811,993 57 n Rp '
Pengadaan Sarana dan Prasarana ;‘:;nsf;r:;"ges:{::"a den .
13, |Gedung Kantor atau Bangunan g 2 Unit Rp 99,900,000 2 Unit 100.00% | Rp 90,000,000 | Rp 9,900,000 | 90.09%
Lalnnve Kantor atau Bangunan
Y Lainnya yang Disediakan
Kegiatan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Rp 684,114,480 50.00% | Rp 302,420,045 | Rp 381,694,435 | 44.21%
Daerah
Sub Kegiatan :
Jumlah Laporan
" o Penyediaan Jasa
14, 2"”“:2”;: Ja:? ';‘;’:t’g't‘::' Komunikasi, Sumber 12 | p |[Rp 141,237,500 | 6 Lap | 50.00% |Rp 40,377,940 | Rp 100,859,560 | 28.59%
R L Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasz Pelayanan Umum |Penyediaan Jasa 50.00% 262,042,105 | Rp 280,834,875 48.27%
o Kantor Pelayanan Umum Kantor 12 Lap Rp 542,676,980 6 Lap ’ P
yang Disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Rp 363,625,239 67.76% | Rp 68,203,100 | Rp 295,422,139 | 18.76%
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
Jumlah Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Operasional atau
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Lapangan yang ) . 66.67% 34,710,100 | Rp 95,159,900 | 26.73%
16 Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan i Het Rp 129,870,000 10 Unit ' e
Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
. |Jumliah Peralatan dan
17. E::::\I{I:araan Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya yang 71 Unit Rp 95,584,200 26 Unit 36.62% Rp 12,900,000 | Rp 82,684,200 13.50%
Dipelihara




REALISASI FISIK

REALISASI KEUANGAN

No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA ::'::ﬁ ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 B 5 6 7=(6/4) 8 9 10= (8/%)
Jumlah Gedung Kantor
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung |dan Bangunan Lainnya ;
18. Kantor dan Bangunan Lainnya yang 2 Unit | Rp 138,171,039 2 Unit 100.00% | Rp 20,593,000 | Rp 117,578,039 | 14.90%
Dipelihara/Direhabilitasi
II |PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Rp 3,149,179,424 38.14% | Rp 1,467,318,327 | Rp 1,681,861,097 | 46.59%
Kegiatan Pengadaan,
VIII |Pemberhentian dan Informasi Rp 658,947,421 18.17% | Rp 223,977,427 | Rp 434,969,994 | 33.99%
Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Hasil
Penyusunan Rencana Kebutuhan, E:gﬁ:j:g:n J:‘:::?:lgi
19, |Jenis dan Jumlah Jabatan untuk £ 1 Dok Rp 14,999,908 0 Dok 0.00% Rp 7,693,635 | Rp 7,306,273 51.29%
Jumlah Jabatan untuk U0,
Pelaksanaan Pengadaan ASN
Pelaksanaan Pengadaan
ASN
Jurmlah Dokumen
Koordinasi dan Fasilitasi Keglatan Koordinasi dan a
20. Pengadaan PNS dan PPPK Fasilitasi Pengadaan PNS 1 Dok Rp 499,999,977 0 Dok 0.00% Rp 169,759,200 | Rp 330,240,777 | 33.95%
dan PPPK
Jumlah Dokumen Hasil
Kegiatan Koordinasi
Koordinasi Pelaksanaan
21, Slmiistras Parberfiention :edlalfsgnaan 200 Dok Rp 49,999,620 118 Dok 59.00% Rp 35,181,200 | Rp 14,818,420 | 70.36%
ministrasi
Pemberhentian
_— ; Jurrlah Lembaga Profesi
22. |Fasilitasi Lembaga Profesi ASN ASN yang Difasilitasi 1 Lembaga | Rp 49,999,896 0 Lembaga 0.00% Rp 3,447,000 | Rp 46,552,896 6.89%
Jumiah Dokumen Hasil
23. |Pengelolaan Data Kepegawaian Pengelolaan Data 4 Dok Rp 15,948,032 2 Dok 50.00% Rp 6,364,800 | Rp 13,583,232 | 31.91%
Kepegawaian
Jumiah Laporan Hasil
Evaluasi Data, Informasi dan Evaluasi Data, Informasi
= Sistem Informasi Kepegawaian dan Sistem Informasi ! Lap Re 23,999,988 0 Lap . P i 22,468,396 6.38%
Kepegawaian




TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA A ANGGARAN 2024 (Rp.)
KINERJ FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %

1 2 3 4 5 € 7=(6/4) 8 B 10= (8/5]
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Rp 544,823,698 55.56% | Rp 180,027,400 | Rp 364,796,298 | 33.04%
Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Mutasi
Jabatan Pimpinan
25. |Pengelolaan Mutasi ASN Tinggl, Jabatan 2 Dok Rp 67,875,534 1 Dok 50.00% | Rp 14,244,400 | Rp 53,631,134 | 20.99%
Administrasi, Jabatan
Pelaksana dan Mutasi
ASN antar Daerah
Jumiah Pengelolaan o
2. |Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN [ o Pangkat ASN 6 Dok | Rp 149,948,164 3 Dok 50.00% | Rp 35,158,000 | Rp 114,790,164 | 23.45%
Jumiah Dokumen Hasil
27. |Pengelolaan Promosi ASN Pengelolaan Promosi 3 Cok Rp 327,000,000 2 Dok 66.67% | Rp 130,625,000 | Rp 196,375,000 | 39.95%
ASN
Kegiatan Pengembangan
oot A Rp  1,756,833,602 63.00% | Rp 1,008,000,000 | Rp 748,833,602 | 57.38%
Sub Kegiatan :
. _— Jumlah ASN yang
28, |Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Meningkat Kapasitasnya 75 Orang | Rp 316,833,602 27 Orang 36.00% | Rp 108,000,000 | Rp 208,833,602 | 34.09%
e Jumiah ASN yang
2. :grr:'gelolaan Pendidikan Lanjutan Mendapatkan Pendidikan| 10 Orang | Rp 1,440,000,000 9 Orang 90.00% | Rp 900,000,000 | Rp 540,000,000 | 62.50%
Lanjutan
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur Rp 188,574,703 15.83% | Rp 55,313,500 | Rp 133,261,203 | 29.33%
Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi |Pelaksanaan Penilaian =
30. Kinerja Aparatur dan Evaluasi Kinerja 1 Dok Rp 49,990,000 0 Dok 0.00% Rp 6,225,000 | Rp 43,765,000 12.45%
Aparatur




TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERIA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 B 5 6 7=(6/4) 8 9 10= (8/5)
Pengelolaan Pemberian Jumlah ASN yang i o
31, Penghargaan bagi Pegawai Diberikan Penghargaan 9 Orang Rp 39,285,000 0 Orang 0.00% 39,285,000 0.00%
Jumlah ASN yang
32. |Pembinaan Disiplin ASN Mendapatkan Pembinaan| © Orang | Rp 49,909,485 3 Orang 50.00% Rp 27,299,000 22,610,485 54.70%
Kedisiplinan
Pela P oy werdion Jumlah Dokumen Proses
33. Peg:‘::?" roses 1z PErceralan  |1zin perceraian Pegawai | 15 Dok | Rp 49,390,218 | 2 Dok | 13.33% |Rp 21,789,500 27,600,718 | 44.12%
yang Dilayani
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Rp 2,447,045,215 63.21% | Rp 1,147,480,720 1,299,564,495| 46.89%
I :’:::h'f' FEgamUtgm Bimiber Diye Rp  2,447,045215 $3.21% | Rp 1,147,480,720 1,299,564,495 | 46.89%
iatan Pengembangan
XII I(eg“ tensi Teknis ng Rp 498,000,000 87.95% | Rp 414,500,000 83,500,000 | 83.23%
Sub Kegiatan :
Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti,
dan Pilihan bagi Jabatan ::lg'ai:u‘:l.s” yang
34. |Administrasi Penyelenggara Urusan 9 83 Orang | Rp 498,000,000 73 Orang 87.95% Rp 414,500,000 83,500,000 83.23%
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Pempeniengan
£ 9 Kompetensi
Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan,
XIII |Pengembangan Kompetensi Rp 1,949,045,215 38.46% | Rp 732,980,720 1,216,064,495 | 37.61%
Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan :




TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 S 4 5 6 7=(6/4) 8 9 10= (8/5)
Jumlah Laporan Hasil
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pengembangan Esr;gem::gg;ar;i
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Pim ?ﬁ;n Fisaats
35. |Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Jabaptan Pim inar; 13 Lap Rp 1,949,045,215 5 Lap 38.46% Rp 732,980,720 | Rp 1,216,064,495 37.61%
Fungsional, Kepemimpinan dan i, 1 batpa
Prajabatan el
Fungsional,
Kepemimpinan dan
Przjabatan
Rp 15,364,749,927 57.55% | Rp 7,265,683,677 | Rp 8,099,066,250 | 47.29%

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Kabupaten Tanah Laut

N,

Pelaihari, 01 Juli 2024

7 N\
Al

~

N\

Pembina Tk. I / (IV/b)

P. 19731128 199803 1 008
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TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 4 5 5 7=(6/4) 8 9 10= (8/5)
Jumlah Laporan Hasil
Penyelenggaraan
Pengembangan
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, P Daergh
35, |Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Jab;)tzn Pim mar; 13 Lap Rp 1,949,045,215 Lap 38,46% Rp 732,980,720 | Rp 1,216,064,495 37.61%
Fungsional, Kepemimpinan dan Tinaai Jaba?an
Prajabatan rag
Fungsional,
Kepemimpinan dan
Prajabatan
Rp 15,364,749,927 57.55% | Rp 7,265,683,677 | Rp 8,099,066,250 | 47.29%
Pelaihari, 01 Juli 2024
Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Jabatan Paraf Ygads ten Tanah Laut
Sekretari & NG
ekretaris ﬂ & A
X

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Pembina Tk. I / (IV/b)

. NIP,119731128 199803 1 008




CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III (JANUARI - SEPTEMBER)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2024
TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 - 5 [ 7=(6/4) 8 9 10= (B/5)
KEPEGAWAIAN Rp 13,519,232,593 65.38% | Rp 8,192,031,305| Rp 5,327,201,288 | 60.60%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
[ |PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN Rp 9,806,906,113 79.13% | Rp 6,412,199,238 | Rp 3,394,706,875 | 65.38%
/KOTA
Kegiatan Perencanaan,
1 |Penganggaran, dan Evaluasi Rp 9,999,322 53.33% | Rp 6,037,600 | Rp 3,961,722 | 60.38%
Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumiah Dokumen
1, [T BN Perencanaan| perencanaan Perangkat | 6 Dok | Rp 4,999,725 | 4 Dok | 66.67% |Rp 2,149,800 | Rp 2,849,925 | 43.00%
Perangkat Daerah
Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi
2. |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |Kinerja Perangkat 5 Lap Rp 4,999,597 2 Lap 40.00% Rp 3,887,800 | Rp 1,111,797 77.76%
Daerah
Kegiatan Administrasi Ke n
1 o ahet Dasrits o Rp  5,657,649,547 67.50% | Rp 3,563,079,204 | Rp 2,094,570,343 | 62.98%
Sub Kegiatan :
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Junkah Orang yang Orang / Orang /
3. Mererima Gaji dan 38 Rp 5,647,649,702 38 75.00% Rp 3,554,320,404 | Rp 2,093,329,298 62.93%
ASN bulan bulan
Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan ;:ﬁgu&?:i::‘egan
4. |Pengujian/Verifikasi Keuangan e ) ) 5 Dok Rp 9,999,845 3 Dok 60.00% Rp 8,758,800 | Rp 1,241,045 87.59%
Pengujian / Verifikasi
SKPD
Keuangan SKPD
Kegiatan Administrasi
III Ke aian Perangkat D h Rp 33,785,625 100.00% | Rp 30,437,500 | Rp 3,348,125 | 90.09%




TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
= 2 3 3 6 7=(6/4) B 10= (8/5)
Sub Kegiatan :
Jumiah Paket Pakaian
Pengadaan Pakaian Dinas beserta |_.
5. | Atribut Kele g Dinas baserta Atribut 50 Paket | Rp 33,785,625 | 50 Paket | 100.00% |Rp 30,437,500 | Rp 3,348,125 [ 90.09%
Kelengkapan
Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah Rp 2,928,744,967 79.17% | Rp 2,073,056,148 | Rp 855,688,819 | 70.78%
Sub Kegiatan :
Jumiah Paket Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi
6. |Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan 1 Paket | Rp 12,966,382 0 Paket 0.00% Rp 6,605,450 | Rp 6,360,932 | 50.94%
Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan dan
7. dan Perlengkapan 9 Paket | Rp 625,066,818 9 Paket 100.00% | Rp 483,639,825 | Rp 141,426,993 | 77.37%
FaEangageni ankr Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan Rumah
8. Tangga Ruma.h Tangga yang 2 Paket | Rp 9,122,702 2 Paket 100.00% | Rp 8,000,000 | Rp 1,122,702
Disediakan
Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang Cetakan dan  |Cetakan dan
9, Penggandaan Penggandaan yang 2 Paket | Rp 99,813,371 2 Paket | 100.00% | Rp 65,777,600 | Rp 34,035,771 | 65.90%
Disediakan
Jumilah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi |Penyelenggaraan Rapat
10| Gan Konsultasi SKPD Koordinasi dan 12 Lap | Re 2,178,802,000 9 Lap 75.00% | Rp  1,506,277,773 | Rp 672,524,227 | 69.13%
Konsultasi SKPD
Jumlah Dokumen
11, [Penaiausanaan Arsip DInamis P lperatausanaan Arsip 1 | Dok |Rp 2973694 | 1 | Dok | 100.00% | Rp 2,755,500 | Rp 218,194 | 92.66%
Dinamis pada SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Rp 149,711,993 100.00% | Rp 134,665,000 | Rp 15,046,993 | 89.95%
Pemerintah Daerah




REALISASI FISIK

REALISAS] KEUANGAN

PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUTDLMDPA |  HECET | ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
2 3 4 5 6 7=(6/4) 8 3 10= (8/5)
Sub Kegiatan :
Jumlah Paket Mebel . ' o d
12, |Pengadaan Mebel yang Disediakan 57 Unit Rp 49,811,993 57 Unit 100.00% | Rp 44,665,000 | Rp 5,146,993 89.67%
Pengadaan Sarana dan Prasarana ;t?sfgingjﬁna den
13. |Gedung Kantor atau Bangunan Kar atad Ban gnan 2 Unit | Rp 99,900,000 2 Unit 100.00% | Rp 90,000,000 | Rp 9,900,000 | 90.09%
Lainnya : ‘gu :
Lainnya yang Disediakan
Kegiatan Penyediaan Jasa
VI |Penunjang Urusan Pemerintahan Rp 651,114,480 75.00% | Rp 461,841,786 | Rp 189,272,694 | 70.93%
Daerah
Sub Kegiatan :
Jumlah Laporan
. _— Penyediaan Jasa
14, [Penyediaan Jasa Komunikasl, Komunikasi, Sumber 12 | wp [re 141,237,500 | 9 Lap | 75.00% |Rp 66,605,541 | Rp 74,631,959 | 47.16%
Sumber Daya Air dan Listrik : ?
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum |Penyediaan Jasa 0
15. Kantor Pelayanan Umum Kantor 12 Lap Rp 509,876,980 9 Lap 75.00% Rp 395,236,245 | Rp 114,640,735 77.52%
yang Disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Barang
VII |Milik Daerah Penunjang Urusan Rp 375,900,179 78.90% | Rp 143,082,000 232,818,179 | 38.06%
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
Jumlan Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Operasional atau
~ |Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Lapangan yang g : - &
15. Peristiin Kandirtin Ginas Dipelihara dan 15 Unit Rp 129,870,000 11 Unit 73.33% Rp 57,129,000 72,741,000 43.99%
Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Peralatan dan
17. t:l:‘]‘:"::ma" Peralatan dan Mesin |1esin Lainnya yang 71 | Unit |Rp 95,584,200 | 45 Unit | 63.38% |Rp 61,520,000 34,064,200 | 64.36%
Dipelihara




TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERIA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 4 5 € 7=(6/4) 8 9 10= (8/5)
Jumlah Gedung Kantor
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung [dan Bangunan Lainnya 3 :
18. | cantor dan Bangunan Lainnya vang 2 Unit | Ro 150,445,979 | 2 Unit | 100.00% |Rp 24,433,000 | Rp 126,012,979 | 16.24%
Dipelihara/Direhabilitasi
II |PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Rp 3,712,326,480 51.63% | Rp L,779,832,067 | Rp 1,932,494,413 | 47.94%
Kegiatan Pengadaan,
Vi1 |Pemberhentian dan Informasi Rp 658,946,477 39.58% | Rp 429,136,167 | Rp 229,810,310 | 65.12%
Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Hasll
Penyusunan Rencana Kebutuhan, ::2;&':;':::" ;::.;:
19. |Jenis dan Jumlah Jabatan untuk . t;a ik 1 Dok Rp 14,999,844 1 Dok 100.00% | Rp 7,693,635 | Rp 7,306,209 | 51.29%
Pelaksanaan Pengadaan ASN IR SN0 )
Pelaksanaan Pengadaan
ASN
Jumiah Dokumen
Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Koordinasi dan
20. |pengadaan PNS dan PPPK Fasilitasi Pengadaan PNS| - Dok | Rp 499,999,203 | 0 Dok 0.00% | Rp 343,009,200 | Rp 156,990,003 | 68.60%
dan PPPK
Jumlah Dokumen Hasil
Kegiatan Koordinasi
Koordinasl Pelaksanaan
2L | sdministrasi Pemberhentian e - Dok | #p 49,993,514 [ 175 Dok 87.50% | Rp 35,181,200 | Rp 14,818,314 | 70.36%
Administrasi
Pemberhentian
: Jumiah Lembaga Profesi
22. |Fasiltasi Lembaga Profesi ASN ASN yang Difasilitasi 1 Lembaga | Rp 49,999,856 0 Lembaga| 0.00% Rp 7,216,770 | Rp 42,783,126 | 14.43%
Jumiah Dokumen Hasil
23. |Pengelolaan Data Kepegawaian Pengelolaan Data 4 Dok Rp 19,948,032 2 Dok 50.00% | Rp 12,168,000 | Rp 7,780,032 | 61.00%
Kepegawaian
Jumiah Laporzan Hasil
Evaluasi Data, Informasi dan Evaluasi Data, Informasi
24, Si Informast Keosasvalan el Sistisn Jaformasi 1 Lap Rp 23,999,988 0 Lap 0.00% Rp 23,867,362 | Rp 132,626 | 99.45%
Kepegawaian




TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
2 3 5 3 7=(6/4) [] 9 10= (8/5)
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Rp 723,241,698 64.44% | Rp 218,177,400 | Rp 505,064,298 | 30.17%
Sub Kegiatan :
Jumiah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Mutasi
Jabatan Pimpinan
25, |Pengelolaan Mutasi ASN Tinggi, Jabatan 2 Dok Rp 67,875,534 1 Dok 50.00% | Rp 18,194,400 | Rp 49,681,134 | 26.81%
Administrasi, Jabatan
Pelaksana dan Mutasi
ASN antar Daerah
Jumiah Pengelolaan o
26. |Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Kenaikan Pangkat ASN 6 Dok Rp 149,948,164 5 Dok £3.33% Rp 69,358,000 | Rp 80,590,164 46.25%
Jumiah Dokumen Hasil
27. |Pengelolaan Promosi ASN Pengeldlaan Promosi 5 Dok Rp 505,418,000 3 Dok €0.00% Rp 130,625,000 | Rp 374,793,000 25.84%
ASN
iatan Pengembangan
:(ng‘ tensi ASN Rp 2,141,553,602 79.99% | Rp 1,046,850,000 | Rp 1,094,713,602 | 48.88%
Sub Kegiatan :
. Jumlah ASN yang o A
28. |Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Meningkat Kapasitasnya 523 Orang | Rp 1,141,563,602 366 Orang €69.98% | Rp 146,850,000 | Rp 994,713,602 | 12.86%
Jumlah ASN yang
29, :g’;fe’ma’” Pendidlian Lanjutan [ apatkan Pendidikan| 10 | orang | Rp 1,000,000,000 | 9 Orang | €0.00% |Rp 500,000,000 | Rp 100,000,000 | 90.00%
Lanjutan
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur Rp 188,574,703 22.50% | Rp 85,668,500 | Rp 102,906,203 | 45.43%
Sub Kegiatan :
Jumiah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi |Pelaksanaan Penilaian o 0
" [Kinerja Aparatur dan Evaluasi Kinerja 1 Dok Rp 49,990,000 0 Dok 0.00% Rp 28,350,000 | Rp 21,640,000 | 56.71%
Aparatur




TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA . ANGGARAN 2024 (Rp.)
KINERJA FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 4 5 6 7=(6/4) [ El 10= (B/5)
Pengelolaan Pemberian Jumlah ASN yang 0, Ly
31. | penghargaan bag Pegawai e E s 9 | orang | Rp 39,285,000 | 0O Orang | 0.00% | Rp 1,290,000 | Rp 37,995,000 | 3.28%
Jumlah ASN yang
32. |Pembinaan Disiplin ASN Mendapatkan Pembinaan| 6 | Orang | Rp 49,909,485 3 Orang | 50.00% |Rp 27,839,000 | Rp 22,070,485 | 55.78%
Kedisiplinan
Pelayanan Proses Izin Perceraian pumian Doiumen P
3. | ?’mj e Izin Perceraian Pegawai | 15 Dok | Rp 49,390,218 | 6 Dok 40.00% | Rp 28,189,500 | Rp 21,200,718 | 57.08%
€9 yang Dilayani
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Rp 2,627,045,215 78.45% | Rp 1,742,019,220 885,025,995 | 66.31%
144 M' ':n'u':: PREPIURISS Suakiow DY Rp  2,627,045215 78.45% | Rp 1,742,019,220 885,025,995 | 66.31%
Kegiatan Pengembangan
XI | ompetensi Teknis Rp 678,000,000 64.60% | Rp 414,500,000 | Rp 263,500,000 | 61.14%
Sub Kegiatan :
Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti,
dan Pilihan bagi Jabatan ;L'::'?E uf’” yang
34. |Administrasi Penyelenggara Urusan | 9! ol 113 | Orang |Rp 678,000,000 | 73 | Orang | 64.60% | Rp 414,500,000 | Rp 263,500,000 | 61.14%
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Kongem n:gan
Daerah Penunjang, dan Urusan P
Pemerintahan Umum
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan,
X111 |Pengembangan Kompetensi Rp 1,949,045,215 92.31% | Rp 1,327,519,220 | Rp 621,525,995 | 68.11%
Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan :




TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 ] 3 4 5 £ 7=(5/4) 8 9 10= (8/5)
Jumlah Laporan Hasil
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pengembangan Fengemban?gan ;
A, Kompetensi bagi
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Pimpinan Daerah
35. |Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Jab:tan Pimpinar'r 13 Lap Rp 1,949,045,215 12 Lap 92.31% | Rp 1,327,519,220 | Rp 621,525,995 | 68.11%
Fungsional, Kepemimpinan dan i Jabata
Prajabatan Nag); St
Fungsional,
Kepemimpinan dan
Prajabatan
Rp 16,146,277, 808 71.92% | Rp 9,934,050,525 | Rp 6,212,227,283 | 61.53%
Pelaihari, 01 Oktober 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengemban: Sumber Daya Manusia
ah Laut
Jabatan Paraf ec,
Pt Sekretaris A
AN KEPEGAWAAN DAN\ 70}
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan P -

/ (N/b)




TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OQUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 4 5 3 7=(6/4) 8 9 10= (8/5)
Jumlah Laporan Hasil
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pengembangan :::gem;:;g;an .
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Pim 'i)::n Daer:rlm
35. |Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Jab:tan Pim inar; 13 Lap Rp 1,949,045,215 12 Lap 92.31% Rp 1,327,519,220 | Rp 621,525,995 | 68.11%
Fungsional, Kepemimpinan dan Tinaai. 3 bat‘;
Prajabatan nggll, @ n
Fungsional,
Kepemimpinan dan
Prajabztan
Rp 16,146,277,808 71.92% | Rp 9,934,050,525 | Rp 6,212,227,283 | 61.53%

Pelaihari, 01 Oktober 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan
mber Daya Manusia

"

. Pembina Tk.T / (IV/b)
NIP, 19761128 199603 1 003




CAPAIAN KINERJA DESEMBER (JANUARI - DESEMBER)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2024
TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 4 5 6 7=(6/4) 8 9 10= (8/5)
KEPEGAWAIAN Rp 13,519,232,593 95.41% | Rp 11,535,372,319 | Rp 1,983,860,274 | 85.33%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
I |PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN Rp 9,806,906,113 100.00% | Rp 8,729,785,852 | Rp 1,077,120,261 | 89.02%
/KOTA
Kegiatan Perencanaan,
I |Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Rp 9,999,322 100.00% | Rp 8,426,600 | Rp 1,572,722 | 84.27%
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen
1, |Penyusunan Dokumen Perencanaanpe o anaan perangkat | 6 | Dok | Rp 4,999,725 | 6 Dok | 100.00% |Rp 4,538,800 | Rp 460,925 | 90.78%
Perangkat Daerah
Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi
2. |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |Kinerja Perangkat 5 Lap Rp 4,999,597 5 Lap 100.00% | Rp 3,887,800 | Rp 1,111,797 | 77.76%
Daerah
Kegiatan Administrasi Keuangan
II Perangkat Daerah Rp 5,657,649,547 100.00% | Rp  4,906,151,429 | Rp 751,498,118 | 86.72%
Sub Kegiatan :
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumiah Orang yang Orang / Orang /
2 Menerima Gaji dan 38 Rp 5,647,649,702 38 100.00% | Rp 4,896,661,629 | Rp 750,988,073 86.70%
ASN . bulan bulan
Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan i;;r:;i:ulz::;::‘egan
4, |Pengujian/Verifikasi Keuangan = ; : 5 Dok Rp 9,999,845 5 Dok 100.00% | Rp 9,489,800 | Rp 510,045 94.90%
Pengujian / Verifikasi
SKPD
Keuangan SKPD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian
III Perangkat Daerah Rp 33,785,625 100.00% | Rp 30,437,500 | Rp 3,348,125 | 90.09%




TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 4 5 6 7=(6/4) 8 9 10= (8/5)
Sub Kegiatan :
. ; Jumlah Paket Pakaian
5, [Pengadaan Pakaian Dinasbeserta |1y pocorta Atribut 50 | Paket |Rp 33,785625 | 50 | Paket | 100.00% |Rp 30,437,500 | Rp 3,348,125 | 90.09%
Atribut Kelengkapannya
Kelengkapan
Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah Rp 2,928,744,967 100.00% | Rp 2,717,424,810 | Rp 211,320,157 | 92.78%
Sub Kegiatan :
Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi
6. |Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan 1 Paket | Rp 12,966,382 1 Paket 100.00% | Rp 11,250,500 | Rp 1,715,882 86.77%
Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Jumiah Paket Peralatan
7. dan Perlengkapan Kantor 9 Paket | Rp 625,066,818 9 Paket 100.00% | Rp 518,594,825 | Rp 106,471,993 82.97%
Perlengkapan Kantor <
yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah RSTRITF Gt o v
8. Y Rumah Tangga yang 2 Paket | Rp 9,122,702 2 Paket 100.00% | Rp 8,000,000 | Rp 1,122,702 87.69%
Tangga S
Disediakan
Jumlah Paket Barang
g, [PedyedianBaming Cetakan dan | Cetakanidan 2 | Paket |Rp 99,813,371 | 2 Paket | 100.00% | Rp 84,089,500 | Rp 14,823,871 | 85.15%
Penggandaan Penggandaan yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi |Penyelenggaraan Rapat 0
10. dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan 12 Lap Rp 2,178,802,000 12 Lap 100.00% | Rp 2,091,834,485 | Rp 86,967,515 96.01%
Konsultasi SKPD
i Jumlah Dokumen
11. gﬁgg“”sahaa” Arsip Dinamis pada (o - tausahaan Arsip 1 Dok | Rp 2,973,694 | 1 Dok | 100.00% | Rp 2,755,500 | Rp 218,194 | 92.66%
Dinamis pada SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Rp 149,711,993 100.00% | Rp 134,665,000 | Rp 15,046,993 | 89.95%
Pemerintah Daerah




TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 4 5 6 7=(6/4) 8 9 10= (8/5)
Sub Kegiatan :
Jumlah Paket Mebel ' :
12. [Pengadaan Mebel Aric Disediakan 57 Unit | Rp 49,811,993 57 Unit 100.00% | Rp 44,665,000 | Rp 5,146,993 | 89.67%
Pengadaan Sarana dan Prasarana ]J)l:;ﬂsfr:::ié:;;:na das
13. |Gedung Kantor atau Bangunan 9 2 Unit Rp 99,900,000 2 Unit 100.00% | Rp 90,000,000 | Rp 9,900,000 [ 90.09%
: Kantor atau Bangunan
Lainnya A S
Lainnya yang Disediakan
Kegiatan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Rp 651,114,480 100.00% | Rp 591,799,513 | Rp 59,314,967 | 90.89%
Daerah
Sub Kegiatan :
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi st e
14, 5 A S5 Komunikasi, Sumber 12 Lap Rp 141,237,500 12 Lap 100.00% | Rp 92,141,636 | Rp 49,095,864 65.24%
umber Daya Air dan Listrik > G
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Jumiah Laporan
5, (Pefyadiaan Jasa Pelayanan Lenum | Penyediaan s 122 | tap |Rp 509,876,980 | 12 lap | 100.00% | Rp 499,657,877 | Rp 10,219,103 | 98.00%
Kantor Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Rp 375,900,179 100.00% | Rp 340,881,000 | Rp 35,019,179 | 90.68%
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
Jumlah Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Operasional atau
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Lapangan yang : :
16. Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan 15 Unit Rp 129,870,000 15 Unit 100.00% | Rp 113,374,000 | Rp 16,496,000 | 87.30%
Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya




TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 4 5 6 7=(6/4) 8 9 10= (8/5)
i . |Jumlah Peralatan dan
17. f:i’l'_lf"';araa” Peralatan dan Mesin | in Lainnya yang 71 Unit | Rp 95,584,200 | 71 Unit | 100.00% | Rp 82,674,000 | Rp 12,910,200 | 86.49%
Y Dipelihara
Jumlah Gedung Kantor
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung |dan Bangunan Lainnya ; ; 5
18. Kantor dan Bangunan Lainnya yand 2 Unit Rp 150,445,979 2 Unit 100.00% | Rp 144,833,000 | Rp 5,612,979 96.27%
Dipelihara/Direhabilitasi
II |PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Rp 3,712,326,480 90.83% | Rp 2,805,586,467 | Rp 906,740,013 | 75.57%
Kegiatan Pengadaan,
VIII |Pemberhentian dan Informasi Rp 658,946,477 102.33% | Rp 614,835,567 | Rp 44,110,910 | 93.31%
Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Hasil
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Eigﬁ:jﬁ;ﬁn Jzﬁ::zgﬁ
19. [Jenis dan Jumlah Jabatan untuk i 1 Dok Rp 14,999,844 1 Dok 100.00% | Rp 13,376,835 | Rp 1,623,009 89.18%
Jumlah Jabatan untuk
Pelaksanaan Pengadaan ASN
Pelaksanaan Pengadaan
ASN
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan |Kegiatan Koordinasi dan &
20. PNS dan PPPK Fasilitasi Pengadaan PNS 1 Dok Rp 499,999,203 1 Dok 100.00% | Rp 487,762,400 | Rp 12,236,803 97.55%
dan PPPK
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi " .
21. Adminlstrasl Pemberhertian Pelakeanzan Adininistiasl 200 Dok Rp 49,999,514 228 Dok 114.00% | Rp 44,653,200 | Rp 5,346,314 89.31%
Pemberhentian
Gt : Jumlah Lembaga Profesi 5 3
22. |Fasilitasi Lembaga Profesi ASN ASN yang Difasilitasi 1 Lembaga | Rp 49,599,896 1 Lembaga| 100.00% | Rp 27,427,770 | Rp 22,572,126 54.86%
Jumlah Dokumen Hasil
23. |Pengelolaan Data Kepegawaian Pengelolaan Data 4 Dok Rp 19,948,032 4 Dok 100.00% Rp 17,748,000 | Rp 2,200,032 88.97%
Kepegawaian




TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 4 5 6 7=(6/4) 8 9 10= (8/5)
Jumlah Laporan Hasil
Evaluasi Data, Informasi dan Evaluasi Data, Informasi A o
24, Sistem Informasi Kepegawalan dan Sistem Informasi 1 Lap Rp 23,999,988 1 Lap 100.00% | Rp 23,867,362 | Rp 132,626 | 99.45%
Kepegawaian
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Rp 723,241,698 86.67% | Rp 247,277,400 | Rp 475,964,298 | 34.19%
Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Mutasi
. Jabatan Pimpinan Tinggi, a
25. |Pengelolaan Mutasi ASN Sdbstan Smiriciradi, 2 Dok | Rp 67,875,534 2 Dok 100.00% | Rp 36,544,400 | Rp 31,331,134 | 53.84%
Jabatan Pelaksana dan
Mutasi ASN antar Daerah
. Jumlah Pengelolaan
26. |Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Kenaikan Pangkat ASN 6 Dok Rp 149,948,164 6 Dok 100.00% Rp 76,108,000 | Rp 73,840,164 50.76%
Jumlah Dokumen Hasil
27. |Pengelolaan Promosi ASN Pengelolaan Promosi 5 Dok Rp 505,418,000 3 Dok 60.00% Rp 134,625,000 | Rp 370,793,000 26.64%
ASN
Kegiatan Pengembangan
K:f“mm':'fsu Ly Rp  2,141,563,602 92.64% | Rp  1,790,255,000 | Rp 351,308,602 | 83.60%
Sub Kegiatan :
) . - Jumlah ASN yang 5 o
28. |Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Meningkat Kapasitasnya 523 Orang | Rp 1,141,563,602 446 Orang 85.28% Rp 790,255,000 | Rp 351,308,602 69.23%
" : Jumlah ASN yang
29, |Fenaeiolaan Pendidikan Lanlutan | yengapatkan pendidikan | 10 | Orang | Rp 1,000,000,000 | 10 | orang | 100.00% |Rp 1,000,000,000 | Rp - | 100.00%
Lanjutan
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi
Kle:erja Aparatur Rp 188,574,703 81.67% | Rp 153,218,500 | Rp 35,356,203 | 81.25%
Sub Kegiatan :




TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 4 s 6 7=(6/4) 8 9 10= (8/5)
Jumlah Dokumen Hasil
3q; [ =iakeanaan Peniiaian dan Evaluzsl, [Felicaraan Penlaian 1 | pok |[Rp 49,990,000 | 1 Dok | 100.00% |Rp 42,365,000 | Rp 7,625,000 | 84.75%
Kinerja Aparatur dan Evaluasi Kinerja
Aparatur
Pengelolaan Pemberian Jumlah ASN yang i ) "
3L Penghargaan bagi Pegawai Diberikan Penghargaan 9 Orang | Rp 39,285,000 9 Orang 100.00% | Rp 39,285,000 | Rp 100.00%
Jumlah ASN yang
32, |Pembinaan Disiplin ASN Mendapatkan Pembinaan 6 Orang | Rp 49,909,485 4 Orang 66.67% Rp 37,129,000 | Rp 12,780,485 74.39%
Kedisiplinan
Pelayanan Proses Izin Perceraian Jumiah Dokumen Proses
33. P yw X 1zin Perceraian Pegawai 15 Dok Rp 49,390,218 9 Dok 60.00% Rp 34,439,500 | Rp 14,950,718 69.73%
egawal yang Dilayani
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Rp 2,627,045,215 96.90% | Rp 2,072,524,220 | Rp 554,520,995 | 78.89%
m "' e it e e Rp  2,627,045,215 96.90% | Rp  2,072,524,220 | Rp 554,520,995 | 78.89%
Kegiatan Pengembangan -
XI11 Kompetensi Teknis Rp 678,000,000 93.81% | Rp 450,000,000 | Rp 228,000,000 | 66.37%
Sub Kegiatan :
Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan
Pilihan bagi Jabatan Administrasi #’g'aizu’t“iw yang
34. |Penyelenggara Urusan 9 113 Orang | Rp 678,000,000 106 QOrang 93.81% Rp 450,000,000 | Rp 228,000,000 66.37%
E Pengembangan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat ;
: Kompetensi
Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan,
XIII |Pengembangan Kompetensi Rp 1,949,045,215 100.00% | Rp  1,622,524,220 | Rp 326,520,995 | 83.25%
Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan :




TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 5 6 7=(6/4) 8 9 10= (8/5)
Jumlah Laporan Hasil
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pengembangan [Pengembangan
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, |Kompetensi bagi
35. |Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan |Pimpinan Daerah, 13 Lap Rp 1,949,045,215 13 Lap 100.00% | Rp 1,622,524,220 | Rp 326,520,995 83.25%
Fungsional, Kepemimpinan dan Jabatan Pimpinan Tinggi,
Prajabatan Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan dan
Prajabatan
Rp 16,146,277,808 96.16% | Rp 13,607,896,539 | Rp 2,538,381,269 | 84.28%
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Pelaihari, 02 Januari 2025
Badan Kepegawaian dan
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TARGET REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT DLM DPA KINERJA ANGGARAN 2024 (Rp.)
FISIK/ KINERJA % KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN %
1 2 3 4 5 6 7=(6/4) 8 9 10= (8/5)
Jumlah Laporan Hasil
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pengembangan |Pengembangan
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, |Kompetensi bagi
35. |Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan |Pimpinan Daerah, 13 Lap Rp 1,949,045,215 13 Lap 100.00% | Rp 1,622,524,220 | Rp 326,520,995 83.25%
Fungsional, Kepemimpinan dan Jabatan Pimpinan Tinggi,
Prajabatan Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan dan
Prajabatan
Rp 16,146,277,808 96.16% | Rp 13,607,896,539 | Rp 2,538,381,269 | 84.28%
Pelaihari, 02 Januari 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan
L ber Daya Manusia
1ah Laut
S,
Jabatan nnrsl‘ ; A Y
Plt. Sekretaris i BADAN REPEGARAIAN DR
| PENGENEANGAN SUMEER
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan d ‘ 5 S —1




Monev Renstra 2024 (Renstra 2024-2026)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1 |Indeks Profesionalitas ASN

Nilai

Kabupaten Tanah Laut

61.50

65,50

70,00

78.53

127.69%

65,50

70,00

2 |Nilai SAKIP BKPSDM

Nilai

82.00

83.00

85.00

79.55

97.01%

83.00

85.00

Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia




Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

MATRIKS KESELARASAN

Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2024
R Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Program /
: Indikator | Kinerja Sasaran Kegiatan / Sub
ssomben S |Kinerja Sasaran| ~Strategis i bttt (77 Sasaran | Keglatan Terkait| /2nggaran Ket
Strategis Berorientasi i Borkiialitas IKU s Terkait
Hasil (vm) | Strated e Uraian Indikator Target dengan Sasaran
(Yrm) (YIT)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Meningkatnya 2 € Nilai AKIP Y IKU PENUNJANG URUSAN BKPSDM Kab. Perubahan
Kinerja BKPSOM | |PEMERINTAHAN IKM Sekretariat BKPSDM 86 [Nilai Tanah Laut Y 9,806,906,113| APED
Akuntabiias DAERAH/KABUPATEN KOTA
Kinerja BKPSDM
Kegiatan Perencanaan, Persentase Capaian Kegiatan
1 |Penganggaran, dan evaluasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 100 % 9,999,322
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Y
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
L. Perencanaan Perangkat Daerah |Daerah o ok 4909725
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
2 Daerah ’ ° Daerah . : ° . Lap 4,900,597
¥
Kealatan Administrasi Persentase Capaian Administrasi
2 9 Keuangan Perangkat Daerah yang 100 % 5,657,649,547
Keuangan Perangkat Daerah .
Terpenuhi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan |Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Orang/
9 ASN Tunjangan ASN 38 Bulan §,847,848,702
Pelaksanaan Penatausahaan dan
4) |Pengujian/Verifikasi Keuangan gumlah‘ Dok:l/m(_en Pgnatausahaan Ean 5 Dok 9,999,845
SKPD engujian / Verifikasi Keuangan SKPD
Y
: Persentase Capaian Administrasi
3 Hegistan Aministianl Kepegawaian Perangkat Daerah yang 100 % 33,785,625
Kepegawaian perangkat Daerah
Terlaksana
5) Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 50 Paket 33785625
Beserta Atribut Kelengkapannya |Kelengkapan i
Y
Kegiatan Administrasi Umum |Persentase Capaian Penyediaan o
4 Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 10 % 298508




‘Penyediaan Komponen Instalasi

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/

12,966,382

625,066,818

9,122,702

99,813,371

2,178,802,000

2,973,694

149,711,993

49,811,993

99,900,000

651,114,480

141,237,500

509,876,980

375,900,179

6) |Listrik/ Penerangan Bangunan Penerangan Bangunan Kantor yang 1 Paket
Kantor Disediakan
7) Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 9 Paket
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang
8) L 2 Paket
Tangga Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan |Jumlah Paket Barang Cetakan dan
9) it 2 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
10) ‘Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 La
Koordinasi dan Konsultasi SKPD |Koordinasi dan Konsultasi SKPD P
11) Penatausahaan Arsip Dinamis Jumlah Dokumen Penatausaan Arsip 1 Dok
pada SKPD Dinamis pada SKPD
|Kegiatan Pengadaan Barang Persentase Capaian Pengadaan Barang
5 [Milik Daerah Penunjang Urusan |Milik Daerah Penunjang Urusan 100 %
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
12) |Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 57 Unit
Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung
13) |Prasarana Gedung Kantor atau  |Kantor atau Bangunan Lainnya yang 2 Unit
Bangunan Lainnya Disediakan
Kagistan Penysciaan Jess Persentase Penyediaan Jasa Penunjang
9 [Pemuiang Lrusen Urusan Pemerintahan Daerah 190 %
Pemerintahan Daerah
. ; — Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
14) Zﬁ:::::a;: f sA?r’;c;:“:_?s"t(:lf ! Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Lap
Y yang Disediakan
15) Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 12 La
Umum Kantor Umum Kantor yang Disediakan P
Kegiatan Pemeliharaan Barang |Persentase Capaian Pemeliharaan Barang
7 [Milik Daerah Penunjang Urusan |Milik Daerah Penunjang Urusan 100 %
Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah
z;n);eg:;r;'}l:as;::rge:};\:rzzr:‘, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
16) Y X i FEax; Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 15 Unit
Perizinan Kendaraan Dinas A bid
i Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
17) Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 71 Unit

Mesin Lainnya

Dipelihara

129,870,000

95,584,200




Pemeliharaan /Rehabilitasi

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan

18) fgdung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 150,445,979
ainnya
Il | Meningkatnya IP ASN IKU ) . . ASN Kab.
Kualitas Nilai Kualifikasi ASN Daerah 12.81 Nilai Tanah Laut
Profesionalitas
ASN Nilai Kompetensi ASN Daerah 16.5 Nilai
, |PROGRAM KEPEGAWAIAN i ——
DAERAH o
Nilai Kinerja Pegawai ASN Daerah 27.2 Nilai
Nilai Disiplin Pegawai ASN Daerah 4.99 Nilai
Kegiatan Pengadaan, Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan,
8 |Pemberhentian dan Informasi |Pemberhentian dan Informasi 100 % 658,946,477
Kepegawaian ASN Kepegawaian ASN
Penyusunan Rencana Kebutuhan,|Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan
19) |Jenis dan Jumlah Jabatan untuk |Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah 1 Dok 14,999,844
Pelaksanaan Pengadaan ASN Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Koordinasi dan Fasilitasi Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan
<0} Pengadaan PNS dan PPPK Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK i Pk 49990200
ASN Kab.
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Tanah Laut
20 Administrasi Pemberhentian Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 0 Dok 46.999,514
22) |Fasilitasi Lembaga Profesi ASN  [Jumiah Lembaga Profesi ASN yang 1 | Lembaga 49,999,896
Difasilitasi
23) |Pengelolaan Data Kepegawaian saiial Do_k umen Hasil Pergeloiaan Deta 4 Dok 19,948,032
Kepegawaian
Evaluasi Data, Informasi dan Jumilah Laporan Hasil Evaluasi Data,
24 Sistem Informasi Kepegawaian  |Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian b kap 2,990,900
9 Kegiatan Mutasi dan Promosi |Persentase Capaian Mutasi dan Promosi 90 % 723,241,698
ASN ASN
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi
. Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
25), [Pengelcisan Muiasi ASN Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi 2 L L LS
ASN antar Daerah ASN Kab.
Tanah Laut
26) |Pengelolaan Kenaikan Pangkat | 1) pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 6 Dok 149,948,164

ASN




Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi

27) {Pengelolaan Promosi ASN ASN 5 Dok 505,418,000
Kegiatan Pengembangan Persentase Capaian Kegiatan o

W Kompetensi ASN Pengembangan Kompetensi ASN 100 % 2,141,563,602

28) Peningiatie Kapashas inetly Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 523 Orang ASN Kab. 1,141,563,602
ASN Tanah Laut

29) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan 10 Orang 1,000,000,000
ASN Lanjutan
Kegiatan Penilaian dan Persentase Peningkatan Kinerja dan -

i Evaluasi Kinerja Aparatur Disiplin Aparatur 190 % TRRETATON
Pelaksanaan Penilaian dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan

<2 Evaluasi Kinerja Aparatur Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Bok 48,800,000
Pengelolaan Pemberian —_— ASN Kab.

31) Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 9 Orang ot Tontt 39,285,000

32) [Pembinaan Disiplin ASN Jum}aﬁ ASN yang Mendapatkan Pembinaan 6 Orang 49,909,485

Kedisiplinan

33) Pelayangn Proses lzin Perceraian [Jumlah pokume_n _Prloses 1zin Perceraian 15 Dok 49,390,218
Pegawai Pegawai yang Dinilai
PROGRAM PENGEMBANGAN —— i . ASN Kab.

1] SUMBER DAYA MANUSIA Nilai Kompetensi ASN Daerah 16.5 Nilai Tanah Laut 2,627,045,215
Kegiatan Pengembangan Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat o

L Kompetensi Teknis Peningkatan Kompetensi Teknis e & 679,000,000
Penyelenggaraan Pengembangan ASN Kab.
:omppﬁ_t:nsibTelfr:\Jistt:um, Inti, Tanah Laut

an Pilihan bagi Jabatan o

34) |Administrasi Penyelenggara "j(";nr:aht:nss? yang Meagiuti Pengsmbangan 113 |Orang 678,000,000
Urusan Pemerintahan Konkuren, pe
Perangkat Daerah Penunjang,
dan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan Sertifikasi,

13 Kelembagaan, Pengembangan |Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat 100 % 1,949,045,215

Kompetensi Manajerial dan
Fungsional

Peningkatan Kompetensi




=

ASN Kab.

Tanah Laut
Penyelenggaraan Pengembangan

Kompetensi bagi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Prajabatan

Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan

Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Lo Lap 1:849,085,215
Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

Kepala Badan Kepegawaian dan
. Sumber Daya Manusia

iten Tanah Laut

ADANKEFESRWAIAN O/
| “= | PENGEMBANGAN SUMBE

\  DAVAMANUSA




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

INSPEKTORAT

Jalan A.Syairani Kompl. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari

Nomor
Lampiran
Hal

Pelaihari, 1 April 2024

700.1.2.1/84-LHE / Irban l/insp/ 2024
1 (satu) berkas
Laporan Hasil Evaluasi atas Kepada Yth.

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Kepala Badan Kepegawaian dan

Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Pengembangan SDM

Kabupaten Tanah Laut
di-
Pelaihari

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan;

. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/112/ Insp/

2024 tanggal 15 Maret 2024.



2. Tujuan Evaluasi
a. Memperoleh informasi tentang impelementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;

Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

e o

Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

®

3. Ruang Lingkup Evaluasi
Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen
kinerja, yang meliputi :
a. Perencanaan Kinerja;
b. Pengukuran Kinerja;
c. Pelaporan Kinerja;
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :
a. Renstra SKPD,;
b. Renja SKPD;
c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ;
d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
e. Perjanjian Kinerja (PK);
f. Cascading;
g. Pohon Kinerja;
h. Laporan Kinerja;

Dokumen lain yang mendukung.

4. Hasil evaluasi
Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar 79,55
dengan predikat “BB” (Sangat Baik). Hal tersebut menunjukkan bahwa
implementasi akuntabilitas kinerja pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM sudah sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya
efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja serta memiliki system
kinerja yang andal dan pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon
3/ koordinator, namun masih perlu sedikit perbaikan dan komitmen dalam

manajemen kinerja.



Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Nilai atas Akuntabilitas
Komponen yang di B PKinerj-a Instansi
nilai emerintah (AKIP)
2022 2023
a. Perencanaan Kinerja 30 22,20 23,70
b. Pengukuran Kinerja 30 22,20 23,10
c. Pelaporan Kinerja 1 20,95 12,00
d. Evaluasi Internal 25 22,50 20,75
Nilai Hasil Evaluasi 77,85 79,55
Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB BB

5. Catatan Hasil Evaluasi
Catatan hasil evaluasi

a. Perencanaan Kinerja

akuntabilitas pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

Dari segi komponen perencanaan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut:

1) Pada penyusunan perencanaan kinerja, dalam menentukan Ukuran
Keberhasilan (Indikator kinerja) belum sepenuhnya SMART.

2) Masih terdapat target kinerja yang tidak menantang, dan tidak melihat
capaian kinerja tahun sebelumnya.

. Pengukuran Kinerja

Dari segi komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala (triwulan) namum
belum sepenuhnya digunakan untuk penyesuaian strategi, kebijakan,
aktivitas dan anggaran;

2) Pimpinan belum sepenuhnya terlibat sebagai pengambil keputusan
(Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.

3) Terdapat defisiensi penggunaan anggaran rata-rata 29.44% dari 1 (satu)
program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan pada tahun
anggaran 2023. Yang kemungkinan disebabkan oleh tidak tepatnya
SKPD dalam menentukan rumusan pengukuran capaian kinerja.

. Pelaporan Kinerja

Dari segi komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1) Laporan kinerja berkala telah disusun, namun masih terdépat data yang
tidak konsisten antara isi bab dengan isi tabel yang ditampilkan.



d. Evaluasi Internal
Sebagian besar SKPD telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi
internal (Inspektorat) tahun sebelumnya, sehingga telah terjadi perbaikan
dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas

kinerja internal.

6. Rekomendasi
Berdasarkan temuan/catatan diatas, dalam rangka implementasi akuntabilitas
kinerja, kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :
a. Perencanaan Kinerja

1) Dalam penyusunan perencanaan kinerja agar kedepannya Indikator
kinerja harus diperbaiki dan lebih disempurnakan lagi agar lebih SMART
dan dapat memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian
kinerja dari kegiatan/sasaran;

2) Agar dalam menentukan Target Kinerja agar lebih menantang dengan
melihat dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

b. Pengukuran Kinerja

1) Agar penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran
dibahas/terdokumentasi dalam laporan monitoring evaluasi berkala
(pertriwulan);

2) Sebaiknya pada setiap notulen Rapat pengukuran kinerja agar dilengkapi
dengan tandatangan pimpinan (mengetahui);

3) Dalam menentukan rumusan pengukuran capaian kinerja agar lebih
diperhatikan dan dipastikan apakah komponen yang diukur telah tepat
menggambarkan capaian kinerja atau tidak.

c. Pelaporan Kinerja

1) Dalam penyusunan Laporan kinerja agar lebih ditingkatkan lagi ketelitian

dan akurasi data yang ditampilkan.
d. Evaluasi Internal

1) Agar segera menyusun rencana aksi tindak lanjut dan menindaklanjuti
rekomendasi laporan hasil evaluasi internal tahun 2023, dengan
melakukan input dokumen tindak lanjut pada aplikasi Sakuntala;

2) Agar menyampaikan laporan monitoring evaluasi pencapaian kinerja per
triwulan tahun 2024 dengan melakukan input dokumen laporan hasil
monev pada aplikasi Sakuntala.



7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya
Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang
telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut
evaluasi sakip tahun sebelumnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dengan melakukan

upaya perbaikan sebagai berikut :

a.

Mengunggah/ mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja yang telah
disusun pada website unit kerja;

Melakukan penyelarasan pada dokumen perencanaan kinerja dan dilakukan
reviu secara berkala sehingga hasil reviu dapat digunakan sebagai dasar
penyempurnaan dan perbaikan pencapaian kinerja;

Pada pemantauan kinerja triwulan mengidentifikasi kekurangan atau
kendala dalam mencapai target kinerja selama satu triwulan, selanjutnya
ditindaklanjuti pada triwulan berikutnya;

membuat SK pemberian reward dan punisment dengan menggunakan
kriteria yang jelas dan ditetapkan oleh pimpinan;

Mendokumentasikan hasil pemantauan berkala yang memuat identifikasi
kekurangan atau kendala dalam pencapaian target kinerja disertai dengan
penyesuai rencana/strategi untuk mencapai target kinerja;

Menunjuk petugas yang menangani pengumpulan data kinerja untuk
menjamin keandalan data kinerja;

. Melakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang disusun;
. Dalam Laporan Kinerja (LKj) menyajikan rencana perbaikan dan

penyempurnaan kinerja ke depan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian

dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

s pektur,

Drs. Joko Wuryanto, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650116 199203 1 008

Tembusan :

1. Pj. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta

3. Arsip




LEMBAR KERJA EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

PERIODE EVALUASI 2023

KOMPONEN/ SUB KOMPONEN KRITERIA NILAI %-TASE

_1_|PERENCANAAN KINERJA _ | _ ; mnam

1) |Terdapat dokumen perencanaan kinerja

jangka panjang

2) |Terdapat dokumen perencanaan kinerja

jangka menengah

3) |Terdapat dokumen perencanaan kinerja

jangka pendek

4) |Terdapat dokumen perencanaan aktivitas

yang mendukung Kinerja

5) |Terdapat dokumen perencanaan
anggaran yang mendukung kinerja

1) |Dokumen Perencanaan Kinerja telah
diformalkan
2) |Dokumen Perencanaan Kinerja telah
dipublikasikan tepat waktu
3) |Dokumen Perencanaan Kinerja telah
menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja
sebenarnya yang perlu dicapai

4) |Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran)
telah jelas menggambarkan kondisi
kinerja yang akan dicapai

5) (Indikator Kinerja Utama (IKU) telah
menggambarkan kondisi Kinerja Utama
yang harus dicapai, tertuang secara
berkelanjutan (sustainable - tidak sering
diganti dalam 1 periode Perencanaan
Strategis)

6) {(Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja)
telah memenuhi kriteria SMART

7) |Target yang ditetapkan dalam
Perencanaan Kinerja dapat dicapai
(achievable) dan realistis

8) |Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja
menggambarkan hubungan yang
berkesinambungan, serta selaras antara
Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap
level jabatan (Cascading)




9)

Perencanaan kinerja dapat memberikan
informasi tentang hubungan kinerja,
strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar
bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang
berkaitan (Crosscutting).

10)

|Target yang ditetapkan dalam

Perencanaan Kinerja telah dicapai
dengan baik, atau setidaknya masih on
the right track

11)

Setiap pegawai merumuskan dan
menetapkan Perencanaan Kinerja

Anggaran yang ditetapkan telah mengacu
pada Kinerja yang ingin dicapai

2)

Aktivitas yang dilaksanakan telah
mendukung Kinerja yang ingin dicapai

3)

Rencana aksi kinerja dapat berjalan
dinamis karena capaian kinerja selalu
dipantau secara berkala

4)

Terdapat perbaikan/penyempurnaan
Dokumen Perencanaan Kinerja yang
ditetapkan dari hasil analisis perbaikan
kinerja sebelumnya

5)

Terdapat perbaikan/penyempurnaan
Dokumen Perencanaan Kinerja dalam
mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik

6)

Setiap unit/satuan kerja berkomitmen
dalam mencapai kinerja yang telah
direncanakan

7

Pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja
yang telah direncanakan

8)

Setiap Pegawai memahami dan peduli,
serta berkomitmen dalam mencapai
kinerja yang telah direncanakan

9)

Kinerja Individu telah selaras dengan
kinerja organisasi

1

PENGUKURAN KINERJA

Terdapat Definisi Operasional yang jelas
atas kinerja dan cara mengukur indikator

30,00

23,10 77,00%

2)

Terdapat mekanisme yang jelas terhadap
pengumpulan data kinerja yang dapat
diandalkan




1)

Data kinerja yang dikumpulkan telah
relevan untuk mengukur capaian kinerja
yang diharapkan

2)

Data kinerja yang dikumpulkan telah
mendukung capaian kinerja yang
diharapkan

3)

Pengukuran kinerja telah dilakukan
secara berkala

4)

.

Setiap level organisasi melakukan
pemantauan atas pengukuran capaian
kinerja unit dibawahnya secara berjenjang

Pimpinan sefalu terlibat sebagai
pengambil keputusan (Decision Maker)
dalam mengukur capaian kinerja

2)

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar
dalam penyesuaian
(pemberian/pengurangan) tunjangan
kinerja/penghasilan

3)

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi
penyesuaian Strategi dalam mencapai
kinerja

4)

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi
penyesuaian Kebijakan dalam mencapai
kinerja

5)

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi
penyesuaian Aktivitas dalam mencapai
kinerja

6)

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi
penyesuaian Anggaran dalam mencapai
kinerja

7)

Terdapat efisiensi atas penggunaan
anggaran dalam mencapai kinerja

8)

Setiap pegawai memahami dan peduli

atas hasil pengukuran kinerja

-

Lp Kineq’ telah disusun

2)

Dokumen Laporan Kinerja telah
diformalkan

3)

Dokumen Laporan Kinerja telah direviu

4)

Dokumen Laporan Kinerja telah

dipublikasikan




5)

kume aprn Kinerja telah
mengungkap seluruh informasi tentang
pencapaian Kinerja.

2)

Dokumen Laporan Kinerja telah
menginfokan analisis dan evaluasi
realisasi kinerja dengan target tahunan.

3)

Dokumen Laporan Kinerja telah
menginfokan analisis dan evaluasi
realisasi kinerja dengan target jangka

4)

Dokumen Laporan Kinerja telah
menginfokan analisis dan evaluasi
realisasi kinerja dengan realisasi kinerja
tahun-tahun sebelumnya.

6)

Dokumen Laporan Kinerja telah
menginfokan kualitas atas
keberhasilan/kegagalan mencapai target
kinerja beserta upaya nyata dan/atau
hambatannya.

7

Dokumen Laporan Kinerja telah
menginfokan efisiensi atas penggunaan
sumber daya dalam mencapai kinerja.

8)

, ,

Dokumen Laporan Kinerja telah
menginfokan upaya perbaikan dan
penyempurnaan kinerja ke depan

(Rekomendasi perbaikan kinerja).

Informasi dalam |aa merj I u
menjadi perhatian utama pimpinan
(Bertanggung Jawab)

2)

Penyaijian informasi dalam laporan kinerja
menjadi kepedulian seluruh pegawai

3)

Informasi dalam laporan kinerja berkala
telah digunakan dalam penyesuaian
aktivitas untuk mencapai kinerja

4)

Informasi dalam laporan kinerja berkala
telah digunakan dalam penyesuaian

penggunaan anggaran untuk mencapai
kinerja

9)

Informasi dalam laporan kinerja telah
digunakan dalam evaluasi pencapaian

keberhasilan kinerja







6) |Informasi dalam laporan kinerja telah
digunakan dalam penyesuaian
perencanaan kinerja yang akan dihadapi
berikutnya

4 |EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 25,00 20,75 83,00%

: 1) EvaluaS| Akuntabllltas Klnerja Internal
telah dilaksanakan pada seluruh unit

2) |Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi
akuntablltas klner]a mtemal telah

Internal telah dimanfaatkan untuk
perbaikan dan peningkatan akuntabilitas
kineria

2) |Telah terjadi perbaikan dan peningkatan
kinerja dengan memanfaatkan hasil
evaluasi akuntablitas kinerja internal

Nilai Akuntabilitas Kinerja ; i 79, 55| 79,55%
PREDIKAT Sangat Baik

Kesimpulan Hasil Evaluasi :
Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit
kerjia pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan terwujudnya -efisiensi
penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan
pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Wakil Penanggungjawab

Hj. Rivé Méahrani, ST Tony
NIP. 19770223 200604 2 009 NIP. 19731118 200501 1 005



Rencana Aksi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2024
- Target Pagu Anggaran
. Program / Kegiatan / Su "
Sasaran Indikator Kegiatan Indikator Target
TW1 | TW2 | TW3 | TW4 TW 1 TW?2 TW3 TW 4
1 2 3 4 5 6 9 10
Meningkatnya Nilai AKIP BKPSDM
Kinerja Akuntabilitas
Kinerja BKPSDM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN KOTA 9,806,906,113 9,017,749,634 40,488,121 748,668,358 -
Kegiatan Perencanaan, Persentase Capaian Kegiatan
Penganggaran, dan evaluasi |Perencanaan dan Evaluasi 100 % 25% 25% 25% 25% 9,999,322 9,999,322 -
Kinerja Perangkat Daerah  |Kinerja Perangkat Daerah
Peryusunst Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan
Perencanaan Perangkat 6 Dok 1 ) 0 4 4,999,725 4,999,725
Perangkat Daerah
Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 5 Lap 2 0 0 3 4,999,597 4,999,507
Daerah Perangkat Daerah
Persentase Capaian
Kaglatan Administo Admieivast Swangan 100 | % | 25% | 25% | 25% | 25% 5,657,649,547|  5,637,161,426 20,488,121
Keuangan Perangkat Daerah|Perangkat Daerah yang
Terpenuhi
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Orang/
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN 38 Bulan 37 37 37 38 5,647,649,702 5,627,661,581 19,988,121
Pelaksanaan Penatausahaan |Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian / Verifikasi 5 Dok 2 1 0 2 9,999,845 9,499,845 500,000
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Waugistan Administrns] ::rr::r:;;atfaes?la(zafnawaian
Kepegawaian perangkat Peg 100 | % | 25% | 25% | 25% | 25% 33,785,625 33,785,625 .
Perangkat Daerah yang
Daerah
Terlaksana
Pengadaan Pakaian Dinas j .
Beserta Atribut e — 50 | Paket| 50 0 0 0 33,785,625 33,785,625
beserta Atribut Kelengkapan
Kelengkapannya




Kegiatan Administrasi

Persentase Capaian Penyediaan

Administrasi Umum Perangkat 100 % 25% | 25% | 25% | 25% 2,928,744,967 2,207,033,367 - 721,711,600
Umum Perangkat Daerah
Daerah
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi
Instalasi Listrik/ Penerangan |Listrik/ Penerangan Bangunan 1 Paket 0 0 0 1 12,966,382 12,966,382
Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
Panvediaan Peralatanidan Jumlah Paket Peralatan dan
Y Perlengkapan Kantor yang 9 Paket 7 2 0 0 625,066,818 603,355,218 21,711,600
Perlengkapan Kantor -
Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah |Jumiah Paket P_eral'atan Rumah P Paket 2 0 0 0 9,122,702 9,122,702
Tangga Tangga yang Disediakan
Perivediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan
Y 9 dan Penggandaan yang 2 Paket 1 0 0 1 99,813,371 99,813,371
dan Penggandaan Sa
Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 Lap 3 3 3 3 2,178,802,000 1,478,802,000 700,000,000
SKPD SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis |Jumlah Dokumen Penatausaan
pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD ! Bk 9 B g L S aee 878,854
Kegiatan Pengadaan Barang |Persentase Capaian Pengadaan
Milik Daerah Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang | 100 % 25% | 25% | 25% | 25% 149,711,993 149,711,993 - -
Urusan Pemerintah Daerah |Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel JumisivFakatMsel yang 57 | unit | 57 0 0 0 49,811,993 49,811,993
Disediakan
Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor | F.rasarana Gedung Kantor atau 2 | unit] 2 0 0 0 99,900,000 99,900,000
atau Bangunan Lainnya Brigain Lo yaog
9 ¥ Disediakan
Kegiatan Penyediaan Jasa |Persentase Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100 % 6 6 6 6 651,114,480 631,114,480 20,000,000 -
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penvedidan insa Kafirikasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
v jasa o Komunikasi, Sumber Daya Airdan| 12 Lap 3 3 3 3 141,237,500 121,237,500 20,000,000
Sumber Daya Air dan Listrik e -
Listrik yang Disediakan
Parivediaan Jasa Pelavanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Y Y Pelayanan Umum Kantor yang 12 Lap 3 3 3 3 509,876,980 509,876,980

Umum Kantor

Disediakan




Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah

Persentase Capaian
Pemeliharaan Barang Milik

H 100 % 25% | 25% | 25% | 25% 375,900,179 348,943,421 - 26,956,758 -
Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah
Penye;ﬂaan Jasg Jumlah Kendaraan Dinas
Pemuiinsnnan, Bigya Operasional atau Lapangan yan
Pemeliharaan, Pajak, dan P utapanganyang | 45 | ynt | 6 4 0 5 129,870,000 129,870,000
- i Dipelihara dan dibayarkan Pajak
Perizinan Kendaraan Dinas L
+ dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
Pem_ellha_raan Peralatan dan Jumlah Peralatgn dgn Mesin 71 Unit 4 22 0 45 95,584,200 89,084,200 6,500,000
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan /Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan
Gedung Kantor dan Bangunan|Bangunan Lainnya yang 2 Unit 1 1 0 0 150,445,979 129,989,221 20,456,758
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Meningkatnya IP ASN
Kuamfs Y PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 3,712,326,480|  2,180,147,872 294,541,552  1,227,837,056 9,800,000
Profesionalitas ASN
Kegiatan Pengadaan, Persentase Capaian Kegiatan
Pemberhentian dan Pengadaan, Pemberhentian dan | 100 % 25% 25% 25% 25% 658,946,477 519,815,869 89,891,552 44,939,056 4,300,000
Informasi Kepegawaian ASN |Informasi Kepegawaian ASN
Penyusunan Rencana Jumiah Dokumen Hasil
Kebutuhan, Jenis dan Jumlah |Penyusunan Rencana Kebutuhan,
Jabatan untuk Pelaksanaan |Jenis dan Jumlah Jabatan untuk 1 Dok 0 B 1 0 ihinbietns 8.249,900 6:748:308
Pengadaan ASN Pelaksanaan Pengadaan ASN
Koordinasi dan Fasilitasi durish o Veglatan
Pengadaan PNS dan PPPK Koordinasi dan Fasilitasi 1 Dok 0 0 0 1 499,999,203 403,759,977 87,750,000 8,489,226
9 Pengadaan PNS dan PPPK
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan
- ; . Koordinasi Pelaksanaan 200 | Dok 50 68 57 25 49,999,514 38,749,620 11,249,894
Administrasi Pemberhentian G y "
Administrasi Pemberhentian
Fasilitasi Lembaga Profesi Jumlah Lembaga Profesi ASN Lemba
ASN yang Difasilitasi 1 ga 0 0 0 1 49,999,896 31,549,896 18,450,000
Progelolad Dat JUMiEh Dokumen Heed 4 | pok | 2 0 0 2 19,948,032 13,506,480 2,141,552 4,300,000
Kepegawaian Pengelolaan Data Kepegawaian
Evaluasi Data, Informasi dan |Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Informasi Data, Informasi dan Sistem 1 Lap 0 0 0 1 23,999,988 23,999,988
Kepegawaian Informasi Kepegawaian
Kagiatan Butantdan Persentase Capaian Mutasidan | gq | o | 239 | 23% | 23% | 23% 723241,698|  193,423698| 188,150,000 341,668,000 .

Promosi ASN

Promosi ASN




Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Mutasi Jabatan

Pengelolaan Mutasi ASN Pimpinan Tinggi, Jabatan 2 Dok 0 1 0 1 67,875,534 30,375,534 23,250,000 14,250,000
Administrasi, Jabatan Pelaksana
dan Mutasi ASN antar Daerah
Pengelolaan Kenaikan Jumlah Pengelolaan Kenaikan
Pangkat ASN Pangkat ASN 6 Dok 2 1 2 1 149,948,164 47,548,164 61,400,000 41,000,000
Pengelolaan Promosi ASN | umiah Dokumen Hasil 5 | bok| o 2 0 3 505,418,000 115,500,000 103,500,000] 286,418,000
Pengelolaan Promosi ASN
Kegiatan Pengembangan Persentase Capaian Kegiatan
9 . 9 9 Pengembangan Kompetensi 100 % 25% 25% 25% 25% 2,141,563,602 1,316,833,602 - 824,730,000 -
Kompetensi ASN ASN
Feningiaan Kapasitas Kinega) Jumiah ASN yang Meninghat 523 |orang| o© 27 | 48 | 448 1,141,563,602 316,833,602 824,730,000
ASN Kapasitasnya
Pengelolaan Pendidikan Jumlah ASN yang Mendapatkan
Lanjutan ASN Pendidikan Lanjutan 10 |Orang| 9 0 0 1 1,000,000,000 1,000,000,000
el Pentaibiitan Persentase Peningkatan Kinerja| 105 | o | 550, | 25% | 25% | 25% 188,574,703| 150,074,703 16,500,000 16,500,000 5,500,000
Evaluasi Kinerja Aparatur dan Disiplin Aparatur
Pelaksanaan Penilaian dan e
gaxsanaan ! Pelaksanaan Penilaian dan 1 Dok 0 0 0 1 49,990,000 35,990,000 6,000,000 6,000,000 2,000,000
Evaluasi Kinerja Aparatur S
Evaluasi Kinerja Aparatur
Pengelolaan Pempenan _ Jumlah ASN yang Diberikan o |orang 0 0 0 9 39,285,000 39,285,000
Penghargaan bagi Pegawai  |Penghargaan
Pembinaan Disiplin ASN Jumiah ASN yang Mendapatkan | ¢ f o0l 3 0 0 3 49,909,485 39,409,485 4,500,000 4,500,000 1,500,000
Pembinaan Kedisiplinan
Pelayanan Proses Izin Jumiah Dokumen Proses lzin
Perceraian Pegawal Perceraian Pegawai yang Dinilai 15 Dok 2 0 4 9 49,390,218 35,390,218 6,000,000 6,000,000 2,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2,627,045,215 2,050,181,825 396,863,390 180,000,000 -
Kegiatan Pengembangan Porsentase Pagawsiyany
9 9 9 Mengikuti Diklat Peningkatan 100 % 25% | 25% | 25% | 25% 678,000,000 332,000,000 166,000,000 180,000,000 -

Kompetensi Teknis

Kompetensi Teknis




Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum, Inti, dan Pilihan
bagi Jabatan Administrasi —_—
Penyelenggara Urusan Jumiah ASN yang Mengikuti 113 |orang | 44 | 29 0 40 678,000,000 332,000,000 166,000,000 180,000,000
. Pengembangan Kompetensi
Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah Penunjang,
dan Urusan Pemerintahan
Umum
Kegiatan Sertifikasi,
Keleribagaan Persentase Pegawai yang
gaan, . |Mengikuti Diklat Peningkatan 100 % 25% | 25% | 25% | 25% 1,949,045,215 1,718,181,825 230,863,390 -
Pengembangan Kompetensi .
5 ; Kompetensi
Manajerial dan Fungsional
Penyeiengiaraan . |Jumlah Laporan Hasil
Pengembangan Kompetensi
. Penyelenggaraan Pengembangan
bl Bimpinas Deerah, Kompetensi bagi Pimpinan
Jabatan P|mp|r?an Tinggi, Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, 13 Lap 1 8 6 1 1,949,045,215 1,718,181,825 230,863,390
Jabatan Fungsional, .
A Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan il ;
; Kepemimpinan dan Prajabatan
Prajabatan

Kepala Badan Kepegawaian dan

. <Pembina Tk. I (‘IVIb)
NIP. 19?61128 199603 1 003



Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum, Inti, dan Pilihan
bagi Jabatan Administrasi e
Penyelenggara Urusan dumish ASH yang Mergliut 113 |Orang | 44 | 29 0 40 678,000,000 332,000,000 166,000,000 180,000,000
A Pengembangan Kompetensi
Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah Penunjang,
dan Urusan Pemerintahan
Umum
Kegiatan Sertifikasi, .
Kelembagaan Persentase Pegawai yang
-, . |Mengikuti Diklat Peningkatan 100 % 25% | 25% | 25% | 25% 1,949,045,215 1,718,181,825 230,863,390 -
Pengembangan Kompetensi
) . Kompetensi
Manajerial dan Fungsional
PASEIanERt . |Jumlah Laporan Hasil
Pengembangan Kompetensi
S i Penyelenggaraan Pengembangan
begi Rimpinen Begrah, Kompetensi bagi Pimpinan
Jabatan Pimpinan Tinggi, P gl Fimp! S 13 Lap 1 5 6 1 1,949,045,215 1,718,181,825 230,863,390
. Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Fungsional, )
5o Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan A .
¢ Kepemimpinan dan Prajabatan
Prajabatan
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
> Kal)up/g’c:nTanah Laut
Jabatan Paraf N\ -

Plt. Sekretaris

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

f

Za mani; S.Pt., M.M.
Pembina Tk, 4/ (IV/b)
NIP<19761128199603 1 003




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

JI. A. Syairani No. 15, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70814
Website: www.bkpsdm.tanahlaut.go.id E-mail: bkpsdmkabtanahlaut@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENGUMPULAN DATA
KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
(BKPSDM)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi data kinerja Tahun
Anggaran 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, perlu
menunjuk pejabat penanggung jawab pengumpulan data
kinerja Tahun Anggaran 2024 pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah
Laut;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu
menetapkan  keputusan Badan = Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah
Laut tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab
Pengumpulan Data Kinerja Tahun Anggaran 2024 pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan
peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2014 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016

Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024
Nomor 13);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEMPAT

LR

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 142 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 69 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor
69).

MEMUTUSKAN :

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut tentang
Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Pengumpulan Data
Kinerja Tahun Anggaran 2024 pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah
Laut.

Menetapkan daftar Aparatur Sipil Negara sebagaimana
tersebut dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini,
Sebagai Pejabat Penanggung Jawab Pengumpulan Data
Kinerja Tahun Anggaran 2024 pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah
Laut.

Pejabat Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja
Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum
KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab memantau
dan melaporkan data capaian kinerja pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 pada

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan



Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah
Laut Tahun Anggaran 2025.

KELIMA 2 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pelaihari
pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
paten Tanah Laut,

PENGENDAYGAH SUMEER

DAYA NAHUSIA

Tembusan Kepada Yth :
1. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari

2. Yang Bersangkutan




KELIMA :

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah
Laut Tahun Anggaran 2025.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pelaihari
pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kabupaten Tanah Laut,

Jabatan

Plt. Sekretaris

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Vs

AMANI, S.Pt., M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19761128 199603 1 003

Tembusan Kepada Yth :
1. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari

2. Yang Bersangkutan



Lampiran Keputusan Kepala
BKPSDM Kab. Tanah Laut
05 Tahun 2025

02 Januari 2025

Nomor
Tanggal

DAFTAR TIM PENANGGUNG JAWAB PENGUMPULAN DATA KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH LAUT

T DITUNJUK
NANA IAPATAN SEBAGAI
ZAKI YAMANI, S.Pt., M.M. Penanggung
NIP. 19761128 199603 1 003 Kepala BAFSDM Jawab
BABRTRIATMAIA, SH Pit. Sekretaris Ketua Tim

NIP.19810131 200803 1 001

ALMUNANSYAH, S.Kom
NIP. 19760917 200803 1 002

Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan
Keuangan

Koordinator
Bidang

NOOR HIDAYAH, A.Md
NIP.19831205 200501 2 007

Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

Koordinator
Bidang

FAJAR TRI ATMAJA, SH
NIP.19810131 200803 1 001

Kepala Bidang Mutasi dan
Pengembangan Aparatur

Koordinator
Tekhnis

HENDRO CAHYOKO, SE, MA.P

Kepala Bidang
Perencanaan dan

Koordinator

NIP. 19730216 200604 1 003 . Tekhnis
Pembinaan Aparatur

ASEP SUJITO, S AP Analis SDM Aparatur Ahli Anggota

NIP.19800316 200501 1 008 Muda

IRFAN LUTHFI, A.Md Analis SDM Aparatur Ahli Anggota

NIP.19850203 200903 1 004 Muda

YUDI SUSANTO, S.M Penyusun Program Anggota

NIP.19851123 200604 1 001

Perencanaan Diklat




10 ANDRI SETIAWAN, S.Kom Analis SDM Aparatur Ahli Anoadta
NIP.19850815 200903 1 005 Muda 99

11 IBA NURKASIHANI, SH, M.H Analis SDM Aparatur Ahli ArGotE
NIP.19800527 200903 2 006 Muda 99

12 ASWATUN HASANAH, S.Kom Analis SDM Aparatur Ahli Anaaota
NIP.19791012 200903 2 006 Muda 99
LILIS DAMAYANTI, S.Ak Penyusun Program

13 Anggota
NIP.19960110 201903 2 009 Anggaran dan Pelaporan

Ditetapkan : di Pelaihari
pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kabupaten Tanah Laut,

Tembusan Kepada Yth :

3 |f

Inspektur Kabupaten Tanah Laut

2. Yang Bersangkutan




10 ANDRI SETIAWAN, S.Kom Analis SDM Aparatur Ahli Arsacia
NIP.19850815 200903 1 005 Muda 99

11 IBA NURKASIHANI, SH, M.H Analis SDM Aparatur Ahli A ¢
NIP.19800527 200903 2 008 Muda Pegssa

12 ASWATUN HASANAH, S.Kom Analis SDM Aparatur Ahli Areiaota
NIP.19791012 200903 2 006 Muda 99
LILIS DAMAYANTI, S.Ak Penyusun Program

13 Anggota
NIP.19960110 201903 2 009 Anggaran dan Pelaporan

Ditetapkan : di Pelaihari
pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kabupaten Tanah Laut,

Jabatan Paraf

Pit Sekretaris A=
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kevangan A

' ZAKI YAMANI, S.Pt., M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19761128 199603 1 003

Tembusan Kepada Yth :
1. Inspektur Kabupaten Tanah Laut
2. Yang Bersangkutan



